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MOTTO 
 
“Jika kita tidak bergerak untuk mulai membangun mimpi kita, seseorang jusru 
akan memperkerjakan kita untuk membantu membangun mimpi mereka” 
(Tony Gaskin) 
 
“Bukan saatnya untuk ragu-ragu, bukan saatnya untuk menunda-nunda 
keyakinan dan gerak cepat akan merubah semua menjadi lebih baik” 
(Penulis)  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi kebijakan 
wajib belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, (2) Problem orang tua 
dalam implementasi kebijakan wajib belajar di kawasan indutri, Kelurahan 
Semampir, (3) Faktor penghambat dan pendukung dalam dalam implementasi 
kebijakan wajib belajar di kawasan indutri, Kelurahan Semampir. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek 
penelitian utama dalam penelitian ini adalah orang tua anak, kemudian lurah desa 
Semampir dan beberapa kepala sekolah yang ada di Kelurahan Semampir. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Instrumen utama adalah peneliti dengan membuat lembar observasi dan pedoman 
wawancara. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan 
adalah triangulasi metode dan sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Implementasi kebijakan wajib 
belajar di Kawasan Industri, Kelurahan Semampir, berjalan dengan cukup baik, 
berdasarkan data statistik penduduk yang tidak menuntaskan wajib belajar 9  
tahun tidak lebih dari 10 % dari total penduduk. (2) Problem yang menjadikan 
aspek orang tua tidak menyekolahkan anaknya adalah kemiskinan, pandangan 
sinis terhadap dunia pendidikan, serta kurang menyadari pentingnya pendidikan 
(3) Faktor yang menghambat implementasi kebijakan wajib belajar di Kelurahan 
Semampir antara lain disebabkan dari  faktor ekonomi keluarga, minimnya sarana 
prasarana pendidikan, media masa yang sering memberitakan kejadian buruk 
secara berlebihan, orang tua yang tidak mempunyai biaya dalam menyekolahkan 
anaknya tidak mendapatkan informasi mengenai program pendidikan maupun 
bentuk bantuan pendidikan, serta motivasi dari anaknya sendiri. Sedangkan untuk 
faktor pendukungnya terdapat dukungan dari pemerintah dan pihak kelurahan, 
sekolah dan wali murid saling bersinergi dalam proses pendidikan, terdapat upaya 
program yang dibuat oleh sekolah dalam mewujudkan implementasi kebijakan 
wajib belajar, antusias siswa cukup tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran 
di sekolah maupun dalam  melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, bagi 
orang tua berlatar pendidikan tinggi menganggap bahwa pendididikan dan sekolah 
itu penting. 
 
Kata kunci: Implementasi kebijakan wajib belajar, problem, orang tua, Semampir 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan suatu bangsa 
adalah pendidikan. Pendidikan merupakan hal mutlak yang harus diperoleh 
setiap manusia, karena melalui pendidikan akan menumbuhkan generasi 
muda dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik lagi. Ki Hajar 
Dewantara sendiri menungkapkan bahwasanya pendidikan itu dimulai sejak 
anak dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. (Arif Rohman, 
2010: 75). Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam 
mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, yaitu sosial, ekonomi, 
politik, dan budaya. Dengan pendidikan diharapkan seseorang dapat 
mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal baik 
melalui sarana pendidikan formal , non formal, maupun pendidikan informal. 
Tanpa adanya sarana pendidikan, baik secara formal,non formal maupun 
informal maka akan sangat sulit mencetak generasi atau sumber daya 
manusia yang berkualitas.  
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 
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Negara (Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional) 
Dalam segala proses penyelenggaraan pendidikan pada akhirnya 
bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan proses 
pendidikan yaitu: 1) Pendidikan sebagai transmisi kebudayaan; 2) Pendidikan 
sebagai pengembangan kepribadian; 3) Pendidikan sebagai pengembangan 
akhlak mulia serta religius; 4) Pendidikan sebagai pengembangan warga 
negara yang bertanggung jawab; 5) Pendidikan untuk mempersiapkan 
pekerja-pekerja yang terampil dan produktif; 6) Pendidikan adalah 
pengembangan pribadi paripurna atau seutuhnya; 7) Pendidikan sebagai 
proses pembentukan manusia baru. Dalam sistem pendidikan nasional, 
sekolah memiliki peranan strategis sebagai institusi penyelenggara 
pendidikan (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 26-42).  
Pada bidang pendidikan semua warga negara mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban 
yang sama untuk membangun pendidikan nasional yang berkualitas. 
Pendidikan bukan hanya sekedar menghidupi peserta didik tetapi juga 
mengembangkannya sebagai manusia (human being). Pendidikan nasional 
bukanlah bertujuan untuk melahirkan robot-robot yang hanya menerima 
petunjuk dan restu dari atas tetapi pendidikan yang mengembangkan pribadi-
pribadi yang kreatif, kritis dan produktif (H.A.R. Tilaar, 2004: 11-12). Di 
dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) juga mengatakan bahwa “Setiap warga 
negara berhak mendapat pendidikan” (Republik Indonesia, 2009 : 91). Dalam 
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hal ini berarti tidak ada penghalang bagi setiap warga negara Indonesia untuk 
memperoleh pendidikan. Pendidikan diperuntukkan bagi siapa saja, tidak 
mengenal jenis kelamin, usia, maupun status sosial.  
Untuk mencapai cita-cita tersebut maka Indonesia harus mewujudkan 
pemerataan pendidikan bagi semua warganya. Itu sebabnya pemerintah 
sebagai pengelola pendidikan berupaya keras mengeluarkan kebijakan untuk 
mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia tersebut. Salah satunya 
adalah dikeluarkannya kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun. Dimana 
dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pasal 
1 ayat (1) dijelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan 
minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab 
Pemerintah dan Pemerintah daerah. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) 
menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun 
dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan 
pendidikan masih memungkinkan dan didalam ayat (3) warga negara 
Indonesia yang berusia diatas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar 
dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan 
Pemerintah daerah. Sekolah merupakan sarana pendidikan formal yang 
disediakan pemerintah untuk setiap warga Negara dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan untuk  melaksanakan program wajib belajar.  
Pelaksanaan wajib belajar di Indonesia dimulai dengan wajib belajar 
sekolah dasar 6 tahun (Wajar 6 Tahun), dan itu telah dicapai pada tahun 1984 
dengan mendapat penghargaan dari UNESCO. Kesuksesan tersebut 
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dilanjutkan dengan pelaksanaan Wajar 9 tahun atau sekolah lanjutan tingkat 
pertama Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dimulai tahun 1994, ketika 
Wardiman Djojonegoro menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
(H.A.R. Tilar, 2000 hal: 76). Penyelesaian penuntasan wajib belajar 9 tahun 
pada awalnya ditetapkan pada tahun 2004. Namun adanya krisis ekonomi 
sejak tahun 1998 yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk 
miskin, dan karena keterbatasan keuangan negara, maka penuntasan wajib 
belajar 9 tahun diundur menjadi tahun 2009. Akibat krisis ekonomi itu 
jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah dari 22 juta pada tahun 1997 
menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1998. Dampak dari krisis ekonomi tersebut 
para orang tua murid tidak mampu menyekolahkan anak di Sekolah Dasar 
atau Sekolah Menengah Pertama. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) juga pernah menyatakan bahwasanya pada tahun 2012 akan 
menjadi target untuk merubah Wajib Belajar 9 tahun menjadi Wajib Belajar 
12 tahun, yang artinya setiap warga Negara wajib mengenyam pendidikan 
minimal sampai pada tingkat Sekolah Menengah atas (SMA) tanpa terkecuali 
(Khamdan, 2012). Tentunya kebijakan ini diharapkan tak cukup hanya 
sekedar keinginan atau pernyataan politik melainkan harus dilaksanakan. 
Pemerintah membuat perubahan Wajib Belajar bukannya tanpa 
alasan, hal ini merupakan langkah pemerintah untuk lebih mencerdaskan 
anak-anak Indonesia lebih bermutu lagi. Dengan adanya program pendidikan 
yang semakin baik, diharapkan anak-anak nantinya dapat memperoleh 
kualitas pendidikan yang baik. Tidak hanya program pendidikan yang 
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ditingkatkan, namun dengan sarana prasarana penunjang pendidikan yang 
semakin ditingkatkan diharapkan anak-anak juga semakin cerdas dalam 
mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maupun informasi 
yang ada pada seluruh dunia. Apabila anak-anak, masyarakat, maupun 
stekholder pendidikan yang terkait saling mendukung dalam melancarkan 
kebijakan wajib belajar tentunya akan menguntungkan, misalkan apabila 
anak dapat bersungguh sungguh dalam proses pendidikan yang ada tentu 
mereka nantinya suatu saat akan mendapatkan pekerjaan yang mereka 
inginkan,selain itu pasti orang tua juga akan bangga terhadap anaknya, dan 
yang paling utama adalah dapat turut serta dalam membantu bangsa untuk 
peningkatan kualitas pendidikan sehingga suatu bangsa tidak dipandang 
sebelah mata oleh bangsa lain.  
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Rencana Kerja Bidang 
Pendidikan program wajib belajar, pemerintah memfasilitasi, memberikan 
asistensi, dan advokasi pelaksanaan wajib belajar (Perpustakaan Nasional R.I, 
2008 : 9). Tentunya dengan menggunakan program pendidikan yang lain 
yaitu dengan program BOS yang merupakan salah satu kebijakan Menteri 
Pendidikan Nasional dan diperioritaskan pada peningkatan akses masyarakat 
terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas dengan memberikan akses 
yang lebih basar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat 
menjangkau layanan pendidikan. Secara umum program BOS bertujuan 
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan 
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dalam rangka Wajib Belajar yang bermutu. Secara khusus program ini 
bertujuan membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasi 
sekolah, membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam 
bentuk apapun baik sekolah negeri maupun swasta dan meringankan beban 
biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta (Riant Nugroho. 2008: 
55). Untuk itu peran pemerintah disini memastikan bahwa masyarakat akan 
memperoleh haknya dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak ada 
alasan tidak bersekolah karena ketidak tersedianya biaya dari orang tua siswa, 
karena pemintah membebaskan biaya pendidikan dalam menuntaskan 
kebijakan wajib belajar. 
Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah tidak main-main untuk 
mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah juga sangat 
mengupayakan pendidikan di Indonesia untuk semakin meningkat, untuk itu 
agar usaha pemerintah ini dapat terlaksanana dengan baik butuh dukungan 
dari semua stekholder baik dari program yang bersih dari pemerintah sendiri 
maupun dukungan dari masyarakat demi lancarnya kebijakan tersebut. Sudah 
selayaknya orang tua mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya 
pendidikan. 
Implementasi kebijakan wajib belajar di Indonesia terlihat kurang 
intensif  karena tidak didukung oleh Undang-Undang Wajib Belajar, sehingga 
kelailaian pemerintah ataupun orang tua untuk melaksanakan wajib belajar 
tidak dapat dituntut secara hukum. Seharusnya orang tua yang memiliki anak 
usia sekolah dianjurkan, bahkan diwajibkan menyekolahkan anaknya sampai 
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pada jenjang yang telah ditargetkan. Meskipun para orang tua yang tidak 
mengindahkan kebijakan ini tidak mendapatkan sangsi hukum, tetapi 
diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk 
mensukseskan kebijakan wajib belajar. Tanggung jawab moral ini tidak 
semata-mata untuk pendidikan anaknya, tapi juga menyangkut tanggung 
jawab sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam pembangunan. 
(Depdiknas, 2011 hal : 50). 
Wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah juga mulai menjadi 
perhatian Pemerintah Kota Kediri. Menurut penelitian lapangan yang telah 
dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya atas nama Azmi Alfian 
Gabriel (2011 : 64) ) dengan judul penelitian problematika pendidikan di 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri telah didapat data yang diambil dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri sebagai bahan acuan, bahwasanya pada 
tahun 2010 terdapat prosentae 0%  angka anak putus sekolah pada tingkat 
pendidikan dasar,  dan 0 % angka putus sekolah pada tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Sedangkan pada tahun 2011 didapat prosentase 
angka anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 0 % dan pada 
tingkat SMP didapat prosentase sebesar 0 %. Selain itu dari sisi lain juga 
didapat data angka anak yang tidak bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar 
maupun Sekolah Menengah Pertama dengan prosentase sebagai berikut ; 
terdapat prosentase sebesar 3,45 % angka anak yang tidak sekolah pada 
tingkat SD dan 3,05 % terdapat anak yang tidak bersekolah pada tingkat SMP. 
Sedangkan pada tahun 2012 juga telah didapat prosentase sebesar 2,75% anak 
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tidak dapat bersekolah mulai pada tingkat SD dan 2,75 % anak yang tidak 
dapat bersekolah pada tingkat SMP. Data anak tidak bersekolah ini diambil 
berdasarkan umur anak, 7-12 tahun pada tingkat SD dan 13-15 tahun pada 
tingkat SMP.  
Dari prosentase diatas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi 
kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir, Kota Kediri kurang dapat 
berjalan dengan maksimal.  Kota Kediri sendiri merupakan salah satu kota 
besar yang berada di Propinsi Jawa Timur yang juga termasuk didalam 
kategori kawasan industri di Indonesia. Wildan Hakim (2012) dalam situs  
(http://m.kompasiana.com/post /read/ 433433 /2 /rahman- halim- dan- gudang-
garam-kediri.html) menjelaskan bahwasanya Kelurahan Semampir merupakan 
Desa yang berjarak 1 Km saja dari Kota Kediri. Kawasan industri sendiri 
sangat erat kaitannya dengan pabrik pembuatan suatu benda atau dapat pula 
berupa suatu usaha yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi 
bahan jadi. Kota Kediri juga terdapat pabrik rokok Gudang Garam terbesar di 
Asia di Kota Kediri sendiri juga terdapat pabrik gula maupun pabrik-pabrik 
kecil lainnya sehingga semakin menguatkan bahwa kota Kediri merupakan 
salah satu kota industri yang ada di Indonesia. 
Dari penelitian yang telah dilakukan juga dijelaskan beberapa 
problematika yang terjadi di Kelurahan Semampir, Kota Kediri sehingga 
memunculkan prosentase yang ada tersebut. antara lain ; faktor utamanya 
adalah orang tua yang tidak cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya, ada 
rasa khawatir yang dirasakan oleh orang tuanya terhadap keselamatan 
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anaknya, dan juga faktor yang disebabkan karena jarak sekolah yang cukup 
jauh dari rumah dan tidak ada kendaraan pribadi untuk bersekolah. Hal seperti 
demikian yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan wajib 
belajar yang ada di Kelurahan Semampir. Penelitian yang telah dilakukan juga 
menjelaskan orang tua yang mengeksploitasi anaknya dengan disuruh 
berjualan maupun bekerja bersama, terdapat pula anak yang mengamen di 
jalanan, bermain dengan temannya sampai juga terlihat anak yang memungut 
sampah yang sekiranya dapat didaur ulang kembali. Hal itu semua dilakukan 
pada saat jam belajar sekolah berlangsung. Hidup di salah satu kota besar 
tentu harus selektif dalam segala bentuk kegiatan yang ada, khususnya orang 
tua juga harus selalu mengawasi maupun mendidik anak agar tidak terjebak 
dalam lingkungan maupun pergaulan yang buruk. Belum lagi dengan biaya 
hidup yang ada di kota besar yang cukup tinggi juga mengharuskan orang tua 
untuk lebih efektif dalam memanajemen uangnya dengan baik. (Azmi Alvian, 
2011 : hal 65) 
Dilihat dari beberapa situasi yang ada tersebut dirasa memang sangat 
memprihatinkan, pemerintah yang sangat mengupayakan untuk kemajuan 
pendidikan di Indonesia namun disisi lain masih saja kurang adanya kesadaran 
maupun partisipasi dari beberapa masyarakat, baik dari orang tua maupun dari 
pihak anaknya sendiri  mengenai pentingnya pendidikan. Partisipasi akan 
terwujud atau dapat dijalankan sesuai dengan persepsi seseorang terhadap 
sesuatu objek kegiatan. Sesuai yang ditegaskan oleh Hebert Blumer, bahwa 
respon aktif baik langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian atau 
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pemaknaan setiap objek tindakan.( Siti Irine, 2011: 56). Sama halnya yang 
diungkapkan oleh Didi Prayitno (Bendri Wijaya, 2013: 8) bahwa salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi program wajib belajar adalah 
persepsi masyarakat dan orang tua tentang pendidikan. Persepsi orang tua 
tentang pendidikan akan mempengaruhi aspirasi, artinya kemampuan orang 
tua dalam melihat pentingnya pendidikan akan berpengaruh pada harapan dan 
tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. 
Memang secara psikologis anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP 
hingga SMA memasuki masa transisi. Dengan kata lain maka pada masa ini 
pola pikir serta tingkah laku seorang anak akan mengalami yang signifikan. 
Pada masa ini anak akan lebih mudah meniru dan lebih mudah dipengaruhi 
oleh lingkungan sekitar. Pada masa ini lingkungan saat berperan penting 
dalam pola pikir serta tingkah laku individu, dengan kata lain maka dapat 
kitakan apabila anak hidup pada lingkungan yang positif maka pola pikir dan 
tingkah lakunya akan positif juga tetapi apabila anak hidup dilingkungan 
negatif maka pola pikir dan tingkah lakunya pun akan negatif sesuai dengan 
lingkungan tempat tinggalnya. Untuk itu peran dari sekolah maupun peran 
pendidikan keluarga sangat diperlupakan dalam menentukan nilai pada anak. 
(H.A.R. Tilar, 2009 : hal 89). 
Tentunya ini juga akan terus jadi PR bagi pemerintah untuk selalu 
berusaha meningkatkan kualitas pendidikan maupun mendorong masyarakat 
dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Adanya 
koordinasi antar suatu kebijakan dengan memberikan kewenangan terhadap 
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pemerintah daerah dan pada tingkat satuan pendidikan untuk 
menyelenggarakan proses pendidikan (desentralisasi pendidikan) juga 
penting untuk lebih ditingkatkan. Menurut Siti Irene Astuti Dwiningrum, 
desentralisasi pendidikan perlu dikritisi sebagai pelepasan tanggung jawab 
pemerintah pusat terhadap proses pendidikan masyarakat dan dinilai lebih 
melanggengkan proses privatisasi pendidikan di Indonesia.. Desentralisasi 
pendidikan juga dilakukan untuk menghindari implementasi kebijakan 
sepihak yang diambil secara sentralistik dalam pendidikan. Dalam konteks ini 
kebijakan yang diambil secara desentralisasi akan lebih menguntungkan 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan daripada kebijakan yang diambil 
secara sentralisasi. Sebagaimana penyataan Siti Irene Astuti Dwiningrum 
bahwa dampak positif dari pelaksanaan desentralisasi dalam pendidikan 
diantaranya a) peningkatan mutu; b) efisiensi keuangan; c) efisiensi 
administrasi; dan d) pemerataan (2011: hal 9). Untuk itu dalam peningkatan 
dan untuk melancarkan program pemerintah tersebut sangat diperlukan 
koordinasi yang baik dari semua lapisan masyarakat maupun kerjasama 
semua stekholder pendidikan baik dari pusat ke daerah, maupun sebaliknya.  
 Dari uraian yang ada diatas, maka peneliti akhirnya mengambil judul 
“Implementasi Kebijakan Wajib Belajar di Kawasan Industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur” dimana 
peneliti akan melihat penerapannya yang ada di Kelurahan Semampir, Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur, dengan persoalan yang ada didalamnya.   
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi 
permasalahan sebagai  berikut : 
1. Implementasi kebijakan wajib belajar di Kota Kediri kurang berjalan 
dengan maksimal, hal ini dapat ditunjukan dengan masih adanya anak 
yang tidak bersekolah di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur. 
2. Terdapat problematika orang tua yang tidak cukup biaya dalam 
menyekolahkan anaknya 
3. Ada rasa khawatir yang dirasakan oleh orang tuanya terhadap anak, ada 
rasa khawatir yang dirasakan orang tua terhadap keselamatan anaknya, 
juga disebabkan karena jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah dan 
tidak ada kendaraan pribadi untuk bersekolah. Hal seperti demikian yang 
dapat menghambat proses implementasi kebijakan wajib belajar yang ada 
di Kelurahan Semampir. 
4. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anaknya, 
hal ini dapat dibuktikan dengan masih terlihat orang tua yang 
mengeksploitasi anaknya dengan disuruh berjualan maupun bekerja pada 
saat jam sekolah sedang berlangsung. 
5. Pada saat jam belajar sekolah sedang berlangsung terlihat anak yang 
mengamen di jalanan, bermain dengan temannya sampai juga terlihat 
anak yang memungut sampah yang sekiranya dapat didaur ulang kembali. 
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C. Batasan Masalah 
Sebagaimana telah diuraikan dalam identifikasi masalah, terdapat 
banyak permasalahan yang harus dihadapi dan tidak mungkin dapat 
dijelaskan seluruhnya. Untuk itu, peneiliti hanya akan membatasi 
permasalahan yang ada pada nomor ke 2 dari identifikasi masalah, mengenai 
problematika orang tua yang tidak cukup biaya dalam menyekolahkan 
anaknya. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar di kawasan industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ?  
2. Bagaimana problem orang tua dalam implementasi kebijakan wajib belajar 
di kawasan industri, Kelurahan Semampir Kota Kediri, Propinsi Jawa 
Timur ? 
3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan 
wajib belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur ?  
E. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan. Tujuan penelitian 
tersebut antara lain: 
1. Mengetahui implementasi kebijakan wajib belajar di kawasan industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur. 
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2. Mengetahui problematika orang tua dalam implementasi kebijakan wajib 
belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur. 
3. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi 
kebijakan wajib belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai 
pihak, yakni sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan teoritis dan 
pemahaman yang mendalam tentang Implementasi Kebijakan Wajib 
Belajar di Kawasan Industri , Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Program Studi Kebijakan Pendidikan 
Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu 
pengetahuan dan kajian untuk prodi Kebijakan Pendidikan berupa 
informasi dan referensi dalam implementasi kebijakan wajib belajar di 
kawasan industri. 
b. Bagi Dinas Pendidikan 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi 
para pengambil keputusan maupun kebijakan pendidikan untuk 
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melihat persoalan yang ada dalam implementasi kebijakan wajib 
belajar di kawasan industri dan memaksimalkan program selanjutnya 
untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. 
c. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 
pertimbangan pelaksanaan maupun mengatasi kendala dasar dalam 
implementasi kebijakan wajib belajar , dengan memaksimalkan peran 
masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan di tingkat satuan 
pendidikan. 
d. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 
mengenai program wajib belajar, dan masyarakat dapat memahami 
pentingnya wajib belajar serta turut berpatisipasi dan bekerja sama 
dalam pembangunan pendidikan, kususnya bagi masyarakat di 
Kelurahaan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur. 
e. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam mengetahui 
permasalahan yang dihadapi dan mampu menemukan berbagai 
alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam implementasi 
kebijakan wajib belajar di kawasan industri. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan 
1. Pengertian Kebijakan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah (1) kepandaian; 
kemahiran; kebijaksanaan; (2) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau 
maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran. Sedangkan 
menurut Syafarudin (2008) dalam bukunya Efektifitas Kebijakan 
Pendidikan , menjelaskan bahwa kebijakan (policy) secara estimologi 
(asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota 
(city). Dalam hal ini, menurut Monahan, kebijakan berkenaan dengan 
gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-
sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka 
berusaha mengejar tujuannya (Syafaruddin, 2008: 75). 
Konsep Kebijakan juga dapat diartikan bahwa kebijakan 
merupakan suatu kata benda hasil dari deliberasi mengenai tindakan 
(behavior) dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu 
tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2009 : 140). Sedangkan 
menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan menyatakan sebuah 
program yang diarahkan pada tujuan, nilai dan praktek. Artinya, 
kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan, 
termasuk nilai-nilai pembuatan kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. 
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(Sudiyono, 2007: 3).Definisi lain dijelaskan oleh Nicholas (Syafaruddin, 
2008: 76), juga menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan 
yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan 
puncak bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau 
terkait dengan aturan-aturan keputusan.  
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (Arif Rohman, 2009: 108) 
kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut 
bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum 
ataupun khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar atau 
terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam 
maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu 
dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program 
mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.  
Anderson juga menjelaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai 
suatu arah tindakan yang bertujuan dan dilaksanakan oleh pelaku 
kebijakan untuk mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang 
bersangkutan. Jenkins juga menambahkan bahwa kebijakan merupakan 
serangkaian keputusan yang saling terkait dan berkenaan dengan 
pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai situasi tertentu. (Arif Rohman 
dan Teguh Wiyono, 2010: 2-3). Dari pengertian kebijakan yang diambil 
dari beberapa sumber yang terkait dapat disimpulkan bahwa Kebijakan 
merupakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta 
petunjuk penyusunan program berupa peraturan, kegiatan ataupun 
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program yang dibuat oleh seseorang, suatu lembaga pemerintahan atau 
organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. 
2. Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan pendidikan merupakan konsep yang sering didengar, 
diucapkan, dilakukan oleh beberapa masyarakat, namun sering kali 
diantara masyarakat belum memahami sepenuhnya. Kebijakan 
pendidikan sendiri dirasa sangat perlu dikarenakan kebijakan pendidikan 
sendiri berkenaan dengan peraturan kehidupan sesame manusia. Hal ini 
menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia.  Kebijakan 
sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini, karena 
dia lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan melindungi dan 
mengajari anaknya sehingga menjadi tumbuh dewasa.  
Dalam proses pendewasaan, sang ibu akan dibantu oleh orang-
orang sekitarnya, oleh masyarakat dengan adat istiadat yang merupakan 
pakem-pakem untuk membesarkan anak itu sampai dewasa. Pada 
masyarakat modern  atau yang telah maju, proses pendidikan tidak dapat 
lagi dilakukan secara terbatas oleh sang ibu atau keluarga, maupun oleh 
masyarakat sekitarnya. Pendidikan telah menjadi tugas bersama didalam 
masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang 
bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya 
dapat berjalan secara formal  (H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho. 2009: 
17-18). Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut 
H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 150), sebagai berikut : 
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1) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi 
mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia 
dalam lingkungan kemanusiaan. 
2) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu 
praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan  
3) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam 
perkembangan pribadi  
4) Keterbukaan (Openness) 
5) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan 
6) Analisis kebijakan 
7) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan 
peserta didik 
8) Kebijakan Pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat 
demokratis 
9) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan 
dalam pencapaian tujuan tertentu 
10) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi 
Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pertama kali suatu 
kebijakan pendidikan yang hendak diwujudkan harus memiliki tujuan 
yang jelas, sebagaimana yang diinginkan. Kedua, tujuan yang diinginkan 
itu harus pula direncanakan atau harus ada proposal secara matang yakni 
pengertian yang spesifik dan operasioanal untuk mencapai tujuan, ketiga 
harus ada  (program), yaitu upaya dan cara-cara dari yang berwenang 
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untuk mencapai tujuan, keempat adalah (decision), yaitu segenap 
tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana,melaksanakan dan 
mengevaluasi program, kelimam adalah (effect), yaitu akibat-akibat dari 
program yang akan dijadikan baik yang diinginkan atau disengaja 
maupun tidak disengaja, baik secara primer maupun sekunder (Arif 
Rohman, 2009: 119). Sementara itu, menurut Slamet P.H menjelaskan 
bahwa kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan 
dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian 
kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan 
nilai-nilai (Arif Rohman & Teguh Wiyono, 2010: 164) 
H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 264-265) juga 
memahami kebijakan pendidikan meliputi dalam dua makna yaitu 
kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dan kebijakan pendidikan 
sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. 
Pemahaman kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat digali 
dari ciri-ciri kebijakan publik. Adapun ciri kebijakan sebagai kebijakan 
publik di antaranya adalah : 
a) Kebijakan tersebut dibuat oleh negara/lembaga yang berkaitan dengan 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
b) Kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama (kehidupan 
publik). 
c) Mengatur masalah bersama. 
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d) Memberi manfaat bagi masyarakat, dan untuk mencapai tujuan 
bersama 
Hal tersebut dikuatkan dari adanya pernyataan Riant Nugroho 
yang menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan difahami sebagai 
kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan 
demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. 
Konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, 
maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan 
pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan untuk 
mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, 
sebagai salah satu bagian dari tujuan pembanguan bangsa dan negara. 
(Riant Nugroho, 2008 : 37). Dari beberapa pengertian kebijakan 
pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan 
merupakan suatu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai 
reaksi untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan pendidikan 
guna mencapai tujuan dan peningkatan mutu dalam bidang pendidikan  
3. Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Kamus Besar Webster (Arif Rohman, 2009: 134) mengartikan 
implementasi sebagai to provide the means for carrying out 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical 
effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sehingga 
pengertian di atas mengundang arti bahwa implementasi kebijakan dapat 
dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari 
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keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi 
presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, 
dan sebagainnya. 
Implementasi kebijakan pendidikan pada prinsipnya yaitu cara 
yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan pendidikan dapat mencapai 
tujuan tertentu yang telah dirumuskan. Pernyataan Putt dan Springer 
bahwa implementasi kebijakan memerlukan banyak keputusan dan 
tindakan seperti ; menjamin dan menguatkan berbagai arahan, peraturan, 
mengeluarkan, dan membuat kontrak, menciptakan unit organisasi baru 
seperti staff, membuat anggaran yang diperlukan, dan menciptakan 
bentuk analisis laporan. Hal ini berarti dalam implementasi kebijakan 
terdapat faktor-faktor penting yang saling berkaitan dan berpengaruh 
terhadap pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan. Dalam 
mengimplementasikan sebuah kebijakan yang harus diperhatikan 
bagaimana pra-kondisi untuk keberhasilan pelaksanaan, yaitu: 
komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan strukur birokrasi 
(Syafaruddin, 2008 : 87). Adapun penjelasannya sebagai berikut ; 
a) Komunikasi 
Agustino mengatakan komunikasi merupakan salah satu 
variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, 
komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
implementasi kebijakan publik (Agustino, 2006 : 157). Implementasi 
yang efektif akan terlaksana,  jika para pembuat keputusan 
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mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi 
yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui 
komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan 
dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi.  
Edward III dalam bukunya Agustino mengemukakan tiga 
variabel tersebut yaitu: Pertama, transmisi. Penyaluran komunikasi 
yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik 
pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu 
adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan 
banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses 
komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah 
jalan. Kedua, kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana 
kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak 
membingungkan  atau tidak ambigu/mendua. Ketiga, konsistensi. 
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus 
konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah 
yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 
kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Agustino, 2006 : 157-158). 
b) Sumber daya 
“Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi 
sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat 
ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian 
dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh 
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organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam 
transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, 
sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari 
organisasi”. (Tachjan, 2006 : 135). Edward III dalam bukunya 
Agustino yang berjudul Politik & Kebijakan Publik mengatakan 
sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan 
yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat 
sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan 
terdiri dari: 
1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 
staf atau pegawai (street-level bureaucrats).  
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, 
salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak 
cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam 
bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak 
cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi 
diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan 
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 
mengimplementasikan kebijakan. 
2) Informasi.  
Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 
bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 
melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data 
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kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi 
pemerintah yang telah ditetapkan. 
3) Wewenang.  
Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah 
dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan 
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 
kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak 
ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak 
dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi 
kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika 
wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam 
melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas 
kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi di 
sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang 
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri 
atau kelompoknya. 
4) Fasilitas.  
Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang 
mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas 
pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan 
tersebut tidak akan berhasil (Agustino, 2006 : 158-159). 
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c) Disposisi 
Van Metter dan Van Horn dalam bukunya Agustinus 
mengatakan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 
kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi 
karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga 
setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang 
mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down 
yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui 
bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 
permasalahan yang harus diselesaikan (Agustino, 2006 : 162). 
Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai 
disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: Pertama, 
pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan 
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 
kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang 
diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, 
pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah 
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 
ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 
Kedua, Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk 
mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan 
memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan 
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kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para 
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana 
kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu 
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para 
pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi 
(Agustinus, 2006 : 159-160). 
d) Stuktur Organisasi 
Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering 
bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan 
birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada 
dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan 
sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan 
hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan 
Franklin dalam bukunya Winarno mengatakan mengidentifikasi 
enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap 
birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: (1) Birokrasi diciptakan sebagai 
instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public 
affair); (2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam 
implementasi kebijakan publik  yang mempunyai kepentingan yang 
berbeda-beda dalam setiap hierarkinya; (3) Birokrasi mempunyai 
sejumlah tujuan yang berbeda; (4) Fungsi birokrasi berada dalam 
lingkungan yang kompleks dan luas; (5) Birokrasi mempunyai naluri 
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bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi 
yang mati; (6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam 
kendali penuh dari pihak luar (Winarno, 2005 : 149-160) 
B. Kebijakan Wajib Belajar 
1. Pengertian dan Ketentuan Umum Wajib Belajar 
Pemerintah berkewajiban menyediakan kesempatan pendidikan 
untuk warga Negara tanpa pengecualian, serta tidak membedakan warga 
Negara menurut jenis kelamin, status ekonomi, agama, dan lokasi 
geografis. Artinya setiap orang tanpa membedakan asal usul memiliki 
akses (kesempatan masuk) yang sama kedalaman pendidikan pada semua 
jenis, jenjang, maupun jalur pendidikandengan merata. Pemerataan 
pendidikan yang dimaksud disini merupakan pemerataan kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan bagi warga Negara dari tingkat dasar 
hingga tingkat tinggi. Salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam 
menyediakan kesempatan pendidikan untuk warga Negara tanpa 
pengecualian yaitu melalui program kebijakan wajib belajar.(Bendri 
Wijaya, 2013: 29) 
Pengertian dan Ketentuan Umum tentang Wajib Belajar tertulis 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 
pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
a) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti 
oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
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b) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan berbentuk Sekolah Dasar 
(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 
serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 
(MTs), atau bentuk sekolah sederajat. 
c) Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah suatu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan  pendidikan umum 
pada pendidikan dasar. 
d) Madarasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di 
dalam pembinaan Menteri Agama. 
e) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah 
salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 
SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. 
f) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah satu 
bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai 
lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, didalam 
pembinaan  Menteri Agama. 
g) Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur non formal 
setara dengan SD.  
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h) Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur non formal 
yang setara dengan SMP. 
i) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
j) Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten, dan pemerintah kota. 
k) Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan nasional (Perpustakaan Nasional R.I., 2008 : 3-4). 
2. Fungsi dan Tujuan Wajib Belajar 
Fungsi dan tujuan wajib belajar tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 pasal 2 tentang 
wajib belajar pendanaan pendidikan, yang berbunyi : 
a) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan 
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 
negara Indonesia. 
b) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga 
negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar 
dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan ke jenjang 
yang lebih tinggi (Perpustakaan Nasional R.I., 2008 : 5). 
3. Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Evaluasi Wajib Belajar 
Penyelenggaraan program wajib belajar tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 pasal 3, pasal 4, dan 
pasal 5 tahun, yang berbunyi : 
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a. Pasal 3 : 
1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 
pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. 
2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan formal 
dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang 
meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. 
3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal 
dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan 
bentuk lain yang sederajat. 
4) Penyelenggaraan program wajib belajar pada jalur pendidikan 
informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau 
pendidikan lingkungan. 
5) Ketentuan mengenai penyertaan pendidikan nonformal dan 
pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program 
wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. 
b. Pasal 4 : 
Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat. 
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c. Pasal 5 : 
1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar 
menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar 
yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 
2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar 
wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari 
lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 
3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa 
calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan 
pendidikan anak usia dini. 
4) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian 
pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang 
bersangkutan (Perpustakaan Nasional R.I., 2008 : 5). 
Pengelolaan program wajib belajar tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 pasal 6 dan pasal 7 
yang berbunyi : 
a. Pasal 6 : 
1) Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi 
tanggung jawab Menteri. 
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2) Koordinasi pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar 
tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur. 
3) Pengeloaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat 
kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. 
4) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan 
dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar. 
5) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar di luar negeri 
menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia di luar negeri yang bersangkutan. 
b. Pasal 7 : 
1) Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program 
wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana 
Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. 
2) Pemerintah dan pemrintah daerah sesuai kewajibannya 
berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar 
berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1). 
3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang daerah. 
4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk 
meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai 
pendidikan menengah. 
5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan 
program wajib belajar, sesuai  dengan kondisi daerah masing-
masing melalui Peraturan daerah. 
6) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang 
diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif 
kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia tujuh 
sampai dengan lima belas tahun yang tidak mengikuti program 
wajib belajar (Perpustakaan Nasional R.I., 2008 : 6). 
Evaluasi program wajib belajar yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 pasal 8 yang 
berbunyi : 
a. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 
secara berkala. 
b. Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi : 
1) tingkat pencapaian program wajib belajar; 
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2) pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar; 
3) hasil belajar peserta didik; 
4) realisasi anggaran. 
c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) 
dilaporkan kepada Menteri. 
d. Atas dasar hasil evaluasi sebagaima dimaksud pada ayat (3) Menteri 
malakukan evaluasi komperhensif untuk menilai : 
1) ketercapaian program wajib belajar; 
2) kemajuan program wajib belajar; dan 
3) hambatan penyelenggaraan program wajib belajar. 
e. Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar dapat dilakukan 
oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat sesuai 
Standar Nasional Pendidikan (Perpustakaan Nasional R.I., 2008 : 8). 
4. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Wajib Belajar 
Hak dan kewajiban masyarakat dalam wajib belajar tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 
pasal 13 tentang wajib belajar pendanaan pendidikan  yang berbunyi : 
a. Masyarakat berhak : 
1) Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; 
serta 
2) Mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program 
wajib belajar. 
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b. Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program 
wajib belajar. 
c. Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
dan (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan 
(Perpustakaan Nasional R.I., 2008 : 11) 
5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 
Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31 -32), 
partisipasi adalah perlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu 
kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta 
fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam 
segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan 
dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. H.A.R Tilaar (2009: 287) 
mengungkapkan partisipasi  adalah sebagai wajud dari keinginan untuk 
mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana 
diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) 
dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 
pembangunan masyarakatnya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam 
artian sederhana adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh 
kesatuan Negara, kebudayaaan, dan agama.  
Cohen dan Uphoff dalam membedakan partisipasi menjadi empat 
jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, 
partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan dan 
pemanfaatan. Dan keempat,  partisipasi dan evaluasi (Siti Irene Astuti 
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Dwiningrum, 2011 : 61). Keempat partisipasi tersebut bila dilakukan 
bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang 
terintegrasi sacara potensial. 
Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi 
masyarakat dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan 
alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai 
gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam 
pengambilan keputusan ini sangat penting , karena masyarakat menuntut 
untuk ikut menentukan arah pembangunan. Wujud dari partisipasi 
masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti 
kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan 
terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi 
masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan proses pemilihan 
alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional. 
Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah 
disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, 
pelaksanaan, maupun tujuan.  
Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak 
terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pembangunan program 
yang bisa dicapai. Kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai 
dengan adanya output, sedangkan dari kuantitas dapat dilihat seberapa 
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besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan. 
Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam 
evaluasi ini berkaitan dengan masalah program secara menyeluruh. 
Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program 
telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. 
Partisipasi masyarakat terutama orang tua sangat dibutuhkan dalam 
mendukung keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Ary H. Gunawan (1995: 122) bahwa 
keberhasilan wajib belajar adalah tanggung jawab bersama antara keluarga 
(orang tua), masyarakat, dan pemerintah.  
Pemerintah dan masyarakat menyediakan tempat belajar, yakni 
lembaga pendidikan negeri dan swasta. Kendala partisipasi pada 
masyarakat muncul karena beberapa hal, yakni : Pertama, budaya 
paternalisme yang dianut oleh masyarakat sulit untuk melakukan diskusi 
secara terbuka. Kedua, apatisme karena selama ini masyarakat jarang 
dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah. Ketiga, 
tidak adanya trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. Selain itu 
partisipasi belum dimaknai sebagai asset pendidikan, tetapi masih 
dimaknai sebagai defisit. (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011 : 97). 
Dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu bekerjasama dengan 
pemerintah untuk melancarkan program wajib belajar. Selain itu 
tanggungan moral ini tidak semata mata untuk pendidikan anak, namun 
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juga merupakan tanggung jawab sebagai warga Negara yang harus 
berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. 
C. Industri dan Kawasan Industri 
1. Pengertian Industri dan Kawasan Industri 
Istilah industri pada awalnya sangat erat kaitannya dengan pabrik 
pembuatan suatu benda atau dapat pula berupa suatu usaha yang mengolah 
bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Seiring dengan 
perkembangannya pengertian industry dapat semakin meluas pada 
beberapa tingkatan dan tipe tipe kegiatan ekonomi, pembangunan, maupun 
bidang-bidang jasa. 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen 
Pendidikan Nasional, 2005: 431) yang dimaksud dengan industry adalah 
kegiatan memproses atau mengolah suatu barang dengan menggunakan 
sarana dan peralatan tertentu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwasanya industri merupakan tempat dimana seseorang maupun 
sekelompok orang untuk mengolah barang mentah sampai menjadi barang 
jadi yang diolah dengan menggunakan mesin atau dengan cara tradisional 
pada sesuatu tempat tertentu sehingga menjadi barang yang memiliki nilai 
yang lebih tinggi. 
2. Klarifikasi Industri 
Philip Kristanto (2004: 99) mendefinisikan industri berdasarkan 
jumlah tenaga kerja yang dimilikinya menjadi 4, yaitu: 
1) Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang 
atau lebih 
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2) Industri sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20 sampai 
99 orang 
3) Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 5 sampai 19 
orang 
4) Industri rumah tangga adalah usaha kerajinan atau rumah tangga yang 
mempunyai pekerja 1 – 4 orang. 
Sedangkan disisi lain Philp Kristanto (2004: 156-157) secara garis 
besar dapat diklarifikasi 
1) Industri dasar hulu 
 Industri dasar hulu memiliki sifat sebagai berikut : padat modal, 
berskala besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya 
selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber 
energi sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh bangunan 
2) Industri hilir  
 Industri hilir merupakan perpanjangan proses industri hulu. Pada 
umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang 
jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi 
madya dan teruji, padat karya. 
3) Industri kecil 
Industri kecil banyak berkembang dipedesaan perkotaan, memiliki 
peralatan sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan 
industri hilir, tetapi system pengolahannya lebih sederhana. Sistem tata 
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letak pabrik maupun pengolahan limbah belum mendapatkan 
perhatian. Sifat industri ini padat karya 
Sesuai yang ditulis oleh kyaine (2011) dalam situs 
(http://padeblogan.com/2011/06/21/apa-kawasan-industri/itu) menjelaskan 
pengertian kawasan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 
adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Sedanglkan 
berdasarkan PP 24/2009 pengertian Kawasan Industri adalah kawasan 
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan 
kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Izin 
Usaha Kawasan Industri, suatu perusahaan yang akan mengoperasionalkan 
kawasan industri diwajibkan memiliki izin usaha kawasan industri. 
Perusahaan industri yang beroperasi di dalam kawasan industri, Selain 
memperoleh kemudahan dalam hal kebutuhan lahan untuk industri yang 
telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana tersebut, juga mendapatkan 
kemudahan dalam hal perizinan, seperti : bebas dari izin AMDAL, bebas 
dari izin gangguan (HO), bebas dari kewajiban memeroleh izin prinsip, 
serta kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) 
(Kyaine, 2011). 
Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industri 
tersebut, dapat disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai 
kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1.)    
Tersedianya lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan, (2).    
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Dilengkapi dengan sarana dan prasarana, 3. Ada suatu badan (manajemen) 
pengelola,dan  (4). Memiliki izin usaha kawasan industri, 
D. Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang 
dilakukan oleh Bendri Wijaya (2013) yang berjudul berjudul Partisipasi 
Masyarakat dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kenagarian 
Lansano, Pesisir Selatan Sumatera Barat  Penelitian ini merupakan sebuah 
studi empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam 
penelitian ini subjek penelitian terdiri dari orang tua / wali murid yang 
mempunyai anak masih sekolah dalam usia wajib belajar 9 tahun (7-15 
tahun) dan anak dalam usia wajib belajar yang masih sekolah. Data 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 
menggunakan teknik analisis model dari Miles dan Huberman. Hasil 
Penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Masyarakat golongan sejahtera paham 
tentang program wajib belajar 9 tahun, sedangkan masyarakat golongan 
prasejahtera tidak paham dengan program tersebut; (2) Bentuk partisipasi 
masyarakat golongan sejahtera adalah partisipasi penuh yaitu ikut terlibat 
secara menyeluruh (mampu memenuhi segala kebutuhan penunjang 
pembelajaran dan perhatian) terhadap kelangsungan pendidikan anak, dan 
bentuk partisipasi masyarakatgolongan prasejahtera adalah partisipasi 
sebagian yaitu hanya terlibat secara sebagian atau tidak sepenuhnya terhadap 
kelangsungan pendidikan anak; (3) Faktor pendukung masyarakat golongan 
sejahtera adalah biaya yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran 
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anak, dan pendidikan orang tua tinggi; (4) Faktor penghambat bagi 
masyarakat golongan sejahtera yaitu minat belajar anak yang tidak stabil , 
dan waktu yang kurang dalam mendidik anak. Faktor penghambat bagi 
masyarakat prasejahtera adalah biaya yang kurang dalam memenuhi 
kebutuhan pembelajaran anak, pendidikan orang tua rendah, dan waktu 
mendidik anak yang kurang. 
Penelitian lain menurut hasil penelitian dari Aji Andri W. (2013) 
dengann penelitian yang berjudul partisipasi masyarakat dalam implementasi 
kebijakan wajib belajar 9 tahun yang ada di Kecamatan Kaligondang, 
Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan lima subjek penelitian yang terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan 
Kabupaten Purbalingga, Kepala Sekolah MII Slinga Kecamatan 
Kaligondang, Kepala Sekolah SD N 1 Kaligondang, Kepala Sekolah MTs. 
Ma’arif NU 12 Arenan Kecamatan Kaligondang dan Kepala Sekolah SMPN 
1 Kaligondang  yang terlibat dalam proses implmementasi kebijakan wajib 
belajar 9 tahun di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. . Data 
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, penelusuran 
dokumen dan triangulasi dengan menggunakan teknik analisis model dari 
Miles dan Huberman. Adapan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) 
Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di 
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dikatagorikan menjadi dua 
hal yakni partispasi fisik dan partisipasi non fisik; (2) Faktor pendorong 
implementasi kebijakan wajar 9 tahun di Kecamatan Kaligondang yaitu 
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program penunjang, kesadaran wali murid dan siswa, serta partisipasi orang 
tua dalam implementasi kebijakan wajar; sedangkan faktor penghambatnya 
adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang, faktor ekonomi 
masyarakat, faktor kemampuan belajar yang rendah, faktor teman 
sepermainan, dan juga faktor motivasi yang rendah. 
E. Kerangka Konsep 
Dalam upaya  pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan 
dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah 
membuat suatu  kebijakan wajib belajar seperti yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 pasal 3, pasal 4, dan 
pasal 5, dimana  kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap warga 
negaranya. Kebijakan ini ditujukan kepada anak usia sekolah yang meliputi 
SD,MI,SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Kebijakan ini dibuat 
dengan tujuan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia, 
maupun mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di 
masyarakat dalam rangka untuk pemerataan pendidikan dan upaya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan ini tidak semudah membalikkan telapak 
tangan. Membutuhkan dukungan dari berbagai pihak demi melancarkan 
implementasi kebijakan wajib belajar ini.  Koordinasi yang baik mulai dari 
pemerintah sampai pada masyarakat merupakan faktor penting dalam 
mengembangakn kebijakan wajib belajar. Dengan adanya sekolah maupun 
dinas pendidikan yang terdapat di setiap wilayah dapat dijadikan factor dalam 
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melancarkan implementasi kebijakan wajib belajar tersebut. Selain itu 
dukungan dari masyarakat dengan turut bepartisipasi dan berperan aktif 
dalam mensukseskan kebijakan wajib belajar ini akan dapat membuat 
kebijakan wajib belajar dapat terimplementasikan dengan baik. 
Pemerintah membuat kebijakan wajib belajar dengan diikuti 
kemudahan-kemudahan yang diberikan, salah satunya dengan membebaskan 
biaya dalam menuntaskan pendidikan dalam program wajib belajar. Dengan 
kemudahan yang diberikan diharapkan tidak ada alasan lagi bagi orang 
tuanya untuk tidak menyekolahkan anaknya. Namun usaha pemerintah 
tersebut memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, yang masih 
sering terlihat adalah banyak diantara anak usia sekolah yang tidak 
bersekolah. 
Kawasan industi merupakan tempat pemusatan kegiatan industri yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang , dimana dari kegiatan 
yang ada sangat erat kaitannya dengan pabrik pembuatan suatu benda atau 
dapat pula berupa suatu usaha yang mengolah bahan baku atau bahan mentah 
menjadi bahan jadi , bahkan tidak jarang juga terdapat orang yang menjual 
jasa untuk membantu orang lain. Seperti yang  terdapat di Kelurahan 
Semampir, Kota Kediri yang memiliki pabrik rokok gudang garam maupun 
pabrik-pabrik yang lain. Dari adanya pabrik pabrik yang ada disana Kota 
Kediri dapat dikatakan sebagai kawasan industri dan Kota Kediri juga 
merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Hampir disetiap kota memiliki 
persoalan yang beraneka ragam , di Kelurahan Semampir, Kota Kediri sendiri 
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dari segi pendidikan juga terdapat persoalan yang terjadi mengenai 
implementasi kebijakan wajib belajar, diantaranya faktor utamanya adalah 
permasalahan orang tua yang tidak cukup biaya dalam membiaya anaknya 
sekolah, ada rasa kawatir yang berlebihan terhadap anak, maupun jarak yang 
jauh antara sekolah dan rumah dan tidak adanya akses kendaraan pribadi 
untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Selain itu juga masih 
terdapat juga orang tua yang mengeksploitasi anaknya pada saat jam sekolah 
sedang berlangsung. Dari permasalahan yang ada demikian sangat 
menghambat proses implementasi yang ada di Kelurahan Semampir, Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur.    
Untuk itu peneliti ingin melihat lebih jauh mengenai implementasi 
kebijakan wajib belajar, problematika yang dihadapi orang tua dalam 
implementasi kebijakan wajib belajar serta akan dilihat faktor pendukung dan 
penghambatnya dari proses implementasi yang ada di kawasan industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur tersebut. Berikut 
adalah alur ilustrasi kerangka konsep dalam implementasi kebijakan wajib 
belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa 
Timur : 
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        Gambar 1. Kerangka Konsep 
F. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana penerapan kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir, 
Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
2. Bagaimana penerapan kebijakan wajib belajar di Sekolah yang ada 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
3. Bagaimana upaya sekolah yang ada di Kelurahan Semampir dalam 
implementasi kebijakan wajib belajar agar dapat tercapai ? 
Kebijakan Wajib Belajar 
SDN 2 Semampir 
Problem Orang Tua 
Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 
Di Kawasan Industri Kelurahan Semampir 
SDN 4 Semampir SD & SMP YBPK Semampir 
Kondisi Ekonomi 
Orang Tua 
Latar Belakang 
Pendidikan Orang Tua 
Informasi dan Akses terhadap 
Dunia Pendidikan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 47 Pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 
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4. Apa saja kendala yang dihadapi orang tua dalam implementasi kebijakan 
wajib belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur ? 
5. Bagaimana keadaan ekonomi orang tua dalam pelakasanaan wajib belajar 
di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Propinsi Jawa Timur ? 
6. Bagaimana latar belakang pendidikan orang tua dalam pelaksanaan wajib 
belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Propinsi Jawa Timur ? 
7. Bagaimana akses pendidikan yang diterima orang tua dalam pelaksanaan 
wajib belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Propinsi Jawa 
Timur ? 
8. Apa faktor ekternal dan internal yang dapat menghambat implementasi 
kebijakan wajib belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
9. Apa faktor ekternal dan internal yang dapat mendukung implementasi 
kebijakan wajib belajar di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur  
10. Bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam 
proses implementasi kebijakan wajib belajar di kawasan industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan dab Jenis Penelitian 
Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan 
yang dilaksanakan oleh peneliti mulai dari perumusan masalah sampai 
dengan penarikan kesimpulan (Muhammad Ali, 1985 : 81). 
Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka 
peneliti memilih jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif, yang lebih melihat pada masalah proses, makna, pemahaman, 
kompleksitas, interaksi, serta persepsi. Penelitian kualitatif sendiri adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dengan 
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2010 : 6).  
Melalui pendekatan deskriptif kualitatif peneliti bermaksud untuk 
mendeskripsikan,menggambarkan serta menguraikan mengenai implementasi 
wajib belajar  di kawasan industri, yang ada di Kelurahan Semampir, Kota 
Kediri. Harapan peneliti dapat menjelaskan fokus penelitian secara mendalam 
dan mudah untuk dipahami. 
B. Setting Penelitian 
Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan sebagai sumber data 
(social situation) adalah Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa 
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Timur, dan akan lebih berfokus untuk mengetahui program implementasi 
kebijakan wajib belajar, dan juga untuk melihat lebih jauh problem yang 
dihadapi orang tua dalam proses kebijakan wajib belajar, serta akan melihat 
faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi kebijakan 
wajib belajar yang ada di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa 
Timur.  Peneliti mengambil Kelurahan Semampir, Kota Kediri dikarenakan 
memang Kelurahan Semampir berjarak dekat dengan Kota Kediri yang 
merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan tergolong kota dalam 
kategori kawasan industri di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
tedapatnya pabrik rokok besar gudang garam dan pabrik-pabrik lainnya yang 
ada di Kota Kediri yang juga masuk di dalam Kelurahan Semampir itu 
sendiri. Pemilihan lokasi penelitian diharapkan dapat lebih memfokuskan 
ruang lingkup pembahasan dalam penelitian, sehingga permasalahan tidak 
terlalu luas. 
C. Subjek Penelitian 
Penelitian ini mengungkapkan tentang problem yang dihadapi orang 
tua mengenai pendidikan anak dan demi tercapainya proses implementasi 
kebijakan wajib belajar di kawasan industri yang terdapat di Kelurahan 
Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur. Pengambilan sumber data 
dalam penelitian ini menggunkanan 'purposive sampling' Penarikan sampel 
dengan teknik ini didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 
mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui 
sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan 
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dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian 
(Nurul Zuriah,2006:124). Teknik penarikan sampel ini berorientasi pada 
pemilihan sampel populasi dan tujuan yang spesifik dari penelitian, yang 
telah diketahui oleh peneliti sejak awal sehingga sampel yang dipilih relevan 
dengan tujuan dan masalah penelitian.  
Pemilihan informan harus dilakukan dengan tepat agar benar-benar 
relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang 
diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. Informasi berikutnya 
dapat diperoleh melalui informan kunci (key informance) atau informan awal 
untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian 
informan ini diminta pula untuk menunjuk orang lain untuk memberikan 
informai, dan seterusnya sampai menunjukan kejenuhan informasi. 
Maksudnya bahwa dengan bertambahnya informan namun informasi yang 
diperoleh tetap sama, berarti jumlah informan sudah cukup (data sudah 
jenuh). 
Penelitian ini  menunjuk Lurah Desa Semampir sebagai informan 
awal atau informan kunci. Sedangkan subjek penelitian adalah orang tua yang 
memiliki anak usia sekolah antara 7-15 tahun (SD, dan SMP) dengan 
permasalahan yang dihadapai, sehingga tidak dapat menyekolahkan anaknya. 
Untuk semakin memperkuat data maka informan dapat diperoleh juga dari 
beberapa kepala sekolah yang ada di Semampir. Dan juga sebagai data 
tambahan peneliti akan melakukan penelitian dengan orang tua yang mau 
melanjutkan pendidikan anaknya dan akan melihat alasan orang tua tersebut 
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terus melanjutkan sekolah anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi 
(SMA) . 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan 
peneliti untuk mengumpulkan data dan menunjukkan sesuatu yang abstrak 
sehingga tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda yang kasat mata, tetapi 
hanya dipertontonkan penggunaannya, selanjutnya dikemukakan bahwa 
metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengamatan/ 
observasi, wawancara, dan dokumentasi (Suharsimi Arikunto, 1993 : 151). 
Nasution menyatakan data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan 
angka. Kata-kata  atau uraian lebih hidup, bermakna serta lebih mudah 
ditangkap dan dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian kualitatif sebaiknya 
bila menggunakan angka-angka, jangan dipisahkan dengan kata-kata 
(Nasution, 2003 : 128). 
Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan kalimat yang 
menggambarkan implementasi kebijakan wajib belajar di kawasan industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur. Dalam penelitian 
ini peneliti akan memasukkan data sekunder yang diambil langsung dari arsip 
Kelurahan Semampir dan data sekolah, serta data primer yang akan diambil 
dari hasil proses wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga 
teknik pengambilan data, yaitu observasi langsung, wawancara, dan 
dokumentasi. 
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1. Observasi 
Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 
secara sitematika terhadap gejala tampak pada objek penelitian dan 
fenomena fenomena yang diteliti Sutrisno Hadi (1984 : 135). Menurut 
Sutopo (2006 : 76), teknik observasi digunakan untuk menggali data dari 
sumber data yang berupa peristiwa, aktifitas, perilaku, tempat atau lokasi 
dan benda, serta rekaman gambar. Berdasarkan pendapat beberapa Ahli 
tentang observasi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan observasi adalah 
untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai fenomena-fenomena, 
baik yang berupa peristiwa maupun tindakan dalam situasi  yang 
sesungguhnya.  
Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk mengamati 
bagaimanakah implementasi kebijakan wajar yang ada di Kelurahan 
Semampir, Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam menggunakan teknik 
observasi, cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan blangko 
atau biasa disebut dengan lembar pengamatan sebagai instrumen. Dapat 
berupa catatan data yang ada di lokasi penelitian serta data mengenai 
implementasi kebijakan wajib belajar yang ada di Kelurahan Semampir, 
Kota Kediri, Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur, baik dari sarana prasarana, 
maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
2. Wawancara 
Lexy J. Moleong mengatakan wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
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pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviwee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 
(Lexy J. Moleong, 2010 : 186). 
Wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara terstruktur, yaitu 
wawancara yang disusun secara sistematis. Data yang dihasilkan berupa 
implementasi wajib belajar yang berfokus pada orang tua dari anak usia 
sekolah yang ada di Kelurahan Semampir, Kota Kediri serta mengetahui 
faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan 
wajib belajar  di kawasan industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk 
memperjelas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. 
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2006 : 221) “studi dokumenter 
merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 
menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun 
elektronik”. Dokumen-dokumen yang dipilih disesuaikan dengan tujuan 
dan fokus masalah. 
Menurut S. Nasution (2003 : 90) “foto memberikan bahan 
deskriptif mengenai situasi pada saat tertentu”. Foto dapat 
mengungkapkan atau menyembunyikan hal-hal tertentu. Peneliti dapat 
mengamati kenampakan gambar dalam foto untuk menambah atau 
melengkapi data yang sudah ada.  
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Dokumentasi ini dilakukan untuk untuk mencatat dan menyalin 
berbagai dokumen yang ada di Kelurahan Semampir, SD Semampir 2, SD 
Semampir 4, SD dan SMP YBPK Kristen Yogyakarta. Data yang 
diperoleh berupa data profil desa dan sekolah, visi misi desa dan sekolah, 
data jumlah penduduk, data mata pencaharian penduduk, tingkatan 
pendidikan masyarakat Kelurahan Semampir, data jumlah anak yang 
bersekolah dan yang tidak bersekolah, fasilitas pendidikan di Kelurahan 
Semampir, sarana prasarana yang ada di setiap sekolah dan akan lebih 
dikuatkan dengan dokumentasi berupa foto untuk menambah dan 
melengkapi data yang sudah ada. 
E. Instrument Penelitian 
Instrumen adalah alat penelitian yang digunakan untuk 
mengumpulkan data. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 
Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 
data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 
kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009: 222).  
Dalam penelitian ini sendiri instrumen utamanya peneliti sendiri yang 
menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai sumber data, 
melakukan pengumpulan data, menganalisis data, penafsirkan data dan 
membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Peneliti langsung terjun 
kelapangan dalam pengambilan data dengan menggunakan pedoman 
observasi, wawancara dam juga dokumentasi. 
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1. Pedoman Observasi 
Pedoman observasi berisi tentang pedoman bagi peneliti yang 
dibutuhkan saat melakukan pengamatan mengenai letak tempat penelitian, 
sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat lokasi 
penelitian yang dianggap berguna dalam penelitian dengan menggunakan 
informasi berupa catatan maupun daftar yang obyektif. Dalam penelitian 
ini yang akan di observasi terkait implementasi kebijakan wajib belajar di 
kawasan industri , Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa 
Timur, antara lain : 
Tabel 1. Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
No Aspek Rincian 
Sumber 
Data 
1. Lokasi tempat penelitian  Letak geografis  Pengamatan 
Peneliti 
2 Sarana dan Prasarana Ketersedianya sekolah 
dan kondisi sekolah, 
,maupun fasilitas 
penunjang pendidikan  
lainnya 
3.  Kondisi sosial ekonomi 
masyarakat 
Pekerjaan  maupun 
aktivitas masyarakat 
di lokasi penelitian 
 
2. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara akan digunakan sebagai pedoman dalam 
pengumpulan data yang akan berupa beberapa pertanyaan yang telah 
disiapkan peneliti yang kemudian akan dijawab oleh responden sesuai 
dengan kenyataan yang akan digunakan sebagai bahan analisa dan 
informasi. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan pedoman wawancara 
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terkait implementasi kebijakan wajib belajar di kawasan industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, antara lain : 
Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 
No Aspek Rincian Sumber Data 
1. Kebijakan Wajib 
Belajar 
Penjelasan mengenai 
kebijakan wajib 
belajar, implementasi 
kebijakan wajib 
belajar di lokasi 
penelitian 
Lurah, kepala 
sekolah, orang tua 
anak 
2. Strategi 
implementasi 
Kebijakan Wajib 
Belajar 
Peran dan upaya 
yang dilakukan 
dalam implementasi 
wajib belajar  
Lurah, kepala 
sekolah, orang tua 
anak 
3 Problematika orang 
tua dalam 
inmplementasi 
wajib belajar 
Pemahaman 
mengenai pentinya 
pendidikan, latar 
belakang pendidikan 
orang tua, kendala 
yang dihadapi dalam 
implementasi wajib 
belajar 
Orang tua anak 
4 Faktor penghambat 
dan pendukung 
implementasi 
kebijakan wajib 
belajar 
Aspek internal dan 
eksternal yang 
berkaitan tentang 
faktor penghambat 
dan pendukung 
implementasi 
kebijakan wajib 
belajar 
Lurah, kepala 
sekolah, orang tua 
anak 
 
3. Pedoman Dokumentasi 
Pedoman dokumentasi digunakan untuk menggali data atau 
informasi subjek yang tercatat sebelumnya. Diperoleh dari catatan tertulis 
yang digunakan untuk memperkuat data dari proses wawancara maupun 
observasi. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah dokumentasi lokasi 
penelitian untuk memperoleh data mengenai implementasi kebijakan wajib 
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belajar di kawasan industri , Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur. 
Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi 
No Aspek Rincian Sumber  Data 
1.  Tempat  lokasi 
Penelitian 
a. Letak geografis 
b. Profil lokasi 
penelitian 
c. Visi dan misi desa 
Dokumentasi/arsip
kelurahan 
 
 
Dokumentasi/arsip 
Kelurahan 
 
 
 Dokumentasi/arsip 
kelurahan maupun 
sekolah 
2. Data 
kependudukan 
a. Data jumlah 
penduduk 
b. Mata pencaharian 
pokok penduduk 
3. Data 
kependidikan 
a. Data sekolah 
b. Tingkatan 
pendidikan 
c. Data jumlah anak 
yang bersekolah 
d. Data anak tidak 
bersekolah 
 
4. Sarana dan 
prasarana 
a. Ketersediaan dan 
kondisi sekolah 
b. Fasilitas penunjang 
pendidikan lainnya 
baik di desa maupun 
yang ada di sekolah 
Dokumentasi /arsip 
kelurahan maupun 
sekolah serta 
dokumen berupa 
foto 
5.  Kondisi sosial 
ekonomi 
a. Pekerjaan maupun 
aktivitas masyarakat 
di lokasi penelitian 
 
Dokumentasi /arsip 
kelurahan serta 
dokumen berupa 
foto 
 
F. Metode Analisis Data 
Analisis kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model Miles & 
Hubberman. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 
(1992:15-21) dijelaskan bahwa tahapan analisis model Miles & Hubberman 
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dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan meliputi 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
1. Reduksi Data 
Tahap ini peneliti melakukan merangkum, memilih hal-hal 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan 
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila ada yang kurang. 
(Sugiyono, 2009: 247) 
2. Penyajian Data 
Data yang sudah direduksi menurut Sugiyono (2009: 249) dapat 
disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, 
flowchart, dan sejenisnya. Dalam tahap ini memberikan kemudahan 
untuk memahami apa yang terjadi dalam data, kemudian merencanakan 
kerja selanjutnya berdasarkan data yang telah disajikan dan dipahami 
sebelumnya dan tidak terpisah dengan kegiatan analisis. 
3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 
Setelah melalui tahap reduksi dan penyajian data selanjutnya 
adalah tahap menarik kesimpulan. Kesimpulan penelitian dengan melihat 
hasil reduksi data dan penyajiannya namun tetap mengacu kepada 
perumusan masalah  serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah 
tersusun tersebut dihubungakan dan dibandingkan antara satu dan lainya, 
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sehingga mudah untuk diambil kesimpulan sebagai jawaban dari setiap 
permasalahan yang ada. 
Jika digambarkan teknik analisis data Miles dan Huberman 
adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 2. 
Teknik Analisis Data Adaptasi Model Miles dan Huberman (Aji Andri 
Widodo , 2013 : 50) 
Gambar di atas mengadaptasi teknik analisis data model Miles 
dan Huberman. Adaptasi tersebut dengan menambahkan analisis data 
setelah display data atau sebelum mengambil kesimpulan. Analisis data 
tersebut menggunakan pola fikir induktif dan deduktif. Pola fikir dekuktif 
adalah berfikir dari konsep abstrak yang lebih umum ke berfikir mencari 
hal yang lebih spesifik atau konkrit. Pola berfikir induktif yaitu pola fikir 
Pengumpulan 
Data 
Reduksi 
Data 
Hasil Tidak 
Memuaskan 
Display 
Data 
Analisis 
Data 
Kesimpulan / 
Verivikasi 
Hasil 
Memuaskan 
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yang berasal dari empiri dan mencari abstraksi (Aji Andri Widodo , 2013 : 
50) 
G. Keabsahan Data 
Lexy J. Moleong: 2010 mengungkapkan bahwa untuk menetapkan 
keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 
teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Sementara 
reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan 
peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-
proyek yang berbeda . 
Menurut Sugiyono (2009: hal 270-277) untuk menguji keabsahan data 
dapat memenuhi kriteria credibility (validitas internal) , transferability 
(validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability 
(obyektifitas). 
1. Pengujian Credibility 
Pengujian kredibilitas atau validitas internal. Dalam penelitian ini 
untuk meningkatkan kredibilitas atau keperecayaan terhadap data hasil 
penelitian, antara lain dengan memperpanjang waktu pengamatan, 
meningkatkan ketekunan dalam penelitian dan melakukan trianggulasi, 
melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, teman sejawat, maupun 
pengecekan anggota (member check). 
2. Pengujian Transferability 
Transferability atau validitas eksternal menunjukkan derajat 
ketepatan hasil penelitian untuk diterapkan kepada populasi 
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(digeneralisasikan). Dalam penelitian ini, transferability bergantung pada 
pemakain hasil penelitian yang dapat digunakan dalam konteks dan situasi 
sosial tertentu. Untuk meningkatkan transferability, peneliti membuat 
laporan secara rinci, jelas, dan sistematis. Dengan demikian bagi orang 
lain yang ingin menggunakan hasil penelitian ini dapat memahami dengan 
jelas. 
3. Pengujian Dependability 
Pengujian Dependability  dilakukan dengan melakukan audit 
terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian ini dilakukan oleh 
auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 
aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 
4. Pengujian Confirmability 
Pengujian Confirmability disebut juga uji obyekstivitas bila hasil 
penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian ini, uji 
obyektivitas dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses 
penelitian. Baik itu dilakukan oleh auditor independen atau dosen 
pembimbing berkenan dengan proses penelitian mulai dari menentukan 
fokus masalah penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 
sampai menarik kesimpulan penelitian. 
Untuk memenuhi kriteria diatas, maka peneliti melakukan beberapa 
hal yang dapat meningkatkan keabsahan data yang dihasilkan, yaitu 
melakukan triangulasi data, yakni mengecek kebenaran data dengan mencari 
informasi lain dari sumber yang berbeda. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian Kelurahan Semampir 
1. Keadaan Geografis dan Visi Misi Kelurahan Semampir 
Kelurahan Semampir adalah salah satu kelurahan yang berada di 
Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Letak 
Kelurahan Semampir memang cukup strategis karena hanya berjarak 1 km 
dari pusat Kota Kediri, dan menjadi penghubung antara kelurahan yang 
satu dengan kelurahan yang lain karena letaknya diapit oleh beberapa 
kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Semampir terdiri dari: 
Sebelah utara : Kelurahan Jongbiru, Kecamatan Gampeng  
Rejo 
Sebelah selatan  : Kelurahan Pocanan, Kota Kediri  
Sebelah timur : Kelurahan Balowerti, Kota Kediri 
Sebelah barat : Sungai Brantas 
Luas Kelurahan Semampir sendiri terbilang cukup luas, 
berdasarkan data yang penulis peroleh dari arsip kelurahan (2014), 
Kelurahan Semampir membentang dengan total lahan seluas 83 Ha. Dari 
lahan seluas itu, 72 Ha dialokasikan untuk prasarana umum dan 
sebagainya. Untuk detil pengunaan lahan Kelurahan Semampir, berikut ini 
penulis sajikan dalam tabel 4 :  
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Tabel 4.  Luas Wilayah Kelurahan Semampir Menurut Penggunaan 
Luas Pemukiman 6 Ha 
Luas Persawahan 0 Ha 
Luas Perkebunan 2 Ha 
Luas Kuburan 1 Ha 
Luas Pekarangan 0 Ha 
Luas Taman 0 Ha 
Perkantoran 2 Ha 
Luas Prasarana Umum dan Lainnya 72 Ha 
Luas Total 83 Ha 
 Sumber : Arsip Kelurahan Semampir (2014: 2) 
 
Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapatlah diketahui bahwa 
Kelurahan Semampir tidak memiliki lahan untuk persawahan, lahan untuk 
pekarangan, dan lahan untuk taman. Dari data tersebut juga dapat 
diketahui bahwa penduduk Kelurahan Semampir yang bermata 
pencaharian sebagai petani merupakan golongan minoritas. Meskipun 
demikian tetap ada kemungkinan penduduk yang memanfaatkan lahan 
pekarangan sebagai lahan untuk pertanian, menyalurkan hobi bercocok 
tanam, seperti tabulampot (tanaman buah dalam pot), pertanian sistem 
hydroponics, dan penanaman dengan polybag (pot plastik).  
Adapun sebagai kelurahan, Desa Semampir juga mempunyai visi 
misi desa sebagai berikut: 
Visi: Mewujudkan Kelurahan Semampir BERSEMI (BERSIH, 
SEHAT, MENARIK DAN INDAH) 
Misi : 
1. Menciptakan Green & Clean area. 
2. Menciptakan gerbang budaya dan gapura Tri Bina. 
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3. Peningkatan kapasitas pembangunan secara terpadu, 
terintegrasi dan berkelanjutan. 
Sumber: (http://kel-semampir.kedirikota.go.id/visi-misi/) 
 
2. Kependudukan Kelurahan Semampir 
Jumlah penduduk di Kelurahan Semampir adalah 9159 jiwa dengan 
kepadatan 99,55 per KM2. Angka tersebut masih sangat normal dan berada 
jauh di bawah batas maksimal kepadatan penduduk apabila mengacu pada 
ketentuan WHO, yakni maksimal 9600 jiwa per KM2 (Abraham, 2013). 
Untuk mengetahui statistik kependudukan Kelurahan Semampir, dapat di lihat 
pada Tabel 5. di bawah ini : 
Tabel 5. Potensi Sumber Daya Manusia 
                                   JUMLAH 
 Jumlah laki-laki  4546 jiwa 
 Jumlah perempuan  4613 jiwa 
 Jumlah total  9159 jiwa 
 Jumlah kepala keluarga  3028 KK 
 Kepadatan Penduduk  99,55 per KM2 
Sumber : Arsip Kelurahan Semampir (2014: 24) 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui statistik kependudukan di 
Kelurahan Semampir tahun 2014, yakni dengan jumlah total penduduk 
sebanyak 9159 jiwa. Jumlah tersebut terbagi menjadi: 4546 jumlah 
penduduk laki-laki, 4613 jumlah penduduk perempuan, dengan jumlah 
kepala keluarga sebanyak 3028 KK, dan kepadatan penduduknya 99,55 
jiwa per KM2. Dari data perbandingan rasio penduduk laki-laki dan 
perempuan, maka dapat pula diketahui bahwa jumlah penduduk 
perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan tingkat 
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keterpautan rendah, yakni 67 jiwa. Ada pun data statistik mengenai 
tingkatan pendidikan yang mengacu pada data statistik penduduk dapat 
dilihat pada tabel 6 di bawah ini : 
Tabel 6.  Tingkatan Pendidikan 
PENDIDIKAN 
Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan 
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK 124 orang 113 orang 
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group 120 orang 110 orang 
Usia 7 - 18 tahun yang tidak sekolah 284 orang 268 orang 
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 503 orang 456 orang 
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 72 orang 95 orang 
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat 113 orang 118 orang 
Tamat SD/sederajat 569 orang 899 orang 
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP 686 orang 655 orang 
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA 326 orang 480 orang 
Tamat SMP/sederajat 663 orang 644 orang 
Tamat SMA/sederajat 1258 orang 973 orang 
Tamat D-1/sederajat 13 orang 25 orang 
Tamat D-2/sederajat 13 orang 25 orang 
Tamat D-3/sederajat 75 orang 70 orang 
Tamat S-1/sederajat 275 orang 236 orang 
Tamat S-2/sederajat 13 orang 6 orang 
Tamat S-3/sederajat 0 orang 0 orang 
Tamat SLB A 0 orang 0 orang 
Tamat SLB B 0 orang 0 orang 
Tamat SLB C 0 orang 0 orang 
Jumlah Total 10.280 orang 
Sumber : Arsip Kelurahan Semampir (2014 : 25-26) 
 
Berdasarkan data tingkatan pendidikan Kelurahan Semampir tahun 
2014 di atas terdapat data angka statistik yang menunjukkan bahwa ada 
sejumlah 552 orang (usia 7-18 tahun) tidak mengenyam pendidikan formal 
(sekolah) lebih layak menjadi acuan, tetapi angka ini masih cukup banyak 
untuk takaran sebuah kelurahan yang hanya berjarak 1 KM dari pusat Kota 
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Kediri. Hal ini dikarenakan apabila mengambil 20%  saja dari jumlah pada 
rentang data 12-56 tahun dan 18-56 tahun dan diakumulasikan pada 
rentang data 7-18 tahun maka jumlah yang tidak tuntas wajib belajar 9 
tahun sekitar 716 orang. Angka yang penulis dapatkan secara kasar 
tersebut paling tidak mendekati 10% dari jumlah penduduk di Kelurahan 
Semampir tahun 2014.   
3. Kondisi Sosial Ekonomi Kelurahan Semampir 
Data perekonomian masyarakat Kelurahan Semampir dapat dilihat 
dari ragam pekerjaannya. Berikut ini data statistik mengenai mata 
pencaharian pokok tahun 2014 dalam bentuk tabel : 
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Tabel 7.   Mata Pencaharian Pokok 
MATA PENCAHARIAN POKOK 
Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 
Petani 25 orang 7 orang 
Buruh Tani 14 orang 9 orang 
Buruh Migran 0 orang 0 orang 
Pegawai Negeri Sipil 122 orang 62 orang 
Pengrajin 0 orang 4 orang 
Peternak 2 orang 2 orang 
Nelayan 0 orang 0 orang 
Montir 5 orang 0 orang 
Dokter swasta 6 orang 3 orang 
Perawat swasta 0 orang 7 orang 
Bidan swasta 0 orang 2 orang 
Ahli Pengobatan Alternatif 1 orang 0 orang 
TNI 15 orang 1 orang 
POLRI 15 orang 1 orang 
Pengusaha kecil, menengah, dan besar 24 orang 20 orang 
Dosen swasta 2 orang 3 orang 
Seniman/artis 1 orang 0 orang 
Pedagang Keliling 0 orang 4 orang 
Pembantu rumah tangga 1 orang 23 orang 
Pengacara 0 orang 1 orang 
Notaris 1 orang 0 orang 
Dukun Tradisional 0 orang 0 orang 
Arsitektur/Desainer 0 orang 0 orang 
Karyawan Perusahaan Swasta 958 orang 753 orang 
Karyawan Perusahaan Pemerintah 18 orang 8 orang 
Purnawirawan/Pensiunan 90 orang 42 orang 
Jumlah Total Penduduk Bekerja 2.252 orang 
Sumber : Arsip Kelurahan Semampir (2014: 26-27) 
 
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 
penduduk di Kelurahan Semampir bekerja sebagai karyawan perusahaan 
swasta, yakni sebanyak 1711 orang. Penduduk yang bekerja sebagai 
Pegawai Negeri Sipil ada sebanyak 184 orang. Purnawirawan dan 
69 
 
pensiunan 132 orang. Sisanya menggeluti pekerjaan yang tergolong 
minoritas, yakni pengusaha (kecil, menengah, dan besar) 44 orang, petani 
32 orang, karyawan perusahaan pemerintah 26 orang, pembantu rumah 
tangga 24 orang, buruh tani 23 orang, TNI 16 orang, POLRI 16 orang, 
Dokter swasta 9 orang, perawat swasta 7 orang, montir 5 orang, peternak 4 
orang, pengrajin 4 orang, pedagang keliling 4 orang, Bidan swasta 2 orang, 
dan pekerjaan lain hanya ditekuni satu orang. 
Berdasarkan deskripsi statistik tersebut sangat jelas bahwa sektor 
industri paling banyak menyerap tenaga kerja sebagai karyawan/buruh, 
yakni sebanyak  1711 orang. Dalam hal itu mayoritas penduduk 
bergantung pada aktivitas produksi, yang tentu saja tidak mudah untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga karena upah sebagai karyawan swasta 
(khususnya buruh kasar) relatif rendah. Meskipun demikian, kondisi 
tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap program wajib belajar di 
Kelurahan Semampir. 
4. Sarana Prasarana Pendidikan Kelurahan Semampir 
Apabila mengacu pada wilayah administratif, sebetulnya sarana 
dan prasarana pendidikan di Kelurahan Semampir sudah cukup memadai, 
yakni: gedung kampus PTS 1 buah, gedung SMP sederajat 1 buah, gedung 
SD 5 buah, dan gedung TK 2 buah. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada 
tabel 8 di bawah ini:   
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Tabel 8.  Sarana Prasarana Pendidikan 
Gedung kampus PTN Sewa 0 buah milik sendiri 0 buah 
Gedung Kampus PTS Sewa 0 buah milik sendiri 1 buah 
Gedung SMA/sederajat Sewa 0 buah milik sendiri 0 buah 
Gedung SMP/sederajat Sewa 0 buah milik sendiri 1 buah 
Gedung SD/sederajat Sewa 0 buah milik sendiri 5 buah 
Gedung TK Sewa 0 buah milik sendiri 2 buah 
Gedung Tempat Bermain Anak Sewa 0 buah milik sendiri 0 buah 
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama Sewa 0 buah milik sendiri 2 buah 
Jumlah perpustakaan keliling Sewa 0 buah milik sendiri 0 buah 
Perpustakaan desa/kelurahan Sewa 0 buah milik sendiri 0 buah 
Taman bacaan Sewa 0 buah milik sendiri 0 buah 
Prasarana dan Sarana Pendidikan 
Lainnya Sewa 0 buah milik sendiri 0 buah 
Sumber : Arsip Kelurahan Semampir (2014: 52-53) 
 
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan 
Semampir sudah terdapat sekolah yang bisa dijadikan sebagai tempat bagi 
masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal, meskipun dalam 
tingkatan SLTA masih belum tersedia namun keberadaan sekolah TK 
sampai SMP sudah dapat membantu dalam mengembangkan pendidikan. 
Namun keberadaan sekolah di desa tersebut tidak diimbangi dengan 
fasilitas pendukung pendidikan yang lain. Dari data di atas dijelaskan 
bahwa tidak adanya perpustakaan, taman bacaan, maupun fasilitas 
pendidikan yang lain. Fakta tersebut jelas kurang mendukung proses 
pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Semampir. 
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B. Deskripsi SD Negeri Semampir 2 
SD Negeri Semampir 2 adalah salah satu Sekolah Dasar Negeri yang 
ada di wilayah administratif Kelurahan Semampir. Sekolah ini terletak di JL. 
Mayjen Sungkono 36 Kediri, yang berada di Kawasan Industri Kota Kediri. 
Apabila dilihat dari luas tanahnya, sekolah ini cukup luas, yakni 1075 m2  
dengan empat gedung utama (tiga gedung sekolah dan satu gedung kantor). 
Sekolah ini pun memiliki 9 guru negeri (PNS), 3 Guru Tenaga Tetap (GTT), 
dan 2 staff kantor. Agar lebih jelas mengenai gambaran SD Negeri Semampir 
2, akan dideskripsikan sebagai berikut:   
1. Profil Sekolah 
1) Nama Sekolah : SD Negeri Semampir 2 
2) Alamat Sekolah : Jl. Mayjen Sungkono 36 Kediri 
3) Desa : Semampir 
4) Kecamatan : Kediri Kota 
5) Kota : Kediri 
6) Provinsi : Jawa Timur 
7) Status Sekolah : Negeri 
8) Status Tanah : Hak Milik 
9) Luas tanah : 1075 m2 
2. Visi, Misi dan Tujuan 
1) Visi Sekolah 
“Tercipta peserta didik yang sehat, berprestasi, inovatif, ramah 
lingkungan, berdasarkan iman dan takwa.” 
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Sebagaimana yang tertuang pada visi sekolah di atas, maka 
sangat jelas bahwa SD Negeri Semampir 2 memiliki urgensitas 
dalam membentuk pribadi siswa sebagai individu yang sehat, 
berprestasi, inovatif, ramah lingkungan, serta berdasarkan iman 
dan takwa. Untuk mewujudkan visi tersebut, tentu saja pihak 
sekolah harus bekerja sama dengan wali murid dan berbagai 
elemen masyarakat. Tanpa terjalinnya kerja sama yang baik dan 
berkesinambungan, visi tersebut tidak akan ada gunanya.  
2) Misi Sekolah 
a) Menanamkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b) Meningkatkan mutu pendidikan sesuai perkembangan IPTEK 
c) Mewujudkan keberhasilan sesuai dengan bidang akademis dan 
non akademis 
d) Membentuk anak menjadi manusia yang berkarakter 
e) Meningkatkan pendidikan ekstra kurikuler  
f) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersatu dan sehat 
g) Meningkatkan prestasi di bidang ekstra kurikuler sesuai dengan 
potensi yang dimiliki siswa 
h) Menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa 
berakar pada sistem nilai, agama, dan budaya masyarakat 
Delapan misi sekolah di atas, tentunya melandasi setiap 
proses pembelajaran di SD Negeri Semampir 2. Ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa menjadi poin utama yang sekaligus menjadi 
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acuan semua poin yang tertuang dalam misi sekolah. Berdasarkan 
hal tersebut, pihak sekolah tentunya bertujuan untuk mencetak 
individu yang memahami pentingnya landasan ketuhanan, sebagai 
bekal kehidupan bermasyarakat ketika mereka dewasa nanti.  
3) Tujuan Sekolah 
Dengan pelaksanaan program sekolah diharapkan dapat 
diwujudkan beberapa tujuan lembaga, sebagai berikut:  
a) Dapat mengamalkan ajaran agama, hasil proses pembelajaran 
dan kegiatan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari 
b) Meraih prestasi akademik maupun non-akademik 
c) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 
bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi 
d) Menghargai dan menghormati sesama di lingkungan sekolah, 
keluarga, dan masyarakat yang berbeda agama, budaya, suku 
bangsa dan status sosial 
e) Munculnya generasi yang tangguh baik aqidah maupun 
keilmuan serta berjiwa kebangsaan 
f) Membiasakan hidup sehat dalam setiap kegiatan baik di 
lingkungan sekolah maupun di rumah 
g) Melaksanakan KBM dengan pendekatan PAKEM 
h) Menghadirkan manusia yang harmonis dalam lingkungan kerja 
i) Menyiapkan peserta didik untuk dapat diterima di sekolah 
lanjutan tingkat pertama yang berkualitas 
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j) Penyiapan peserta didik yang terampil dan berwawasan 
lingkungan 
Dilihat dari 10 poin tujuan sekolah di atas, SD Negeri Semampir 
2 lebih berorientasi pada, nilai-nilai ketuhanan, akademik, dan moral 
siswa. Hal tersebut tentu sangat baik karena selain prestasi akademik, 
memperhatikan nilai moral siswa tentu saja sangat penting untuk 
ditanamkan kepada siswa. Pembentukan moral memang seharusnya 
sejak anak berada di bangku Sekolah Dasar, karena akan membentengi 
mereka setelah memasuki masa dewasa.  
3. Data Pendidik 
Jumlah guru di SD Negeri Semampir 2, sudah cukup memadai. Di 
samping itu proses pembelajaran juga dibantu dengan staff pendidik lain. 
Berdasarkan hasil observasi penulis, keadaan tersebut sudah sangat 
membantu dalam proses pembelajaran anak di sekolah. Untuk penyediaan 
tenaga pendidik, di SD Negeri Semampir 2 sudah mempunyai 9 Guru 
PNS, sehingga untuk pengalaman kemampuan dalam mendidik maupun 
membimbing anak sudah teruji. Secara lebih rinci, data guru SD Negeri 
Semampir 2 dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini: 
Tabel 9.   Data Guru SD Negeri Semampir 2 
No Jenis Pekerjaan Negeri Guru Bantu GTT PT PTT 
1 Guru 9 - 3 - - 
2 Staf - - - - 2 
Sumber : Data SD Negeri Semampir 2 (2014) 
 
 
 
 
75 
 
4. Keadaan Peserta Didik 
Keadaan peserta didik di SD Negeri Semampir 2 memang cukup 
memprihatinkan. Pada Tahun 2014/2015 terjadi penurunan hingga 60% 
dari tahun sebelumnya, yakni hanya ada 6 siswa baru yang mulai masuk 
sekolah dan duduk di Kelas I. Penurunan tersebut tentu diakibatkan oleh 
berbagai faktor, yakni: sarana dan prasarana pendidikan yang kurang 
memadai, keadaan ekonomi, dan kesadaran masyarakat.  
Tabel 10.  Keadaan Peserta Didik di SD Negeri Semampir 2 
Kelas Tahun 2013/2014 Tahun 2014/ 2015 
I 15 6 
II 11 16 
III 14 10 
IV 18 14 
V 13 18 
VI 11 13 
Jumlah 82 77 
Sumber : Data SD Negeri Semampir 2 (2014) 
Tabel di atas sebetulnya sudah cukup menunjukkan bahwa anak 
yang berminat untuk bersekolah di SD Negeri Semampir 2 cukup tiinggi. 
Daya tampung tiap kelas yang disediakan antara 15-20 siswa, sehingga 
membuat pembelajaran dikelas akan dapat lebih efektif. Namun mulai 
pada tahun ajaran 2014/2015 memang terjadi penurunan jumlah peserta 
didik yang menginginkan bersekolah di SD Negeri Semampir 2 dibanding 
pada tahun ajaran sebelumnya. 
5. Sarana dan Prasarana Sekolah 
Sarana dan prasarana di SD Negeri Semampir 2 cukup 
memprihatinkan, karena tidak ada yang kondisinya dalam keadaan baik. 
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Secara umum gedung sekolah mengalami rusak sedang. Kantor dewan 
guru dan staff pelaksana sekolah rusak ringan. Parkiran serta Perpustakaan 
dan Lab Komputer dalam keadaan rusak berat. Sarana sanitasi pun dalam 
keadaan rusak ringan. Berdasarkan kenyataan tersebut, tentu saja proses 
pembelajaran di sekolah tidak akan berjalan optimal. Kondisi demikian 
akan menurunkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. 
Kondisi Sarana dan Prasarana SD Negeri Semampir 2 dapat dilihat dalam 
tabel 11 sebagai berikut : 
Tabel 11.   Sarana dan Prasarana Sekolah di SD Negeri Semampir 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data SD Negeri Semampir 2 (2014) 
No Uraian Jumlah 
Keadaan 
Ket Baik Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang 
Rusak 
Berat 
1 Gedung SD 
3 - - √ -  
2 Kantor 1 - √ - -  
3 Aula - - - - -  
4 Parkir 1 - - - √  
5 
Perpustaka
an & Lab. 
Komputer 
1 - - - √  
6 
Ruang 
Agama 
Kristen 
- - - - -  
7 Gudang & Koperasi 
- - - - -  
8 
Rumah 
Dinas 
Penjaga 
- - - - -  
9 
Kamar 
Mandi / 
WC 
3 - √ - -  
10 Lain-lain - - - - -  
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Secara umum sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 
Semampir 2 sudah cukup lengkap, mulai dari gedung sekolah, kantor, 
halaman parkir, perpustakaan dan Lab Komputer, maupun sarana sanitasi 
(kamar mandi/WC) sudah tersedia. Namun sangat disayangkan karena 
keadaan dari beberapa sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak 
guna, bahkan dari data yang ada di atas tidak ada bangunan dalam kondisi 
baik. Apalagi keadaan tempat/halaman parkir, perpustakaan dan Lab 
Komputer yang terbilang sudah sangat rusak, sehingga tempat parkir 
dipindahkan ke halaman sekolah sedangkan untuk sementara buku yang 
ada di perpustakaan dan juga beberapa komputer yang sudah rusak 
diletakkan di sudut kantor guru. Selain karena memang kondisinya sudah 
rusak berat SD Negeri Semampir 2 juga tidak memiliki ruang 
penyimpanan alat-alat/ gudang. 
C. Deskripsi SD Negeri Semampir 4 
SD Negeri Semampir 4 adalah Sekolah Dasar Negeri kedua yang 
masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Semampir. Sekolah ini terletak 
di JL. Mayor Bismo No 38 Kediri, yang masih berada dalam kawasan 
Industri Kota Kediri, dan memiliki sarana prasarana cukup lengkap dalam 
mendukung proses pembelajaran. Berikut ini deskripsi seputar SD Negeri 
Semampir 4 Kediri, mulai dari gambaran umum profil sekolah; visi, misi dan 
tujuan, tujuan sekolah, data pendidik, keadaan peserta didik, sampai pada 
sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.  
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1. Profil Sekolah 
1) Nama Sekolah : SD Negeri Semampir 4 
2) Alamat Sekolah : Jalan Mayor Bismo No. 38 B Kediri 
3) Desa : Semampir 
4) Kecamatan : Kediri Kota 
5) Kota : Kediri 
6) Provinsi : Jawa Timur 
7) Status Sekolah : Negeri 
8) Status Tanah : Milik Pemerintah 
9) Luas tanah : - 
2. Visi, Misi dan Tujuan 
1) Visi Sekolah 
“Beriman, Terdidik dan Berbudaya.” 
Tiga kata kunci yang melandasi visi sekolah di atas cukup 
singkat, padat dan jelas. Dalam hal ini, sekolah berorientasi pada 
pentingnya iman kepada Tuhan sehingga nantinya dapat 
membentengi siswa dari perilaku menyimpang. Mencetak pribadi 
yang terdidik dan berprestasi, namun juga tetap berbudaya. 
2) Misi Sekolah 
a) Menanamkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b) Menanamkan penghayatan terhadap ajaran agama yang 
dianutnya dan budaya sehingga menjadi kearifan dalam 
bertindak 
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c) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali 
potensi dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal. 
d) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan 
seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait 
dengan sekolah (stakeholders) 
e) Menanamkan akhlak dan sikap moral yang berbudaya 
f) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang 
dianut dan budaya bangsa. 
g) Mengembangkan sikap sopan santun dan budi pekerti. 
h) Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan 
masyarakat dan perkembangan IPTEK 
i) Meningkatkan prestasi di bidang ekstra sesuai dengan potensi 
yang dimiliki siswa 
j) Menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa 
berakar pada sistem nilai, agama dan budaya masyarakat 
k) Menumbuhkan sikap toleran, tanggung jawab, kemandirian 
dan kecakapan emosional 
Dari sebelas misi sekolah di atas, maka dapatlah diketahui 
bahwa di samping kecakapan akademis, SD Negeri 4 Semampir 
berusaha menggabungkan berbagai kecakapan non-akademis pada 
siswa. Kecakapan non-akademis itu mencakup: penghayatan siswa 
terhadap ajaran agama yang dianutnya, membantu siswa mengenali 
potensi dirinya, dan meningkatkan prestasi non-akademis. 
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3) Tujuan Sekolah 
a) Siswa beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan 
berakhak mulia 
b) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani dengan uks dan 
pengamalan beribadah 
c) Mencerdaskan peserta didik dan guru, sehingga menjadi 
sekolah yang diminati masyarakat 
d) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencapai prestasi 
akademik dan non akademik 
e) Siswa memiliki dasar – dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, 
kemampuan dan ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan 
pada jenjang yang lebih tinggi 
f) Memanfaatkan lingkungan sebagai bekal untuk hidup mandiri 
g) Mengenal dan mencintai bangsa, negara, masyarakat dan 
kebudayaanya. 
Dilihat dari tujuan sekolah SD Negeri Semampir 4 sangat 
mengedepankan aspek non-akademik di samping juga tetap 
mengedepankan aspek akademik, dan moral siswa yang berlandaskan 
agama. Hal ini memang sangat baik bagi perkembangan setiap siswa, 
bahwasanya memang pada setiap perubahan yang ada harus tetap 
berlandaskan akan agama sehingga nilai moral siswa tetap terjaga, di 
samping dengan nilai akademik dari setiap siswanya sendiri. Selain itu 
SD Negeri Semampir 4 juga terlihat berupaya kuat untuk membentuk 
81 
 
maupun mengembangkan bakat yang dipunyai oleh siswa melalui 
kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah tersebut. 
3. Data Pendidik 
Keadaan pendidik di SD Negeri Semampir 4 cukup lengkap. Dimana 
terdapat 15 staff pendidik yang berada di SD Negeri Semampir 4. Keadaan 
pendidik di sana juga sudah banyak yang lulus sarjana. Hal tersebut sangat 
membantu siswa dalam pemelajaran di kelas maupun dalam kegiatan 
sekolah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel 12 berikut ini : 
Tabel 12.  Keadaan Pendidik di SD Negeri Semampir 4 
No. Nama / NIP L/P 
Pendidi
kan 
Gol/ 
Ruang Keterangan 
1 Anik Dwi Astuti, S.Pd P S1 IV/b Kepala Sekolah 
2 Qomarul Huda, BA L D3 IV/a Guru Agama Islam 
3 Budiyono Ristianto, S.Pd L S1 III/b Penjaskesrek 
4 Sri Minayu , A.Ma.Pd P D3 IV/a Guru Agama Kristen 
5 Paini, S.Pd P S1 IV/a Guru Kelas IV 
6 Susi Haryati, A,Ma.Pd P D3 III/c Guru Kelas III 
7 Sri Andayani P SPG III/b Guru Kelas I 
8 Djoko Prijanto, S.Pd.SD L S1 III/b Guru Kelas VI 
9 Ambrosius Supriyanto, SH L S1 II/c 
Guru Agama 
Katolik 
10 Haryuni, S.Pd.SD P S1 II/b Guru Kelas V 
11 Nur Apandi Hasan L SMA I/c Tenaga Teknis 
12 Desi Ernawati, S.Pd P S1 - GTT (Guru Kelas III) 
13 Lilik Sri Wahjuni, S.Pd P S1 - 
GTT (Guru 
Bahasa Inggris) 
14 Nanik Supriatin, S.Pd P S1 - 
GTT (Guru 
SBK, Petugas 
Perpus) 
Sumber : Data SD Negeri Semampir 4 (2014) 
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4. Keadaan Peserta Didik 
SD Negeri 4 Semampir memiliki siswa sebanyak 194 orang pada 
tahun ajaran 2014/2015. Jumlah tersebut cukup besar untuk sebuah takaran 
sekolah dasar, yang tentu saja harus disokong pula dengan sarana dan 
prasarana yang memadai. Adapun pemerian jumlah siswa tiap kelas dapat 
dilihat pada tabel 13 berikut ini: 
Tabel 13.  Keadaan Peserta Didik di SD Negeri Semampir 4 
Kelas Tahun 2013/2014 Tahun 2014/ 2015 
I 36 29 
II 27 36 
III 31 27 
IV 36 31 
V 35 36 
VI 26 35 
Jumlah 191 194 
Sumber : Data SD Negeri Semampir 4 (2014) 
SD Negeri Semampir 4 merupakan salah satu sekolah pilihan yang 
berada di pusat Kelurahan Semampir sehingga membuat ketertarikan 
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri Semampir 4. 
Pada tahun ajaran 2013/2014 ada sebanyak 191 siswa, dan pada tahun 
ajaran 2014/2015 jumlah tersebut mengalami kenaikan, yakni  menjadi 
194 siswa. Meskipun jumlah pendaftar baru yang ingin masuk di SD 
Negeri Semampir 4 justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 
tetapi ada cukup banyak siswa pindahan dari luar kota dan sekolah lain 
yang ada di Kediri. Di sisi lain dalam kenaikan kelas, siswa yang berada di 
sekolah tersebut tidak ada yang tinggal kelas, sehingga kualitas murid dan 
guru terlihat sudah baik.  
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5. Sarana dan Prasarana Sekolah 
Sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Semampir 4 memang 
sangat lengkap dan mayoritas dalam kondisi baik. Kondisi fisik gedung 
dalam keadaan baik, seluruh ruangan dalam kondisi baik, dan fasilitas 
sanitasi yang higenis. Hanya meja dan kursi, sound system, dan beberapa 
alat peraga saja yang mengalami kerusakan sedang dan ringan. Ada pun 
semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah adalah bantuan dari 
pemerintah daerah, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel 14 sebagai 
berikut:  
Tabel 14.  Sarana dan Prasarana Sekolah di SD Negeri Semampir  4 
No. Nama Barang Jumlah Keadaan Milik 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRASARANA: 
1. Ruang Kepala 
Sekolah 
2. Meja Kursi KS 
3. Ruang Guru 
4. Ruang UKS 
5. Lemari Kantor 
6. Ruang Kelas 
7. Ruang 
Perpustakaan 
8. Meja siswa 
9. Kursi siswa 
10. Meja Guru 
11. Kursi Guru 
12. Meja Tamu 
 
1 Ruang 
 
1 set 
1 ruang 
1 Ruang 
3 buah 
6  Ruang 
1 Ruang 
 
103  buah 
210 buah 
6 Buah 
6 buah 
1 set 
 
Baik 
 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik  
Baik 
Baik 
 
R. sedang 
R. sedang 
R. ringan 
R. ringan 
Baik 
 
Pemerintah 
 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
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B 
13. Almari buku 
kelas 
14. Meja 
Perpustakaan 
15. Almari Perpus 
16. listrik  
17. Toilet siswa 
18.  Toilet guru 
SARANA: 
1. Sumur Pompa 
2. Instalasi Listrik 
3. Komputer Kantor 
4. Laptop 
5. Sound Sistem 
6. Kipas Angin 
KlsVI 
7. Bel Jam Pelajaran 
Manual 
8.  Alat Peraga IPA 
9.  Alat Peraga MTK 
10.  Alat Peraga IPS 
11.  Printer Canon 
12.  Peralatan 
Olahraga 
13.  Peralatan Ibadah 
 1Bh/kelas 
 
1 Buah 
 
3 buah 
2200 W 
4 Ruang 
2 buah 
 
1 buah 
1 titik 
2 buah 
1 buah 
1 set 
1 set 
 
1 buah 
 
1 set 
1 set 
1 set 
1 buah 
1 set 
 
1 set 
Baik 
 
Baik 
 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
R. sedang 
Baik 
 
Baik 
 
R. ringan 
R. ringan 
R. ringan 
R. ringan 
R. ringan 
 
Baik 
Pemerintah 
 
Pemerintah 
 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
 
Pemerintah 
 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pemerintah 
 
Pemerintah 
Sumber : Data SD Negeri Semampir 4 (2014) 
Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa sarana dan 
prasarana yang ada di SD Negeri Semampir 4 sudah lengkap. Dilihat dari 
tabel yang ada pun juga kondisi rata-rata dalam kondisi baik dan bisa 
dipergunakan. Namun sepertinya untuk meja dan kursi siswa memang 
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harus ada perbaikan atau pengadaan baru yang diajukan oleh pihak 
sekolah untuk pemerintah. SD Negeri Semampir 4 merupakan salah satu 
sekolah pilihan yang berada di pusat Kelurahan Semampir, sehingga 
perhatian pemerintah memang jauh lebih baik.  
D. SD & SMP YBPK KRISTEN Kediri 
SD dan SMP Kristen YBPK Kediri merupakan salah satu sekolah 
swasta milik yayasan Kristen yang ada di Kelurahan Semampir dan letaknya 
cukup berdekatan dengan SD Negeri Semampir 4. Sekolah ini berada di 
bawah naungan Yayasan YBPK GKJW Cabang Kediri. 
1. Profil Sekolah SD Kristen YBPK Kediri 
1) Nama Sekolah : SDK YBPK Semampir 
2) Alamat Sekolah : Jl. Mayor Bismo No. 52 Kediri 
3) Desa : Semampir 
4) Kecamatan : Kediri Kota 
5) Kota : Kediri 
6) Provinsi : Jawa Timur 
7) Status Sekolah : Swasta 
8) Status Tanah : Milik Sendiri 
9) Status Kepemilikan : Yayasan 
10) Nama Yayasan : YBPK GKJW Cabang Kediri 
11) Luas tanah : 582 m2 
2. Profil Sekolah SMP Kristen YBPK Kediri 
1) Nama Sekolah : SDK YBPK Semampir 
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2) Alamat Sekolah : Jl. Mayor Bismo No. 52 Kediri 
3) Desa : Semampir 
4) Kecamatan : Kediri Kota 
5) Kota : Kediri 
6) Provinsi : Jawa Timur 
7) Status Sekolah : Swasta 
8) Status Tanah : Milik Sendiri 
9) Status Kepemilikan : Yayasan 
10) Nama Yayasan : YBPK GKJW Cabang Kediri 
11) Luas tanah : - 
Berdasarkan rincian profil di atas, maka dapatlah diketahui 
bahwa SD dan SMP Kristen YBPK yang berada di Kelurahan 
Semampir memiliki lahan seluas 582 m2.. Apabila meninjau dari 
luas lahan yang menjadi area sekolah, maka sudah cukup memadai 
untuk menggerakkan dua tingkatan pendidikan sekaligus, yakni SD 
dan SMP. 
3. Visi, Misi dan Tujuan 
1) Visi Sekolah 
“Menuju sekolah unggulan yang berprestasi, berbudi pekerti 
luhur, berkarya pada budaya bangsa berlandaskan iman dan 
taqwa.” Dengan indikator sebagai berikut: 
a) Unggul dalam peningkatan tenaga kependidikan 
b) Unnggul dalam peningkatan standar proses 
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c) Unggul dalam pengembangan fasilitas pendidikan 
d) Unggul dalam kelulusan yang berbudi pekerti luhur 
dilandasi iman dan taqwa 
e) Unggul dalam peningkatan mutu kelembagaan dan 
manajemen 
2) Misi Sekolah 
a) Mengadakan pelatihan, workshop, study banding 
b) Melaksanakan model pembelajaran intensif dan terprogram 
untuk menghasilkan lulusan yang kompeten 
c) Melaksanakan pengembangan pengembangan fasilitas 
pendidikan 
d) Melaksanakan pengembangan kegiatan bidang kegamaan 
dan tata karma siswa 
e) Melaksanakan pengembangan pengelolaan keorganisasian 
dan kegiatan sekolah 
f) Melaksanakan pengembangan pengelolaan sarana prasarana 
sekolah  
SD dan SMP YBPK Kediri merupakan sekolah swasta yang 
bernaung pada yayasan YBPK GKJW Cabang Kediri. Meskipun 
sekolah ini bernaung pada yayasan Kristen, namun untuk peserta 
didiknya berasal dari semua agama. Hal tersebut juga tertuang di 
dalam visi misi sekolah yang untuk terwujudnya lulusan yang 
berkompeten dilandasai iman dan taqwa dengan mengembangkan 
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kegiatan bidang keagaaman yang ada di sekolah tersebut melalui 
pengelolaan keorganisasian.  
Pada dasarnya sekolah ini sama-sama mempunyai tujuan untuk 
membantu peserta untuk belajar menuntut ilmu sesuai dengan fungsi 
sekolah pada umumnya. Bahkan kondisi plural yang ada di sekolah ini 
justru memupuk peserta didiknya untuk saling menghargai perbedaan. 
Dalam hal ini sejak dini mereka dihadapkan pada realitas, bahwa 
Indonesia merupakan negara yang mengusung semboyan, “bhineka 
tunggal ika.” 
4. Data Pendidik 
Keadaan pendidik yang berada di SD & SMP YBPK Kristen 
Kediri, ditinjau dari aspek jumlah sudah memadai. Jumlah yang ada sudah 
cukup membantu memperlancar kegiatan siswa di sekolah tersebut. 
Meskipun untuk tenaga pendidik tidak ada yang berasal dari PNS namun 
dengan cukup banyaknya tenaga pendidik yang ada sudah mencukupi 
kekurangan yang ada. Kerja sama baik yang terjalin antar tenaga pendidik 
tersebut yang akan membuat mutu sekolah tersebut juga akan menjadi 
baik. Secara lebih rinci data tentang guru di SD dan SMP YBPK dapat 
dilihat pada tabel 15 berikut ini : 
Tabel 15.   Keadaan pendidik SD & SMP YBPK Kristen Kediri 
No Jenis Pekerjaan Negeri 
Guru 
Bantu GTY GTT PTT 
1 Guru - 2 6 17 - 
2 Staf - - - - 2 
Sumber : Data SD & SMP YBPK Kristen Kediri (2014) 
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Berdasarkan data di atas, dapatlah diketahui bahwa SD dan SMP 
YBPK Kristen Kediri memiliki guru tenaga tetap (GTT) sebanyak 17 
orang, guru tetap yayasan (GTY) sebanyak 6 orang, guru bantu 2 orang, 
dan pegawai tenaga tetap PTT sejumlah 2 orang. Menurut penulis, sebagai 
sekolah swasta yang dimiliki suatu yayasan, maka jumlah guru dan staff di 
SD dan SMP YBPK Kristen Kediri sudah cukup memadai. 
5. Keadaan Peserta Didik SD & SMP YBPK Kristen Kediri 
Jumlah peserta didik SD YBPK Kristen Kediri memang cukup 
banyak, yakni 112 pada tahun ajaran 2013/2014 dan 122 pada tahun ajaran 
2014/2015. Peningkatan pendaftar baru pun meningkat dari 16 siswa pada 
tahun ajaran 2013/2014 menjadi 21 siswa pada tahun ajaran 2014/2015. 
Meskipun demikian, peminat pada SMP YBPK Kristen Kediri malah 
kecil, yakni 40 siswa pada tahun ajaran 2013/2014 dan 42 siswa pada 
tahun ajaran 2014/2015. Perinciannya dapat dilihat pada tabel 16 dan 17 di 
bawah ini : 
Tabel 16.  Keadaan Peserta Didik di SD YBPK Kristen Kediri 
Kelas Tahun 2013/2014 Tahun 2014/ 2015 
I 16 21 
II 14 18 
III 23 14 
IV 23 24 
V 21 26 
VI 15 19 
Jumlah 112 122 
Sumber : Data  SD YBPK Kristen Kediri 
Tabel 17.  Keadaan Peserta Didik di SMP YBPK Kristen Kediri 
Kelas Tahun 2012/2013 Tahun 2013/ 2014 
I 12 16 
II 13 15 
III 15 11 
Jumlah 40 42 
Sumber : Data  SMP YBPK Kristen Kediri 
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Dari dua tabel di atas menunjukkan bahwa SD YBPK Kristen 
Kediri cukup banyak peminatnya. Hal ini dikarenakan SD YBPK Krsiten 
Kediri merupakan sekolah swasta yang berada di Kelurahan Semampir. 
Namun tidak demikian dengan SMP YBPK Kristen Kediri, yang jumlah 
siswanya sangat sedikit untuk takaran sebuah SMP. Hal ini jelas 
menunjukkan bahwa SD YBPK Kristen Kediri memang cukup bermutu, 
dan salah satu sekolah yang dipandang cukup baik oleh masyarakat. 
6. Sarana dan Prasarana Sekolah SD & SMP YBPK Kristen Kediri 
Sarana dan Prasarana SD dan SMP YBPK Kristen Kediri tidak 
berdiri secara terpisah apabila ditinjau dari kegunaannya antara lini 
sekolah dasar dan lini SMP. Perinciannya dapat dilihat pada tabel 18 dan 
tabel 19 sebagai berikut : 
Tabel 18.  Sarana dan Prasarana SD YBPK Kristen Kediri 
No Uraian Jml 
Keadaan 
Ket Baik Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang 
Rusak 
Berat 
1 Gedung SD 1 √ - √ -  
2 Kantor 1 √ - - -  
3 Aula 1 √ - - -  
4 Parkir 1 √ - - -  
5 
Perpustakaan 
& Lab. 
Komputer 
2 
√ - - -  
6 Ruang Agama Kristen - 
- - - -  
7 Gudang & Koperasi 1 
√ - - -  
8 Rumah Dinas Penjaga - 
- - - -  
9 Kamar Mandi / WC 4 
√ - - -  
10 UKS 1 √ - - -  
Sumber : Data SD YBPK Kristen Kediri (2014) 
91 
 
Tabel 19.  Sarana dan Prasarana SMP YBPK Kristen Kediri 
No Nama Ruangan Panjang Lebar Luas Ket 
1 Ruang kelas 7 6 8 48  
2 Ruang kelas 8 6 8 48  
3 Ruang kelas 9 6 8 48  
4 Ruang kepala sekolah 3 4 12  
5 Ruang guru   18  
6 Ruang tata usaha 3 4 12  
7 Ruang perpustakaan   24  
8 Ruang BK   6  
9 Ruang UKS   12  
10 Ruang OSIS   6  
11 Ruang TIK   20  
12 Ruang IPA   12  
13 Kamar mandi   5  
Sumber : Data SMP  YBPK Kristen Kediri (2014) 
Dilihat dari tabel di atas sarana prasarana yang ada di kedua 
sekolah SD dan SMP YBPK Kristen Kediri sudah sangat lengkap. Tidak 
hanya lengkap saja, namun juga dengan kondisi yang baik. Apalagi kedua 
sekolah SD dan SMP YBPK Krsiten Kediri juga bergandengan jadi sangat 
perlu sarana prasarana yang menunjuang untuk keberlangsungan proses 
pendidikan yang ada di kedua sekolah tersebut. Selain membuat proses 
kegiatan di sekolah menjadi lancar pasti semua warga sekolah juga akan 
merasa nyaman di dalamnya. Hal seperti inilah yang dapat dijadikan 
contoh bagi sekolah lain, bahwasanya sekolah tidak hanya menyiapkan 
saran prasarana namun juga pihak sekolah maupun warga sekolah harus 
turut menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada. 
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E. Hasil Penelitian 
1. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar di Kawasan Industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan 
Semampir, pada intinya menyatakan bahwa di Kelurahan Semampir 
pendidikan sudah berjalan cukup baik. Sarana dan prasarana pendidikan 
baik di Desa Semampir maupun yang berada di dalam sekolah di Desa 
Semampir sudah cukup lengkap dan layak pakai. Meskipun demikian 
beliau juga menyatakan bahwa di Kelurahan Semampir memang ada 
sebagian anak-anak yang tidak mendapat akses ke dunia pendidikan; 
bahkan tergolong gelandangan. Berikut ini kutipan hasil wawancara 
dengan Kepala Kelurahan, Mohammad Ayub S.SSTP: 
“Pelaksanaan pendidikan di sini sudah berjalan dengan cukup 
baik.Hal tersebut dapat terlihat dengan banyak dari anak-anak di 
desa ini yang bersekolah mulai dari TK-SMA,meskipun disini tidak 
ada SMA namunu saya juga melihat anak disini banyak yang 
bersekolah SMA yang berada di Kota Kediri. Namun disamping itu 
sebenarnya, di daerah dekat sini ada barak penampungan bagi 
pengemis maupun gelandangan yang di lindungi oleh dinas sosial 
Kota Kediri. Memang secara pendidikan mereka mendapatkan 
pendidikan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, 
terkadang juga ada mahasiswa yang mengajarkan pendidikan di 
sana. Namun masalah sekolah sebagian dari mereka masih tidak 
dapat bersekolah, hal itu disebabkan karena faktor ekonomi 
keluarga, mungkin juga bisa disebabkan sendiri karena faktor 
kurangnya kesadaran dari orang tuanya tentang pentingnya 
pendidikan untuk mereka,atau bisa juga karena faktor lingkungan 
yang berada di lingkungan sana.” (Sumber: wawancara penulis 
dengan MAB,– 19/09/2014) 
 
Terkait kebijakan wajib belajar, ketersediaan sekolah maupun 
sarana-prasarana baik yang ada di desa maupun di sekolah sudah cukup 
93 
 
membuktikan bahwasanya desa sangat mengupayakan kebijakan wajib 
belajar dapat terlaksanana dengan maksimal, dan hal tersebut nampaknya 
juga cukup diketahui oleh kepala Kelurahan Semampir yang juga 
berperan aktif dalam mendorong program pendidikan yang ada. Bentuk 
dorongan tersebut berupa kemudahan dalam mengurus berkas-berkas 
yang akan memudahkan anak dari keluarga tidak mampu untuk dapat 
mengenyam pendidikan. Bagi anak-anak yang berada di barak 
penampungan pihak kelurahan juga terlibat aktif dalam memantau serta 
memberikan persetujuan berupa surat-menyurat apabila ada pihak yang 
ingin memberikan bantuan baik dari sektor pendidikan,kesehatan, dll  
“Saya memang bukan dari basic pendidikan, jadi kita hanya sekedar 
mendorong atau membantu dalam proses pendidikan sekedar berupa 
surat menyurat. Saya pribadi sangat menginginkan semua orang tua 
di sini dapat menyekolahkan anaknya. Namun semua itu kembali 
lagi kepada faktor ekonomi keluarga,kita sebenarnya juga sebisa 
mungkin membantu namun nampaknya masih ada masyarakat yang 
kolot sehingga terdapat anak yang tmasih tidak dapat bersekolah, 
contohnya ya yang ada di barak penampungan itu, ya nampaknya 
semua itu memang kembali kepada kesadarannya sendiri saja 
tentang memanggapi pentingnya pendidikan untuk mereka.” 
(Sumber: wawancara penulis dengan MAB – 19/09/2014) 
 
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapatlah diketahui 
bahwa kepala Kelurahan Semampir menyadari bahwa aspek kesadaran 
orang tua terhadap pentingnya pendidikan merupakan kunci dari 
suksesnya pendidikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu 
juga akan kembali pada faktor ekonomi keluarga. Apabila mengacu pada 
data statistik kependudukan Kelurahan Semampir, yang mayoritas 
penduduk bermata pencaharian sebagai karyawan di perusahaan swasta, 
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yakni sebanyak 1711 orang, menurut penulis hanya sebagian kecil saja 
yang mendapat posisi penting dalam perusahaan. Itu artinya mayoritas 
penduduk yang bekerja di sektor industri (perusahaan swasta) adalah 
buruh kasar yang berpenghasilan rendah. 
Untuk optimalisasi dari penerapan kebijakan wajib belajar 
tentunya harus ada kesadaran di masyarakat bahwa pendidikan sangat 
penting bagi masa depan anak. Jadi harus ada komunikasi dua arah antara 
instansi pendidikan dengan masyarakat, bahkan masyarakat harus terlibat 
dalam keberlangsungan proses pendidikan. Menurut Suprihatin, S.Pd.SD 
(kepala sekolah SDN 4 Semampir): 
“Masyarakat harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi program sekolah. Biasanya di akhir dan awal tahun ada 
masukan dari masyarakat untuk meningkatkan prestasi peserta didik, 
baik akademik maupun non akademik. Selain itu kita juga 
membahas kelanjutan pendidikan anak.” (Sumber: wawancara 
penulis dengan SPN –22/09/2014). 
 
Dari pertemuan yang dilakukan memang diharapkan muncul suatu 
ide ataupun gagasan dari wali muri demi membangun kualitas sekolah 
yang lebih baik lagi. Dalam hal ini pihak sekolah juga Nampak terbuka 
untuk menerima kritik maupun saran dari semua pihak khususnya dari 
pihak wali siswa.  
Ketika penulis menanyakan mengenai upaya sekolah dalam 
menerapkan kebijakan wajib belajar dapat tercapai, kepala sekolah 
menyampaikan jawaban :  
“Dengan tidak menghambat siswa dalam memperoleh pendidikan di 
sekolah, contohnya dengan tidak mengeluarkan siswa yang ada 
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disini, apabila memang terjadi permasalahan kita peringati terlebih 
dahulu dan kita membantu menyelesaikan jalan keluarnya.” 
 
Ketika penulis menanyakan mengenai program penunjang dalam 
implementasi kebijakan pendidikan, berikut kutipan jawaban dari kepala 
sekolah SD Semampir 4 : 
“Kita hanya memberikan dan mengingatkan kepada wali murid agar 
anaknya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, jangan hanya 
berhenti di SD saja. Untuk yang lain kita hanya menaati aturan yang 
ada pada kebijakan wajib belajar, dengan membebaskan biaya 
sekolah” 
 
Semua upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah tentu tidak akan 
dapat berjalan dengan maksimal, apabila tidak ada bentuk kerjasama dari 
semua warga sekolah dengan wali murid untuk mewujudkan program 
yang lebih baik lagi. 
Terkait dengan upaya dalam implementasi kebijakan wajib 
belajar tentu harus diikuti dengan ketersediaan sarana prasarana yang 
lengkap dan dalam kondisi yang layak pakai. Hal ini juga dapat dijadikan 
faktor penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan wajib belajar 
dapat berjalan dengan baik. Seperti wawancara yang dilakukan kepada 
Kepala Sekolah SD Semampir 4 : 
“Untuk fasilitas disini sudah cukup lengkap dan dalam kondisi yang 
baik, hal ini membuat proses pendidikan disini lebih berjalan dengan 
aman dan nyaman, Dulunya fasilitas tersebut merupakan bantuan 
yang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS setelah kita juga 
mengajukan proposal bantuan yang kami berikan kepada pihak 
terkait, dan Alhamdulillah dikabulkan dan sekarang dapat kita pakai 
bersama.” 
 
Berdasarkan kutipan wawancara dengan pihak sekolah SD 
Semampir 4, dapat diketahui bahwasanya pemerintah Nampak membantu 
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dan memperhatikan pendidikan yang ada di Indonesia untuk memberikan 
peningkatan dan kenyaman bagi pemakainya. Pernyataan di atas tidak 
jauh berbeda dengan kepala sekolah lain yang ada di Kelurahan 
Semampir, yakni: Dwi Harini S.Pd. SD (Kepala Sekolah SDN 2 
Semampir), Dra. TYAS WIDIANI (Kepala Sekolah SD YBPK 
Semampir), Sedarto, S.Pd (Kepala Sekolah SMP YBPK Semampir). 
Pada intinya semua pihak menyatakan bahwa kondisi sekolah dilihat dari 
sarana dan prasarana sudah cukup baik sehingga dapat membuat proses 
pendidikan berjalan nyaman dan aman. Sekolah telah benar-benar turut 
aktif menanamkan kesadaran wajib belajar kepada masyarakat. Dalam ini 
implementasi wajib belajar khususnya yang berada di tingkat sekolah di 
Kelurahan Semampir sudah berjalan sesuai ketentuan pemerintah, pihak 
sekolah juga memberikan suatu penjelasan mengenai pentinya 
pendidikan. Seperti dalam kutipan hasil wawancara dengan Dwi Harini 
S.Pd (Kepala Sekolah SD Semampir 2) di bawah ini : 
“Sekolah menuruti semua aturan yang ada, yang dibuat pemerintah. 
Contohnya adalah melalui wajar (wajib belajar) ini, pemerintah 
menggratiskan masyarakat untuk masuk ke sekolah yang mereka 
inginkan, dan pihak sekolah juga menaati hal tersebut, selain itu 
pihak sekolah juga turut serta membantu membagikan seragam gratis 
bagi siswa. Hal seperti itulah yang kami lakukan untuk turut serta 
dalam pelaksanaan wajib belajar.” (Sumber: Wawancara penulis 
dengan DH -22/09/2014). 
 
SD dan SMP YBPK Kristem Kediri yang merupakan sekolah 
swasta yang ada di Kelurahan Semampir juga memiliki upaya yang 
berbeda dalam menjalankan kebijakan wajib belajar. Selain SD dan SMP 
YBPK merupakan sekolah regular seperti pada sekolah umumnya, 
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nampaknya kedua sekolah tersebut juga mempunyai program inklusi 
yang didalamnya terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Seperti yang 
dijelaskan oleh Kepala Sekolah SD YBPK Kristen Kediri berikut ini : 
“Untuk diketahui bahwasanya sekolah sini merupakan sekolah 
inklusi dan regular seperti biasa mas, dimana terdapat anak 
berkebutuhan khusus yang bersekolah disini, untuk proses 
pendidikannya mereka kami disini juga sudah ada guru pendamping 
dan apabila dirasa kurang kami juga bekerjasama dengan SLB untuk 
membantu proses pendidikan mereka. Kami disini juga dibawa 
naungan Yayasan Badan Pendidikan Kristen, namun untuk siswanya 
sendiri kita tidak hanya Kristen saja namun juga semua agama ada 
disini. Kami disini juga ada SMP yang apabila berkehendak maka 
mereka dapat langsung masuk ke SMP kami yang ada di sebelah 
selatan.” (Sumber: Wawancara penulis dengan TWI -24/09/2014). 
 
 
Pernyataan tersebut juga semakin dikuatkan dengan wawancara 
yang dilakukan pada Kepala Sekolah SMP YBPK Kristen Kediri berikut 
ini: 
“Kita disini adalah SMP YBPK yang juga sama sama merupakan 
sekolah regular dan inklusi, bahkan sistemnya kita hampir sama 
soalnya kan kita juga satu yayasan dan satu gedung sekolah. 
Mungkin sudah dijelaskan untuk pengajarnya kita juga ada tenaga 
pengajar khusus yang mendampingi siswa inklusi. Meskipun kita 
berada di yayasan Kristen namun kita juga membuka sekolah ini 
untuk umum dari semua agama. Pada dasarnya sekolah ini juga tidak 
semata untuk dijadikan tempatnya anak SD YBPK, namun siswa 
dari sekolah lain apabila menginginkan masuk di sekolah kami, kita 
juga sangat terbuka.” (Sumber: Wawancara penulis dengan SDT -
24/10/2014). 
 
Dari pernyataan kutipan diatas dapat diketahui bahwsanya 
terdapat program yang menarik yang dilakukan oleh SD-SMP YBPK 
Kristen Kediri, selain inklusi dan tidak menyangkut pautkan satu agama 
saja kedua sekolah tersebut juga meberikan kebebasan kepada siswanya 
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untuk dapat melanjutkan ke tingkat SMP yang juga sudah disediakan. 
Hal in sangatlah membantu dalam jalannya implementasi kebijakan 
wajib belajar yang ada di sekolah tersebut. Bahkan terdapat pula proram 
maupun upaya lain dari sekolah tersebut untuk menerapkan implementasi 
kebijakan wajib belajar dapat berjalan dengan maksimal yaitu dengan 
layanan antar jemput kepada siswanya yang memiliki suatu 
permasalahan. Seperti yang terkutip dalam wawancara dengan Kepala 
Sekoah SMP YBPK Kristen berikut ini : 
“Program kita memberikan seragam sekolah gratis maupun layanan 
antar jemput untuk anak yang kesulitan dalam bersekolah. Itu pun 
juga kita tanpa berharap imbalan apapun. Yang penting si anak 
punya motivasi maka kamipun merasa sangat bersemangat pula.” 
(Sumber: Wawancara penulis dengan SDT, S.Pd -24/09/2014). 
 
Untuk menciptakan suatu upaya dalam menjalankan kebijakan 
wajib belajar dapat berjalan dengan maksimal juga harus ada komunikasi 
dua arah, antara pihak sekolah dan masyarakat di mana masyarakat 
mengetahui kondisi sekolah tersebut dan alokasi dana dari pemerintah 
selalu dirinci secara terbuka. Dari semua sekolah yang dalam penelitian 
ini, tidak ada satu pun yang sampai mengeluarkan siswa, baik dengan 
alasan akademis maupun latar belakang ekonomi wali murid. Kenyataan 
tersebut berpengaruh signifikan terhadap angka statistik. Namun data 
yang dikeluarkan Kelurahan Semampir tahun 2014, faktanya demikian: 
usia 7-18 tahun yang tidak sekolah ada sebanyak 552 orang, usia 18-56 
tahun yang pernah mengenyam pendidikan SD tetapi tidak tamat 
sebanyak 231 orang, dan usia 12-56 tidak tamat SMP sebanyak 1341 
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orang. Berdasarkan data tersebut, apabila dihitung secara kasar 
ditemuilah bahwa di Kelurahan Semampir ada sebanyak 2124 orang (usia 
7-56 tahun) yang bahkan tidak tuntas wajib belajar 9 tahun pada tahun 
2014. Jumlah tersebut cukup mengerikan untuk takaran sebuah kelurahan 
yang hanya berjarak 1 KM dari pusat Kota Kediri. Agar memperjelas 
pemahaman, maka dapatlah dijelaskan sebagai berikut:  
1) Angka statistik yang menghitung usia 18-56 tahun tidak dapat 
dijadikan acuan untuk melihat kondisi sekarang karena data tersebut 
terakumulasi dengan data perhitungan tahun-tahun sebelum dalam 
rentang waktu yang terlalu panjang. 
2) Untuk mendapatkan angka yang relevan dengan kondisi sekarang 
maka batasan usia yang dapat dijadikan acuan hanya antara 7-18 
tahun. 
3) Terkait pemikiran no 2 di atas, pada saat data statistik diambil dari 
arsip kelurahan (yakni tahun 2014) paling tidak usia tertua sekarang 
(18 tahun) pada 5 tahun sebelumnya masih berusia 13 tahun, jadi 
rentang batasan datanya lebih relevan. 
4) Angka statistik yang menunjukkan bahwa ada sejumlah 552 orang 
(usia 7-18 tahun) tidak mengenyam pendidikan formal (sekolah) lebih 
layak menjadi acuan, tetapi angka ini masih mengerikan untuk takaran 
sebuah kelurahan yang hanya berjarak 1 KM dari pusat Kota Kediri. 
Hal ini dikarenakan apabila mengambil 20% saja dari jumlah pada 
rentang data 12-56 tahun dan 18-56 tahun dan diakumulasikan pada 
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rentang data 7-18 tahun maka jumlah yang tidak tuntas wajib belajar 9 
tahun sekitar 876 orang. Angka yang penulis dapatkan secara kasar 
tersebut paling tidak mendekati 10% dari jumlah penduduk di 
Kelurahan Semampir tahun 2014.   
Dari empat pemahaman terhadap data statistik Kelurahan 
Semampir di atas, tampak jelas bahwa terdapat perbedaan pemahaman 
antara data statistik kelurahan dengan kenyataan di lapangan. Meskipun 
demikian, tentunya masing-masing sekolah telah menjalankan hakikat 
institusi pendidikan secara optimal sesuai dengan apa yang pemerintah 
harapkan. Pihak sekolah tentu menyadari hakikat kebijakan wajib belajar 
yang dikehendaki pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah yang 
sudah dikeluarkan sejak tahun 2008, sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Sedarto, S.Pd (Kepala Sekolah SMP YBPK Semampir) di bawah ini: 
“Wajib belajar merupakan kebijakan maupun tuntutan yang dibuat 
pemerintah agar masyarakat khususnya orang tua dapat 
menyekolahkan anaknya pada jenjang yang telah ditetapkan, hal ini 
saya kira dalam upaya pemerataan pendidikan yang ada di 
Indonesia.” (Sumber: Wawancara penulis dengan SDT – 
24/091/2014). 
 
Setelah mengkaji program wajib belajar di Kelurahan Semampir, 
dengan membandingkan data statistik kelurahan dan kenyataan di 
lapangan (SDN 2 Semampir, SDN 4 Semampir, SD dan SMP YBPK 
Semampir) maka dapatlah disimpulkan bahwa: (1) implementasi 
kebijakan wajib belajar jika ditinjau berdasarkan objektifitas di sekolah 
sudah berjalan dengan baik, (2) implementasi kebijakan wajib belajar 
jika ditinjau dari statistik Kelurahan Semampir menunjukkan bahwa 
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kurang dari 10% penduduk Kelurahan Semampir tidak menuntaskan 
wajib belajar 9 tahun. Ketercapaian tersebut tentunya disebabkan oleh 
berbagai upaya serius yang dilakukan oleh pihak desa sendiri maupun 
dari sekolah di Desa Semampir tersebut dalam mewujudkan ketercapaian 
kebijakan wajib belajar , beberapa upaya yang dilakukan antara lain 
adalah : adanya biaya pendidikan gratis dari pihak sekolah, pembagian 
seragam gratis yang dilakukan oleh beberapa sekolah, komunikasi dua 
arah yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan wali siswa, tidak 
mengeluarkan siswa dari sekolah, sarana prasarana yang mendukung, 
orang tua dilibatkan dalam rapat sekolah, serta terdapat pula sekolah 
yang menciptakan program inklusi dan juga memberikan layanan antar 
jemput kepada siswa yang kurang mampu dan memliki keterbatasan 
dalam mengakses ke sekolah 
 
2. Problem Orang Tua dalam Implementasi Program Kebijakan Wajib 
Belajar di Kawasan Industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur 
Setelah melihat kebijakan wajib belajar secara objektifitas dapat 
tercapai dengan baik, disisi lain masih terdapat beberapa persoalan yang 
dialami oleh masyarakat, khususnya orang tua dalam jalannya kebijakan 
wajib belajar yang ada di Indonesia. Problem utama yang menjadi latar 
belakang orang tua sehingga tidak menyekolahkan anaknya, adalah 
lemahnya perekonomian keluarga. Hal tersebut akan merambat pada 
sikap yang memandang bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting 
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bagi anaknya. Berdasarkan wawancara dengan orang tua yang sudah 
tamat SMK dan bekerja sebagai tukang becak, ditemuilah bahwa ada 
faktor kekecewaan terhadap dunia pendidikan. Kekecewaan tersebut 
memang hanya sebagaian kecil dari fakta yang ada di lapangan, tetapi 
jelas melatarbelakangi mayoritas kaum miskin di Kelurahan Semampir 
(bahkan di seluruh Indonesia). Berikut ini kutipkan hasil wawancara 
dengan responden terkait penting atau tidaknya pendidikan: 
“Ya bisa dibilang penting bisa juga dibilang tidak mas. Contoh 
pentingnya adalah melalui pendidikan dapat membuat orang menjadi 
pintar, yang penting tidak “minteri saja mas”, tidak pentingnya 
adalah contohnya saya mas, dengan lulusan SMK kan itu sudah 
merupakan pendidikan yang cukup tinggi, toh nyatanya saya juga 
sekarang menjadi tukang becak saja, padahal dulu di sekolah saya 
juga ingat perkataan perkataan dari guru saya bahwa saya akan 
mendapatkan pekerjaan yang bagus dari pendidikan itu mas.” 
(Wawancara penulis dengan responden tamatan SMK -25/09/1014). 
 
Dari kutipan wawancara di atas, meskipun responden terlihat 
tidak serius dalam menjawab pertanyaan, paling tidak ada beberapa poin 
yang memang menjadi permasalahan kunci, yakni: (1) Responden selaku 
tamatan SMK sebetulnya menyadari bahwa pendidikan itu penting, tetapi 
karena yang bersangkutan mendapati kekecewaan, yakni tidak bisa 
bekerja di bidang yang sesuai, maka muncul rasa kecewa terhadap dunia 
pendidikan. Padahal yang menjadi masalah adalah lapangan kerja yang 
sedikit dan tidak merata. (2) Responden selaku tamatan SMK menyadari 
bahwa dia telah menamatkan pendidikan yang tergolong tinggi dan 
disadari atau tidak responden sudah tuntas wajar 12 tahun.   
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Perihal sikapnya terhadap kebijakan wajib belajar yang ditetapkan 
pemerintah, responden justru mempertanyakan keseriusan pemerintah, 
kemudian responden mengacu pada persoalan ekonomi yang merupakan 
latar belakang masalah pendidikan bagi keluarganya.  
“Kita ini orang kecil mas. Lah anak saya itu saja yang sekarang 
umurnya 16 dan 9 tahun juga tidak pernah sekolah. Kalau itu adalah 
wajib kan seharusnnya kita di sini juga diperhatikan oleh 
pemerintah, nyatanya sampai sekarang juga kita dibiarkan saja 
seperti ini.” 
 
Responden lain, yang bekerja sebagai buruh kasar dan hanya 
tamat SD, yang ternyata adalah alumni SDN 2 Semampir, ketika 
menjawab pertanyaan perihal penting atau tidaknya pendidikan justru 
memandang positif tentang pendidikan.  
“Wah itu sangat penting mas. Kalau orang itu dapat bersungguh-
sungguh dalam memperoleh pendidikan tentu dia kelak akan 
menjadi orang sukses. Bahkan sampai sekarang pun saya masih 
menyesal mas kenapa saya hanya bisa sampai lulusan SD saja mas, 
mungkin kalau keluarga saya berkecukupan saya ingin menempuh 
pendidikan setinggi mungkin mas.” (Wawancara penulis dengan 
Orang tua tamatan SD -25/09/1014). 
 
Ketika penulis bertanya tentang kebijakan wajib belajar: 
“Dari penjelasan masnya tadi saya mengerti bahwasanya pemerintah 
mengharuskan orang tua yang mempunyai anak seusia SD-SMA 
harus bersekolah. Melihat dari sana saya sangat mengapresiasi 
program dari pemerintah mas, tentu program dari pemerintah juga 
harus diimbangi dengan program-program yang jelas dan penjelasan 
yang baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri kepada 
masyarakat, sehingga orang seperti saya ini dapat mengetahui dan 
menerapkannya.” 
 
Ketika penulis bertanya tentang Pendidikan Anaknya: 
“Anak saya yang paling besar dulunya saya sekolahkan sampai lulus 
SD mas. Tapi sekarang saya tidak melanjutkan sekolahnya, la 
gimana lagi mas dulu itu saya suruh sekolah malah tidak mau mas, di 
sekolah dia juga pernah berantem dengan siswanya. Sampai saya 
sering sekali di panggil gurunya kesekolah mas. Malu saya mas. Jadi 
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ya terpaksanya saya tidak melanjutkan sekolah dia. Anak saya yang 
kedua dia masih kecil dan belum waktunya sekolah. Tidak tau nanti 
bagaimana untuk sekolahnya.” 
 
Dari beberapa kutipan wawancara di atas, maka dapatlah 
diketahui bahwa responden, meskipun orang tua tamatan SD dan tidak 
mengetahui adanya kebijakan wajib belajar, setelah mendapat penjelasan 
perihal kebijakan tersebut, responden akhirnya memandang positif 
kebijakan wajib belajar. Hanya saja keterbelakangan ekonomi 
membuatnya tidak dapat melakukan banyak hal untuk anaknya, dan 
hanya bisa menyekolahkan sampai SD. 
Responden lain selaku orang tua yang juga tamatan SD, yang 
bekerja sebagai pemulung memiliki sudut pandang pandang yang negatif 
dan tidak menyadari pentingnya pendidikan. Cara pandangnya sangat 
sempit sehingga hanya mampu menangkap hal-hal negatif dari 
pendidikan, seperti kenakalan remaja, tawuran dan sebagainya. Berikut 
ini kutipan jawaban responden ketika menjawab tentang seberapa penting 
pendidikan. 
“Kalau buat saya ya biasa saja, la orang yang bersekolah gitu juga 
belum tentu tingkah lakunya baik. Malah saya melihat di tv gitu 
malah sering terjadi terjadi tawuran, bahkan gurunya juga terkadang 
sampai ada yang menghamili muridnya  sampai ada anak yang 
meninggal di sekolah. Terus kalau seperti itu mananya yang 
penting?” (Wawancara penulis dengan Orang tua tamatan SD -
1/10/1014). 
 
Kemudian ketika penulis jelaskan hakikat wajib belajar, berikut ini 
jawabannya: 
“Kalau penjelasannya masnya seperti tadi. Ya seharusnya jangan 
sekedar kita yang diwajibkan untuk sekolah. Namun juga itu tuh 
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guru dan juga pemerintah sendiri harus berkaca terlebih dahulu 
apakah mereka sudah layak untuk menyuruh kita untuk bersekolah, 
La tingkah lakunya mereka saja seperti itu. Saya tidak perlu 
menyekolahkan anak saya yang penting bisa mendidik anak saya 
untuk tidak mengikuti tingkat laku pejabat dan guru itu buat saya 
sudah cukup.” 
 
Ketika penulis bertanya perihal pendidikan anaknya: 
“Anak saya tidak saya suruh bersekolah mas, saya pikir kalau untuk 
belajar membaca dan berhitung saja saya bisa mengajarkan dia. 
Tidak harus lewat sekolah-sekolah itu.” 
 
Dan, yang menarik adalah ketika penulis bertanya tentang harapan 
terhadap dunia pendidikan Indonesia, berikut jawaban responden 
tersebut: 
“Haduh mas, saya melihat pendidikan sekarang ini masih bobrok 
mas, dilihat dari tingkat laku mereka yang saya lihat di tv, baik dari 
gurunya maupun dari siswanya sendiri kan mereka menunjukkan 
bukan orang yang berpendidikan. Saya masih belum rela 
menyekolahkan anak saya. Saya tidak mau masa depan anak saya 
jadi buruk. Semoga pemerintah dapat memperbaiki ini semua, 
sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik. Setidaknya orang 
seperti saya pasti banyak. Dan untuk itu setidaknya upaya 
pemerintah dapat meyakinkan saya pribadi bahwasanya pendidikan 
itu adalah baik.” 
 
Apa yang didapatkan dari jawaban responden di atas cukup 
memukau. Cara pandang responden tersebut terlalu sempit. Semua 
pandangan buruk responden tersebut adalah akibat media yang terlalu 
berlebihan dalam mengangkat berita buruk tentang dunia pendidikan, 
yang tentu saja hanya sebagian kecil dari keseluruhannya. Di lain sisi, 
sangatlah jelas bahwa responden tersebut tidak memiliki akses dalam 
mendapatkan pendidikan, cara pandang orang tua tersebut keliru dan 
justru akan membahayakan masa depan anaknya. 
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Kemudian responden selaku orang tua yang bekerja sebagai 
penjual es yang pendidikannya sebatas tamat SMP namun tidak tahu 
sama sekali tentang kebijakan wajib belajar dari pemerintah. Ironisnya 
responden juga tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan memandang 
negatif pendidikan dan faktor ekonomi. Berikut ini beberapa pertanyaan 
yang dijawab oleh responden, yang dimulai dari jawaban pertanyaan 
tentang pentingnya pendidikan: 
“Kalau saya pribadi menyikapi pendidikan itu ada 2 macem mas. 
Mungkin penting bagi orang yang mempunyai uang, entah karena 
gengsi atau apa. Namun bagi kaum seperti saya begini ya pendidikan 
itu biasa mas. Karena nantinya kan orang-orang seperti saya ini 
kalau tidak berjualan palingan juga menjual jasa kepada orang lain. 
Apalagi dunia pekerjaan sekarang yang sudah dipengaruhi oleh 
uang. Ya itu yang bekerja di kantor-kantor itu juga pasti orang-orang 
yang beruang mas. Mereka bertambah kaya dan kita bertambah 
miskin mas. Tapi saya masih bersyukur mas, saya masih bisa 
mendapatkan penghasilan sendiri dengan cara yang halal dan jujur.” 
(Sumber: Wawancara penulis dengan orang tua tamatan 
SMP/penjual es – 3/10/2014). 
 
Ketika penulis menanyakan tentang kebijakan wajib belajar: 
“Dilihat dari penjelasan mas-nya mengenai wajibnya orang tua 
menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang SMA (sekarang) buat 
saya itu sekali lagi penting bagi orang yang mempunyai uang mas. 
Kalau buat saya, saya sekarang juga mempunyai anak yang tidak 
sekolah mas, karena saya tidak mau membuang-buang uang saya 
untuk masa depan yang tidak pasti mas. Kalau untuk kaum seperti 
saya gini ya lebih baik uang untuk menyekolahkan anak dibuat untuk 
modal usaha saja mas. Sedangkan untuk pendidikan anak saya, 
sediki sedikit saya bisa mengajarkan kepada mereka. Memang saya 
tidak bisa mengajarkan pelajaran secara luas mas. Namun saya 
mengajarkan anak saya dengan tulus cara bertingkah laku terhadap 
orang lain.”   
Berdasarkan wawancara dengan responden di atas, dapat dilihat 
bahwa responden juga memandang negatif terhadap dunia pendidikan. 
Responden tidak mengerti tentang adanya kebijakan wajib belajar, dan 
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tidak memiliki akses terhadap dunia pendidikan. Tetapi responden ini 
memiliki pandangan yang sedikit tajam, yakni pendidikan hanya penting 
bagi orang yang mampu. Pandangan seperti itu memang tidak dapat 
disalahkan, tetapi hanya akan memperburuk keadaan responden atau 
orang-orang yang berpikiran sama. 
Berikut ini kutipan beberapa jawaban dari pertanyaan terkait 
kebijakan wajib belajar dengan seorang responden yang selaku orang tua, 
dan bekerja sebagai pedagang asongan. Ketika pertanyaan tentang 
seberapa penting pendidikan diajukan, jawabannya pun kurang lebih 
sama dengan beberapa responden lain: 
“Pendidikan menurut saya biasa saja. Toh pada akhirnya dari 
pendidikan itu ya untuk bekerja. Dan sekarang saya pun sudah 
bekerja. Mungkin orang seperti saya ini ya begini ini jenis 
pekerjaannya. Mau jadi pegawai di kantoran juga kalau tidak punya 
uang tidak bisa masuk sekarang ini mas. Intinya permainan uang saja 
lah sebenarnya itu, makanya banyak pegawai-pegawai itu yang 
korupsi untuk mendapatkan balik modal istilahnya mas. Kalau saya 
sih menyikapinya ya itu tidak sepenuhnya serius mas program yang 
diberikan oleh pemerintah. Katanya saja sekolah itu gratis, tapi untuk 
seragam, alat tulis,dll saja kita masih harus beli sendiri. Belum lagi 
buku mas, pasti pemerintah juga tidak mau rugi dan pasti akan ada 
penjualan buku panduan, kalau tidak beli buku ya anak kita tidak 
bisa bersaing dikelas. Ada lagi juga masalah di dunia pekerjaan itu 
mas yang syarat dengan permainan uang, kalau tidak punya orang 
dalam dalam dunia pekerjaan akan sulit untuk memasuki pekerjaan 
yang bagus.” 
 
Demikianlah setelah mendapatkan keterangan dari enam 
responden di Kelurahan Semampir yang tidak memiliki latar belakang 
pendidikan yang cukup, tidak mendapatkan akses pada dunia pendidikan, 
dan tidak disokong dengan ekonomi yang matang, dapat dilihat bahwa 
mayoritas responden memandang bahwa pendidikan itu tidak penting. 
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Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak tahu bahwa seorang 
anak harus dididik agar menjadi pribadi yang dapat bersaing dalam dunia 
kerja –walaupun di sektor kerja kasar/buruh. Hal ini jelas disebabkan 
karena mereka melihat bahwa institusi pendidikan, pada praktiknya di 
lapangan, tidak seperti institusi dalam kaca mata kalangan akademisi. 
Masyarakat adalah bukti nyata dari praktik pendidikan, jadi seburuk apa 
pun dan sebaik apa pun cara mereka memandang, tergantung oleh realitas 
di lapangan. 
Agar mendapat bandingan hasil wawancara dari sudut pandang 
yang berbeda, penulis juga mewawancarai responden, selaku orang tua 
yang bekerja sebagai pegawai di Kantor Kecamatan Kediri Kota. 
Responden ini memiliki cara pandang yang bernuansa akademis, karena 
memang menamatkan pendidikan sampai jenjang S1 Teknik Sipil di 
Universitas Brawijaya Malang. Demikianlah, ketika pertanyaan tentang 
pentingnya pendidikan diajukan, responden pun menjawab: 
“Jelas sangat penting mas. Pendidikan itu menurut saya ya faktor 
utama dalam membentuk masa depan yang lebih baik lagi. Melalui 
pendidikan seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang mereka 
inginkan asalkan orang itu mau bersungguh-sungguh mas. Coba saja 
dibayangan mau jadi apa kita atau pun bahkan Indonesia tanpa 
adanya pendidikan, pasti kita akan mudah dibodohi oleh orang lain. 
Pendidikan itu menjadi salah satu tolak ukur penilaian suatu bangsa 
mas, tentunya selain kesehatan dan bidang pertanian. Kalau secara 
teori yang sebenarnya saya kurang memahami mas. Namun saya 
akan mencoba menjawab. Kebijakan wajib belajar adalah suatu 
program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas manusia melalui pendidikan dalam upaya untuk pemerataan 
pendidikan dengan cara mewajibkan kita sebagai orang tua untuk 
menyekolahkan anak kita sampai pada SMA (18 tahun).” 
(Wawancara penulis dengan Pegawai Kantor Kecamatan Kediri Kota 
-6/10/2014). 
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Ketika penulis bertanya tentang sikap responden terhadap kebijakan 
tersebut: 
“Jelas kebijakan wajib belajar itu sangat penting. Itu adalah upaya 
nyata pemerintah dalam memperhatikan dunia pendidikan yang ada 
di Indonesia. Pemerintah sangat menginkan bangsa Indonesia yang 
berpendidikan. Hal ini juga sangat berguna untuk kita. Apalagi hal 
itu dikuti dengan program sekolah gratis. Maupun juga adanya bea 
siswa bagi murid yang berprestasi. Semoga semua masyarakat bisa 
mengerti hal ini dan kita dapat membantu sama-sama bangsa 
Indonesia ini lebih baik lagi, khususnya melalui pendidikan yang 
ada.” 
 
Berdasarkan jawaban responden di atas, maka dapatlah 
disimpulkan bahwa orang tua yang berlatar belakang pendidikan tinggi 
akan menyadari betapa pentingnya pendidikan, meskipun belum tentu 
searah dengan dukungan faktor ekonomi. Hal ini karena fakta bahwa 
tidak semua orang tua yang berlatar belakang pendidikan tinggi dapat 
bekerja di sektor yang mampu menyokong pilar ekonomi keluarga, hanya 
saja mayoritas memang dapat hidup dengan gaji di atas UMR. 
Demikianlah setelah mendeskripsikan dan menganalisis problem 
orang tua terhadap kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil wawancara 
dengan responden, sebagian besar berlatar belakang ekonomi lemah dan 
tidak menyadari pentingnya pendidikan dan tidak mengetahui kebijakan 
wajib belajar. (2) Latar Belakang pendidikan orang tua sangat 
mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pendidikan, semakin 
tinggi pendidikan orang tua maka akan semakin tinggi pula kesadaran 
mereka terhadap kebijakan wajib belajar.  
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Adapun terkait kesadaran orang tua terhadap program kebijakan 
wajib belajar, apabila mengacu pada statistik pekerjaan di Kelurahan 
Semampir, yakni mayoritas bekerja di sektor Industri sebagai 
karyawan/buruh, dan tidak adanya anak putus sekolah di Kelurahan 
Semampir, maka kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan 
sudah cukup tinggi. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei yang pernah 
dilakukan KSBSI, KSPSI, KSPI dan ILO (2007), bahwa 63% buruh di 
Indonesia bersedia mengorbankan 28% sampai 38% pendapatan untuk 
biaya pendidikan anak. 
Orang tua miskin di Kelurahan Semampir yang tidak 
menyekolahkan anaknya jelas tidak mau berpartisipasi terhadap 
kebijakan wajib belajar. Mereka telah termakan berbagai pemberitaan 
buruk di media, mereka tidak mau mencari akses ke dunia pendidikan, 
dan tidak mengerti betapa penting pendidikan bagi anak. Kenyataan ini 
seharusnya disadari oleh pemerintah (khususnya pemerintah setempat) 
dan harus segera dicarikan solusi jika pendidikan ingin berjalan lebih 
maksimal dan merata. Oleh karena itu peyuluhan dan berbagai bentuk 
upaya penanaman kesadaran pada orang tua miskin tentang pentingnya 
wajib belajar harus dilakukan.  
Dalam penelitian ini, beberapa responden yang menjadi sumber 
data wawancara pun memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan, 
meskipun sebagiannya sangat memandang sinis dan kecewa dengan 
sistem pendidikan sehingga tidak mau menyekolahkan anaknya. 
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Meskipun sebagian besar memandang buruk terhadap sistem pendidikan, 
pada kenyataannya yang menyebabkan para orang tua tidak 
menyekolahkan anaknya adalah kondisi kemiskinan, selain itu tentu di 
sebabkan oleh latar belakang pendidikan orang tua yang masih kurang, 
serta juga bias juga disebabkan karena akses maupun infomasi yang 
kurang terhadap pendidikan yang diterima oleh orang tua yang 
bersangkutan. 
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Wajib 
Belajar di Kawasan Industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur 
Faktor yang menghambat pelaksanaan wajib belajar di Kelurahan 
Semampir pada dasarnya mengerucut pada persoalan ekonomi. 
Kemudian faktor kesadaran orang tua, dan faktor internal dalam pribadi 
anak. Meskipun Semampir merupakan kawasan industri di Kota Kediri, 
tetapi ketimpangan sosial juga cukup tinggi mengacu pada banyaknya 
penduduk yang bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. 
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian besar 
penduduk di Kelurahan Semampir bekerja di sektor industri sebagai 
buruh pabrik. Dalam hal ini sektor industri yang menyerap tenaga kerja 
terbanyak memang didominasi oleh PT Gudang Garam. Faktanya 78% 
dari perekonomian Kota Kediri, yang memiliki luas wilayah 63,40 Km2, 
sangat ditentukan oleh industri pengolahan. Dari persentase tersebut, 
68% di antaranya berasal dari Gudang Garam  (Agung, 2004). 
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Rata-rata orang tua yang tergolong ekonomi lemah (kalangan 
buruh tetap dan buruh lepas) memang mengalami kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, dan hal ini dapat berdampak 
buruk bagi masa depan anaknya. Hal ini sejalan dengan pernyataan 
Muhammad Ayub, SSTP selaku Kepala Kelurahan Semampir. 
“Yang menjadi kendala secara umum ya masalah keadaan ekonomi 
keluarga, itu yang akan membuat pelaksanaannya tidak dapat 
berjalan dengan maksimal. Mungkin di sisi lain juga masalah 
kesadaran orang tua-nya sendiri maupun dari anaknya yang tidak 
menginginkan untuk sekolah.” (Wawancara penulis dengan MAB –
19/09/2014). 
 
Hasil wawancara dengan nara sumber lain (khususnya kepala 
sekolah SDN 2 Semampir, SDN 4 Semampir, SD dan SMP YBPK 
Semampir) tidak menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan 
program kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir. Pada dasarnya 
para nara sumber tersebut menjelaskan bahwa kebijakan wajib belajar di 
masing-masing sekolah sudah diterapkan secara optimal. Kecuali satu 
hal, yakni masalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. 
“Kalau permasalahan yang terjadi disini hanya mengenai fasilitasnya 
tadi mas yang masih cukup minim sehingga kami juga kesulitan 
dalam lebih meningkatkan wawasan global juga terhadap anak. 
Selain itu saya pikir juga masih umum-umum saja sebagai siswa SD 
masih bisa ditolerir. Untuk anak yang putus sekolah disini tidak ada, 
soalnya kita disini juga tidak mau merampas hak anak untuk 
bersekolah dan memperoleh pendidikan.” (Sumber: Wawancara 
penulis dengan DH-22/09/2014). 
 
Terkait hubungannya dengan kawasan industri, tidak ada data 
yang menjelaskan bahwa kawasan industri menjadi faktor penghambat 
113 
 
kebijakan wajib belajar. Oleh karena itu, hanya ditemui empat faktor 
yang menghambat implementasi kebijakan wajib belajar di Kelurahan 
Semampir, yaitu: (1) Lemahnya ekonomi orang tua, (2) Kurangnya 
kesadaran orang tua miskin dan tidak berpendidikan terhadap pentingnya 
pendidikan, (3) Minimnya fasilitas pembelajaran di sekolah-sekolah 
negeri, dan (4) Faktor internal anak, mencakup kepribadian/pola 
pergaulan, dan motivasi untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. 
Kemudian faktor-faktor yang menjadi pendorong kebijakan wajib 
belajar tentu saja mengacu pada aspek-aspek institusi, keterlibatan dan 
kerja sama wali murid dengan pihak sekolah, serta dukungan pemerintah. 
Pemerintah Kelurahan, pihak sekolah, dan masyarakat saling bekerja 
sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam artian ini, 
masyarakat (wali murid) selalu dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan proses keberlangsungan sekolah. 
“Masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi program sekolah. Biasaya pada akhir dan awal tahun ada 
masukan dari masyarakat untuk meningkatkan prestasi peserta didik, 
baik akademik maupun non akademik. Selain itu kita juga 
membahas kelanjutan pendidikan anak … Kita biasa mengadakan 
rapat, dan biasanya untuk rapat dengan wali murid dilakukan pada 
saat awal tahun pelajaran baru dan juga jika ada keperluan mendadak 
dan juga pada waktu penerimaan rapor.” (Sumber: wawancara 
penulis dengan Suprihatin, S.Pd.SD –22/09/2014). 
 
Kemudian faktor dukungan pemerintah juga sangat 
mempengaruhi implementasi kebijakan wajib belajar, yakni dengan 
adanya dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), Bantuan Khusus Kurang 
mampu (BKM), pemberian seragam gratis kepada para siswa, serta 
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bantuan-bantuan berupa penunjang proses pembelajaran di sekolah yang 
diajukan pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan. Meskipun untuk kasus 
pengajuan fasilitas yang agak besar tampaknya tidak mudah didapatkan 
oleh pihak sekolah. 
Setelah mendeskripsikan faktor-faktor pendukung implementasi 
wajib belajar di Kelurahan Semampir, maka dapatlah disimpulkan 
sebagai berikut: (1) Dukungan Pemerintah (Dinas Pendidikan) dalam 
bentuk bantuan meskipun masih minim tetapi dirasakan sudah cukup 
optimal bagi sekolah-sekolah di Kelurahan Semampir. (2) Dukungan dari 
pemerintah setempat, yakni Kelurahan Semampir yang menjembatani 
hubungan antara sekolah dan masyarakat serta keterbukaan institusi 
tersebut terhadap permasalahan yang menimpa warganya. Dan (3) 
Hubungan timbal-balik antara pihak sekolah dan wali murid serta 
keterlibatan wali murid dalam keberlangsungan sekolah.  
Setelah mengetahui faktor penghambat dan pendukung program 
kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir, maka dapatlah beberapa 
poin yang menjadi solusinya, antara lain: (1) Perlunya digalakkan 
sosialisasi dari pemerintah setempat terkait pentingnya pendidikan di 
kalangan masyarakat miskin. (2) Harus dilakukan upaya pemerataan 
kerja dan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah setempat. (3) 
Harus dilakukan pemerataan hak-hak buruh terkait pendidikan untuk 
anak-anak kaum buruh. 
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F. Pembahasan 
1. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar di Kawasan Industri, 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan 
Semampir, kepala sekolah SD Negeri Semampir 2, SD Negeri Semampir 
4, dan SD dan SMP YBPK Kristen Kediri, pada dasarnya menunjukkan 
bahwa implementasi kebijakan wajib belajar di sekolah masing-masing 
sudah berjalan dengan optimal. Hasil penelusuran dokumen 
(dokumentasi) dan observasi pun menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir sudah berjalan dengan 
optimal. Adapun kunci utama keberhasilan tersebut adalah adanya 
partisipasi masyarakat (wali murid) terhadap proses pendidikan di 
sekolah. 
Kenyataan di atas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 47 tahun 2008 pasal 13 tentang wajib belajar dan 
pendanaan pendidikan. Di mana dalam salah satu ayatnya mengharuskan 
masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan wajib belajar. Hal tersebut juga 
sejalan dengan pemikiran Ary H. Gunawan (1995: 122) bahwa 
keberhasilan wajib belajar merupakan tanggung jawab bersama antara 
keluarga (orang tua), masyarakat, dan pemerintah.  
Seluruh kepala sekolah yang menjadi responden dalam penelitian 
ini menyatakan bahwa implementasi  kebijakan wajib belajar yang sudah 
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berjalan optimal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya siswa yang 
putus sekolah, atau siswa yang dikeluarkan dari sekolah. Sekolah selalu 
menghindari tindakan mengeluarkan siswa. Apabila ada siswa yang 
bermasalah terkait perilaku mereka yang buruk, maka orang tua (wali 
murid) akan dipanggil dan diberi masukan agar perilaku buruk tersebut 
dapat diketahui orang tua dan menjadi tugas orang tua untuk 
mendidiknya di rumah. 
Sarana dan prasarana di sekolah yang menjadi lokasi 
pengambilan data dalam penelitian ini pada umumnya masih layak guna. 
Meskipun sarana dan prasarana di SD Negeri Semampir 2 relatif 
mengalami kerusakan, tetapi masih bisa digunakan dan pihak sekolah 
sedang berusaha mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah. Pada 
SD Negeri Semampir 4 sarana dan prasarana yang ada mayoritas dalam 
kondisi baik, sehingga benar-benar dapat digunakan secara optimal untuk 
proses pembelajaran. Pada SD dan SMP YBPK Kristen Kediri, mayoritas 
sarana dan prasarana sekolah berada dalam kondisi baik. Meskipun lahan 
yang digunakan oleh Yayasan YBPK GKJW Cabang Kediri ini hanya 
seluas 582 m2 namun dapat digunakan secara optimal, baik untuk SD 
dan SMP.  
Adapun yang menjadi kunci dari optimalnya implementasi 
kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir adalah dukungan dari 
pemerintah setempat. Dinas Pendidikan tidak hanya memonitoring tetapi 
menyalurkan bantuan dana BOS, di samping itu pemerintah juga 
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menanggapi berbagai pengajuan dari sekolah terkait peningkatan sarana 
dan prasarana yang sudah ada. Dalam hal ini Kepala Kelurahan 
Semampir pun turut berperan aktif dalam mempermudah proses 
administratif atau terkait berkas-berkas yang diperlukan sekolah untuk 
mendapatkan bantuan pemerintah. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada 
tabel 20 berikut : 
Tabel. 20 Upaya Pelaksanaan Wajib Belajar di Kelurahan  Semampir 
Nama sekolah Upaya yang dilakukan 
SD Negeri 
Semampir 2 
1. Biaya pendidikan gratis 
2. Pembagian seragam gratis 
3. Komunikasi dua arah antara pihak sekolah dengan 
wali murid terkait proses pendidikan di sekolah. 
4. Arahan dari pihak sekolah kepada wali murid 
tentang pentingnya pendidikan. 
5. Tidak mengeluarkan siswa. 
SD Negeri 
Semampir 4 
1. Biaya pendidikan gratis 
2. Tidak menghambat siswa dalam memperoleh 
pendidikan (tidak mengeluarkan siswa). 
3. Sekolah aktif mengajukan bantuan ke pemerintah. 
4. Sekolah melibatkan masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program 
sekolah. 
5. Aktif mengadakan rapat dengan wali murid. 
6. Sekolah terbuka terhadap kritik, saran, dan 
gagasan wali murid. 
SD YBPK 
Kristen dan  
SMP YBPK 
Kristen Kediri 
1. Pihak Sekolah menjalankan dua program: inklusi 
(untuk anak berkebutuhan khusus), dan reguler. 
2. Pembagian seragam gratis 
3. Sekolah menyediakan layanan antar jemput siswa 
dengan gratis. 
4. Sekolah selalu menjalankan komunikasi dua arah 
dengan wali murid dan berbagai bentuk 
pengarahan 
Sumber : Wawancara Dengan Kepala Sekolah (2014) 
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2. Problem Orang Tua dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 
di Kawasan Industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur 
Dalam penelitian ini, masalah lemahnya ekonomi orang tua 
menjadi problem utama mereka dalam menyekolahkan anaknya. 
Mayoritas orang tua yang tergolong ekonomi lemah tidak memiliki akses 
terhadap dunia pendidikan, sehingga mereka pun tidak memiliki 
pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya pendidikan bagi masa 
depan anaknya. Kemudian yang menjadi problematika dalam penerapan 
kebijakan wajib belajar adalah latar belakang pendidikan orang tua, 
semakin tinggi pendidikan orang tua maka akan semakin tinggi pula 
kesadaran mereka terhadap kebijakan wajib belajar. 
Mayoritas responden (orang tua) yang tidak menyekolahkan 
anaknya, dan yang menyekolahkan anaknya sebatas tamat SD 
memandang buruk sistem pendidikan yang berlaku. Sebagian responden 
tersebut termakan intrik media yang sering meliput berbagai 
penyelewengan dan tindakan buruk yang terjadi di lingkungan 
pendidikan. Mereka juga menganggap bahwa pendidikan hanya untuk 
kalangan mampu (menengah keatas), dan pemerintah dipandang tidak 
serius dalam menerapkan kebijakan wajib belajar. Dalam hal ini mereka 
sama sekali tidak memahami hakikat pentingnya pendidikan bagi masa 
depan anak.   
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Di samping permasalahan tersebut, tentunya pendampingan 
belajar anak di rumah juga menjadi masalah krusial bagi mayoritas orang 
tua yang bekerja di sektor industri, khususnya yang bekerja sebagai 
buruh. Meskipun kaum buruh berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan anaknya, namun kehidupan buruh yang kurang layak jelas 
menjadikan kondisi keluarga tidak kondusif untuk mendidik anak secara 
informal.  
Hasil wawancara dengan responden orang tua juga menunjukkan 
bahwa sebagian besar orang tua yang berlatar belakang ekonomi lemah 
tidak menyadari pentingnya pendidikan dan memandang negatif dunia 
pendidikan. Meskipun demikian, sebagian responden yang berlatar 
belakang ekonomi lemah ada pula yang memiliki kesadaran mengenai 
pentingnya pendidikan bagi anaknya, meskipun tidak mampu 
menyekolahkan anaknya. Kemudian responden yang berlatar belakang 
ekonomi cukup, dan memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi 
memiliki kesadaran yang tinggi terhadap program kebijakan wajib 
belajar. Dalam hal ini pendidikan adalah salah satu jalan untuk 
membentuk kepribadian anak, menjadi faktor penentu masa depan anak, 
dan dapat meningkatkan SDM di kemudian hari.   
Apabila mengacu pada data statistik kelurahan, sebetulnya 
kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kelurahan Semampir cukup 
tinggi. Pada tahun 2014, angka tidak tuntas wajib belajar 9 tahun tidak 
lebih dari 10% dari populasi (penduduk) Kelurahan Semampir. Itu 
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artinya kesadaran akan pentingnya pendidikan telah tumbuh sejak lama. 
Kesadaran yang berkesinambungan tentu akan terus berkembang dan 
menumbuhkan keinginan, dan keinginan itu akan menghasilkan sebuah 
usaha untuk mendapatkan akses pendidikan. Namun usaha pembentukan 
kesadaran atas pentingnya wajib belajar harus terus terus dilakukan oleh 
pemerintah, khususnya bagi kalangan orang tua miskin yang tidak 
menyekolahkan anaknya. Berikut ini tabel 21 yang memuat rincian 
problem orang tua terkait kebijakan wajib belajar di Kelurahan 
Semampir. 
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Tabel 21.   Problem Orang Tua di Kelurahan Semampir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
Sumber : Wawancara Dengan Orang Tua (2014) 
 
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar di 
Kawasan Industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur 
Setiap kebijakan tentu selalu ada hambatannya. Begitu pula 
dengan kebijakan wajib belajar, pasti juga mempunyai beberapa kendala. 
Di Kelurahan Semampir, masih ada beberapa hal yang menghambat 
kebijakan tersebut, mulai dari Dinas Pendidikan, Pemerintah di 
Indikator Masalah Rincian Permasalahan Orang Tua 
Ekonomi  1. Orang tua miskin mengalami kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 
menghadapi kesulitan untuk menyekolahkan 
anaknya. 
2. Orang tua miskin dan berlatar belakang 
pendidikan rendah, tidak memiliki kesadaran 
terhadap pentingnya pendidikan. 
3. Sulit mendapat akses ke dunia pendidikan. 
Pendidikan  1. Latar belakang pendidikan orang tua 
mempengaruhi kesadaran mereka terhadap 
pentingnya pendidikan bagi anaknya. 
2. Orang tua yang tidak berpendidikan mudah 
terpengaruh oleh berita-berita di media yang 
terlalu berlebihan dalam memberitakan hal-
hal buruk yang terjadi dalam dunia 
pendidikan. 
3. Orang tua yang tidak berpendidikan merasa 
kecewa atau memandang sinis terhadap 
pendidikan di sekolah. 
Informasi Pendidikan 1. Mayoritas orang tua yang tidak 
menyekolahkan anaknya disebabkan tidak 
mendapat informasi yang jelas dan akurat 
tentang berbagai program yang diterapkan 
pemerintah terkait kebijakan wajib belajar. 
2. Para orang tua miskin banyak yang tidak tahu 
tentang adanya berbagai bentuk bantuan 
pendidikan untuk anaknya. 
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kelurahan, sekolah, sampai di masyarakat dan siswa di sekolah. Di 
Kelurahan Semampir masih ada anak yang tidak sekolah, hanya tamat 
SD, atau sebatas tamat SMP. Penyebab anak tidak melajutkan sekolah 
sebetulnya sudah menjadi permasalahan klasik. Banyak anak yang tidak 
melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi, padahal Dinas Pendidikan 
sudah membantu dengan berbagai bentuk bantuan pendidikan, seperti 
dana BOS sehingga siswa SD dan SMP tidak perlu membayar biaya 
pendidikan. 
Faktor selanjutnya adalah minimnya kesadaran orang tua (bagi 
kalangan ekonomi lemah). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya, bahwa kesadaran orang tua merupakan faktor penentu 
dalam membentuk karakter anaknya. Dalam hal ini, pendidikan informal 
keluarga jelas harus mendukung pendidikan formal (di sekolah). Apabila 
pendidikan informal tidak mendukung pendidikan formal, maka 
kebijakan wajib belajar akan sulit diterapkan. 
Minimnya fasilitas pembelajaran di sekolah negeri juga 
merupakan faktor penghambat dalam kebijakan program wajib belajar. 
Secara umum, indikator kelayakan sarana dan prasarana sekolah di 
Indonesia memang masih rancu. Contohnya adalah kondisi sarana 
prasarana yang ada di SD Negeri Semampir 2 yang mayoritas sudah tidak 
layak pakai karena mengalami kerusakan ringan maupun berat. Tetapi, 
karena sarana dan prasarana tersebut masih bisa digunakan, maka proses 
pembelajaran pun terus berjalan seolah tidak ada masalah. Hal ini bukan 
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hanya akan menghambat kebijakan wajib belajar tetapi juga 
mencerminkan kurangnya kendali mutu pendidikan. 
Faktor internal anak juga menjadi penghambat dalam 
implementasi kebijakan wajib belajar. Anak yang sulit dalam belajar 
akan malas untuk berpikir sehingga akan ketinggalan dalam mengikuti 
pelajaran. Hal ini apabila berlarut-larut akan berdampak fatal. Motivasi 
anak tersebut akan hilang, dan merasa tidak menarik untuk mengikuti 
pendidikan di sekolah. Serta media massa yang lebih sering 
memberitakan kejadian buruk di seputar dunia pendidikan.  Masalah ini 
tentunya perlu perhatian dan penanganan dari semua pihak baik orang 
tua, sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah setempat.  
Demikianlah berbagai hambatan yang telah diuraikan di atas 
dapat dilihat secara ringkas dan rinci pada tabel 22 sebagai berikut : 
Tabel 22.   Faktor Penghambat Kebijakan Wajib Belajar di Semampir 
Indikator Rincian Faktor Penghambat 
Faktor 
Eksternal 
1. Minimnya sarana dan prasarana di sekolah negeri. 
2. Media massa yang sering memberitakan kejadian 
buruk secara berlebihan di seputar dunia 
pendidikan. 
Faktor 
Internal 
1. Lemahnya ekonomi orang tua. 
2. Kurangnya kesadaran di kalangan orang tua miskin 
dan tidak berpendidikan terhadap pendidikan 
anaknya. 
3. Masalah internal anak dan kurangnya perhatian 
orang tua yang berlatar belakang ekonomi lemah. 
Sumber : Wawancara (2014) 
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4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Wajib Belajar di 
Kawasan Industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur 
Beberapa lembaga yang terlibat dalam penerapan kebijakan wajib 
belajar di Kelurahan Semampir adalah Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kediri, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Semampir, sekolah yang 
ada di wilayah administratif Kelurahan Semampir, dan masyarakat 
sebagai objek dari kebijakan tersebut. 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri jelas mempengaruhi 
kesuksesan kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir. Salah satu 
upaya yang dilakukan tentu dengan merangkul pemerintahan setempat 
(kelurahan) dalam berbagai bentuk penyuluhan, dan dukungan berupa 
bantuan.  
Kemudian partisipasi dari sektor swasta juga turut menopang 
suksesnya penerapan kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir. 
Dalam hal ini adanya sekolah yang dikelola oleh yayasan swasta di 
Kelurahan Semampir jelas merupakan bentuk dukungan dari pemerintah 
setempat yang mengakui bahwa peran aktif swasta dalam memberikan 
layanan pendidikan di bawah lembaga masing-masing sangat membantu 
pemerintah dalam mensukseskan kebijakan wajib belajar. 
Kesuksesan kebijakan wajib belajar juga dipengaruhi oleh peran 
sekolah itu sendiri. Sekolah-sekolah di Kelurahan Semampir merupakan 
tombak dalam implementasi kebijakan wajib belajar. Dalam hal ini 
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sekolahlah yang menyadarkan masyarakat untuk menyekolahkan 
anaknya, untuk terus melanjutkan sekolah, dan dibarengi pula dengan 
berbagai dukungan solusi bagi kalangan ekonomi lemah. Adapun ajakan 
tersebut biasanya berupa penyadaran tentang pentingnya pendidikan 
dalam rapat antara pihak sekolah dan wali murid. Hal ini sejalan dengan 
pemikiran Ary H. Gunawan (1995: 122) yang menyatakan bahwa 
keberhasilan wajib belajar adalah tanggung jawab bersama antara 
keluarga (orang tua), masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan 
wawancara yang dilakukan dengan beberapa kepala sekolah yang ada di 
Kelurahan Semampir, umtuk turut serta dalam mengupayakan 
implementasi kebijakan wajib belajar dapat berjalan dengan baik, 
khususnya di Kelurahan Semampir, pihak sekolah juga mempunyai 
program maupun solusi yang bermacam-macam. 
Kemudian, faktor yang tidak kalah penting adalah motivasi anak 
untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peran 
orang tua, dan sekolah tentu sangat diperlukan agar anak termotivasi 
mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu motivasi anak 
untuk terus belajar di sekolah merupakan faktor internal yang akan 
membantu tercapainya kebijakan wajib belajar. Berdasarkan wawancara 
dengan beberapa kepala sekolah di Kelurahan Semampir, motivasi siswa  
yang sedang menempuh pendidikan di sekolah mempunyai motivasi 
tinggi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Serta setelah 
melakukan wawancara dengan orang tua berlatar  pendidikan tinggi 
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menganggap pendidikan, khususnya di sekolah adalah penting, sehingga 
orang tua tersebut mengharuskan anaknya untuk terus bersekolah.  
Adapun faktor-faktor pendukung kebijakan wajib belajar di Kelurahan 
Semampir dapat dilihat dalam tabel 23 berikut ini: 
Tabel 23. Faktor Pendukung Kebijakan Wajib Belajar di Semampir 
Indikator Rincian Faktor Pendukung 
Faktor 
Eksternal 
1. Bantuan BOS, BSM, BKM dari pemerintah. 
2. Dukungan dari pihak Kelurahan Semampir 
3. Sekolah dan wali murid saling bersinergi dalam proses 
pendidikan.  
4. Terdapat upaya dari pihak sekolah dalam membantu 
proses implementasi kebijakan wajib belajar di 
sekolah mereka, misalnya tidak mengeluarkan anak 
dari sekolah, adanya pembagian seragam gratis 
maupun program antar jemput bagi wali murid yang 
memiliki keterbatasan biaya 
Faktor 
Internal 
1. Anak yang bersekolah mempunyai motivasi untuk 
terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi 
Mayoritas siswa tertarik untuk melanjutkan sekolah ke 
jenjang pendidikan selanjutnya. 
2. Orang tua yang memiliki latar pendidikan iunggi 
cenderung menilai bahwa pendidikan, khususnya di 
sekolah adalah penting. 
Sumber : Wawancara (2014) 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah mengkaji implementasi kebijakan wajib belajar di 
Kawasan Industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa 
Timur diperolehlah empat simpulan umum yang menjawab secara 
menyeluruh rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, berdasarkan 
data sekunder yang diperoleh dari tingkatan pendidikan penduduk di 
Kelurahan Semampir dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
wajib belajar di Kawasan Industri, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dilihat dari 
data statistik tingkatan pendidikan penduduk yang tidak menuntaskan 
wajib belajar 9 tahun tidak lebih dari 10 % dari total penduduk yang ada di 
Kelurahan Semampir tersebut. 
Kedua, problem utama orang tua tidak menyekolahkan anaknya 
adalah kemiskinan (ekonomi lemah) dan pandangan sisnis terhadap dunia 
pendidikan. Berdasarkan ulasan hasil wawancara dengan tujuh responden, 
maka sebagian besar responden yang berlatar belakang ekonomi lemah 
tidak menyadari pentingnya pendidikan, bahkan tidak mengetahui adanya 
kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kemudian latar belakang pendidikan 
orang tua memberi pengaruh yang signifikan terhadap urgensitas wajib 
belajar. Meskipun demikian secara umum di Kelurahan Semampir, 
kesadaran orang tua terhadap kebijakan wajib belajar cukup tinggi. 
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Ketiga, faktor penghambat implementasi kebijakan wajib belajar di 
Kelurahan Semampir terdiri dari: Faktor eksternal, yang meliputi (1) 
Faktor ekonomi keluarga; (2) Minimnya sarana dan prasarana di sekolah 
negeri; (2) Media massa yang sering memberitakan kejadian buruk secara 
berlebihan di seputar dunia pendidikan. Faktor internal, yang meliputi (1) 
Lemahnya ekonomi orang tua; (2) Kurangnya kesadaran di kalangan orang 
tua miskin dan tidak berpendidikan terhadap pendidikan anaknya; (3) 
Masalah internal anak dan kurangnya perhatian orang tua yang berlatar 
belakang ekonomi lemah. Kemudian faktor pendukung implementasi 
kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir juga terdiri dari: Faktor 
eksternal, yang meliputi (1) Bantuan BOS, BSM, BKM dari pemerintah; 
(2) Dukungan dari pihak Kelurahan Semampir; (3) Sekolah dan wali 
murid saling bersinergi dalam proses pendidikan . Faktor internal, yang 
meliputi  di sekolah; (1) Mayoritas anak yang bersekolah tertarik untuk 
melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya; (2) Orang tua 
yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi juga cenderung menilai 
pendidikan dan sekolah adalah penting. 
Keempat, solusi dalam menanggulangi faktor penghambat 
kebijakan wajib belajar di Kelurahan Semampir antara lain:(1) Perlunya 
digalakkan sosialisasi dari pemerintah setempat terkait pentingnya 
pendidikan di kalangan masyarakat miskin. (2) Harus dilakukan upaya 
pemerataan kerja dan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah 
setempat. (3) Harus dilakukan pemerataan hak-hak buruh terkait 
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pendidikan untuk anak-anak kaum buruh. 
B. Saran 
1. Pengkajian tentang kebijakan wajib belajar masih sangat luas dan 
dapat dilakukan di berbagai tempat (lokasi) yang ada di Indonesia. 
2. Analisis secara kualitatif menyangkut bidang-bidang pendidikan masih 
sangat luas cakupannya sehingga tidak menutup kemungkinan akan 
dikembangkan sampai dengan interdisipliner antar ilmu, misalnya 
pendekatan gabungan antara ilmu pendidikan dan ilmu sosial. 
3. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat masalah 
pendidikan, khususnya yang mengambil lokasi di Kelurahan 
Semampir, Kota Kediri, masih banyak aspek-aspek menarik yang 
dapat dikaji, misalnya hubungan antara motivasi belajar siswa yang 
latar belakang orang tuanya miskin terhadap perilaku kenakalan di 
jalanan, dan lain sebagainya. 
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Lampiran 1.  Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran. 2  Catatan Lapangan 
 
Catatan Lapangan I 
Hari, tanggal  : Rabu, 17 September 2014 
Tempat  : Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Kediri 
Pada tanggal tersebut peneliti pergi ke Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota 
Kediri yang terletak di JL. Jend Basuki Rahmat No 15  Kediri. Peneliti bermaksud 
untuk membuat surat ijin penelitian tugas akhir skripsi yang ditujukan kepada 
Kelurahan Semampir. Setelah menyerahkan berkas-berkas yang diminta oleh 
pihak Badan Penanaman Modal (BPM) Pemerintah Kota Kediri ternyata surat 
tersebut baru bisa jadi keesokan harinya. Namun untuk mempersingkat waktu 
penelitian, pada waktu itu peneliti tidak langsung pulang kerumah, namun keliling 
Desa Semampir yang akan dijadikan tempat penelitian untuk sekedar melihat 
tempat dan kondisi desa yang ada disana. 
 
Catatan Lapangan II 
Hari, tanggal  : Kamis, 18 September 2014 
Tempat  : Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Kediri dan   
 Kecamatan Kota Kediri 
Dimulai pada pukul 09.00 WIB peneliti sudah tiba dikantor Badan Penanaman 
Modal Pemerintah Kota Kediri untuk mengambil surat ijin penelitian tugas akhir 
skripsi. Setelah sempat menunggu beberapa menit akhirnya surat ijin tersebut 
dapat diterima. Namun nampaknya sebelum pergi ke Kelurahan Semampir 
peneliti harus meminta ijin lagi ke Kecamatan Kota Kediri yang memang 
merupakan kecamatan dari desa tersebut. Selanjutnya pada hari itu juga peneliti 
langsung pergi ke kantor Kecamatan Kota Kediri, dan disana peneliti bertemu 
dengan petugas kecamatan untuk dimintai keterangan dan menyerahkan berkas 
lanjutan. Setelah menunggu beberapa jam surat ijin dari Kecamatan Kota Kediri 
barulah keluar dan selanjutnya dapat diserahkan langsung kepada pihak Kelurahan 
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Semampir yang memang akan dijadikan tempat lokasi penelitian. Pada tanggal itu 
juga peneliti langsung datang ke kantor Kelurahan yang berada di Jl.Mayor Bismo 
No 27 Semampir untuk menyerahkan surat tembusan dari Kecamatan Kota Kediri 
dan sekaligus meminta ijin untuk melakukan penelitian di Desa tersebut. Namun 
pada saat itu pegawai kantor yang mengurus surat-menyurat tidak ada di tempat, 
sehingga peneliti harus datang lagi keesokan harinya 
 
Catatan Lapangan III 
Hari, tanggal  : Jum’at, 19 September 2014 
Tempat  : Kelurahan Semampir 
Diawali lebih pagi pada pukul 08.30 WIB peneliti sudah tiba di kantor Kelurahan. 
Sengaja memang datang lebih awal, selain dikarenakan pada saat itu adalah hari 
jum’at, peneliti juga mempunyai rencana untuk meminta arsip desa dan juga 
melakukan wawancara langsung dengan kepala Kelurahan Semampir. Dan pada 
saat itu semua berjalan dengan lancar, pihak Kelurahan Semampir memberikan 
ijin penelitian  tugas akhir skripsi dengan memberikan surat ijin penelitian, selain 
itu pada hari itu juga dengan waktu yang mepet peneliti juga bisa mengambil data 
arsip yang ada di desa tersebut berupa softfile dan sekaligus dapat langsung 
melakukan wawancara dengan kepala Kelurahan Semampir.  
 
Catatan Lapangan IV 
Hari, tanggal  : Senin, 22 September 2014 
Tempat  : SD Semampir 2 dan SD Semampir 4 
Pada pukul 09.00 peneliti sudah sampai di SD Semampir 4, peneliti langsung 
menuju ruang TU untuk menyampaikan ijin akan melakukan penelitian dengan 
melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan sekaligus meminta data arsip 
mengenai sekolah yang bersangkutan. Tujuan peneliti masuk ke sekolah adalah 
untuk melihat apakah terdapat anak yang dikeluarkan dari sekolah, maupun untuk 
melihat sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah tersebut. Setelah beberapa 
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saat  melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan diberi arsip mengenai data 
yang ada di sekolah peneliti langsung bergegas ke tahap selanjutnya. Karena 
dirasa jam masih cukup pagi untuk melakukan wawancara lanjutan ke kepala 
sekolah, maka peneliti selanjutnya masuk ke SD Semampir 2, dengan tujuan yang 
sama dengan proses seblumnya yang berada di SD Semampir 4. Setelah dirasa 
cukup dan waktu yang sudah terlalu siang, maka peneliti istrihat sebentar dengan 
mengamati kondisi tempat lokasi penelitian, dan sesekali melakukan dokumentasi 
foto. 
 
Catatan Lapangan V 
Hari, tanggal  : Rabu, 24 September 2014 
Tempat  : SD dan SMP YBPK Kristen Kediri 
Setelah sekiranya data yang diambil dari sekolah Negeri sudah cukup dan 
memang tidak ada anak yang dikeluarkan dari pihak sekolah, maka pada hari itu 
peneliti mencoba untuk memasuki sekolah swasta yang satu-satunya berada di 
Kelurahan Semampir tersebut, yaitu SD dan SMP YBPK Kristen. Sekolah ini 
mempunyai keunikan dan program yang menarik, berdasarkan wawancara yang 
dilakukan oleh kedua kepala sekolah yang berada di sekolah tersebut, sekolah ini 
sendiri mempunyai program inkkusi, sehingga di dalam sekolah tersebut 
mempunyai siswa yang berkebutuhan khusus. Sekolah ini sendiri juga mempunyai 
program lanjutan dari tingkat SD langsung ke SMP yang sudah di sediakan oleh 
yayasan tersebut, sehingga berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kedua 
kepala sekolah juga tidak dapat anak yang putus sekolah di sekolah tersebut, baik 
dari faktor internal maupun dari faktor eksternalnya. Setelah melakukan banyak 
wawancara di sekolah tesebut dan sudah mendapatkan data  yang diinginkan 
maka peneliti langsung bergegas untuk melanjutkan penelitian lagi. Dan kali ini 
peneliti akan mengamati lingkungan secara lebih mendetail yang berada di hampir 
sudut Kelurahan Semampir.  
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Catatan Lapangan VI 
Hari, tanggal  : Kamis, 25 Juli 2014 
Tempat  : Lingkungan Desa Semampir 
Setelah beberapa hari melakukan wawancara di sekolah, peneliti merasa data yang 
diambil dari sekolah tersebut sudah, untuk itu untuk selanjutnya peneliti akan 
lebih melakukan penelitian di lingkungan masyarakatnya. Dimulai pukul 10.00 
peneliti sudah berada di Desa Semampir, dan berdasarkan pengamatan 
sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti, akhirnya pada hari itu juga peneliti 
langsing menuju ke tempat barak penampungan pengemis dan gelandangan. Pada 
saat itu peneliti langsung bertemu kepada warga setempat yang berada di tempat 
tersebut untuk sedikit melakukan komunikasi sekaligus mencari informasi seputar 
yang ada di barak tersebut termasuk mengenai pendidikannya. Setelah wawancara 
yang dilakukan sekiranya cukup, peneliti langsung bergegas ke rumah warga 
lainnya maupun siapa saja yang di temui untuk menggali lebih banyak lagi. Dan 
tentunya sebagai bukti yang lebih otentik peneliti juga menyertakan foto di lokasi 
barak tersebut. Dan tanpa terduga pada hari itu juga langsung sekitar 12-an orang 
tua yang sudah dimintai informasi. Dan terdapat banyak foto juga yang diambil di 
tempat tesebut, mulai dari aktivitas masyarakat yang berada di sana maupun 
kondisi rumah yang rata-rata kurang cukup layak dan kurang nyaman untuk 
dihuni. Setelah dirasa hari itu sudah cukup maka peneliti berniat untuk istirahat di 
warung kecil yang berada di lingkungan Semampir, dan karena warung tersebut 
memang sepi untuk data yang lebih baik lagi, maka  peneliti juga melakukan 
wawancara terhadap penjual makanan di warung tersebut mengenai pendidikan 
tentunya.  Pada pukul 14.00 peneliti akan bergegas pulang dengan menaiki bus, 
selagi menunggu bis yang datang peneliti juga melihat tukang becak yang berada 
disana dan banyak sekali pedagang asongan, untuk itu peneliti juga langsung 
melakukan wawancara lanjutan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya 
untuk mengetahui pandangan mereka mengenai pendidikan secara luas 
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Catatan Lapangan VII 
Hari, tanggal  :Jum’at, 3 Oktober 2014 
Tempat  : Lingkungan Desa Semampir 
Pada pukul 10.00 peneliti baru saja sampai di Kelurahan Semampir, hal ini 
dikarenakan bus yang saya naiki mengalami sedikit permasalahan. Karena hari itu 
adalah hari jumat dan waktu yang juga sudah cukup siang, maka peneliti 
sebenenarnya berniat untuk menunda penelitian keesokan harinya, dan pada saat 
itu saya langsung bertolak ke kost teman yang juga berada di Kelurahan 
Semampir tersebut. Namun ternyata diperjalanan menuju rumah teman, dengan 
dibonceng teman peneliti melihat anak yang mengamen di lampu merah dan pada 
saat itu saya menyuruh teman saya untuk berhenti, dan melihat dari jauh terlebih 
dahulu bagaimana anak tersebut bekerja. Pada saat kami mengawasi dari jauh 
tersebut anak itu bertemu dengan bapak yang menjual asongan dan Nampak 
berbincang dengan santai. Dan pada saat itu pula saya mempunyai niatan untuk 
melakukan wawancara dengan kedua orang tersebut, dengan alasan membeli 
makanan kepada si bapak, akhirnya kami dapat mengobrol, dan tanpa di duga 
berdasarkan wawancara yang kami lakukan anak yang mengamen tersebut adalah 
anaknya sendiri, hal tersebut dilakukan karena faktor ekonomi yang masih kurang. 
Setelah dirasa cukup maka peneliti langsung pergi ke tempat teman.  
 
Catatan Lapangan VIII 
Hari, tanggal  : Senin, 6 Oktober 2014 
Tempat  : Lingkungan Semampir 
Untuk melakukan penelitian hari ini saya datang ke Semampir pada pukul 16.00. 
Alasan peneliti datang agak sore memang hari ini peneliti berniat untuk 
melakukan wawancara kepada orang tua yang anaknya terus bersekolah sampai ke 
jenjang SMA. Setelah turun dari bis di halte Semampir, peneliti bertemu lagi 
dengan pedagang asongan yang beberapa waktu lalu sempat saya ajak 
komunikasi. Dengan langsung menyampaikan niat saya, ternyata bapak tersebut 
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mau dan tahu orang yang saya butuhkan. Dan tanpa pikir panjang saya diajak 
pergi ke suatu tempat yang kata beliau tidak jauh dari rumahnya untuk bertemu 
dengan orang yang saya maksud. Setelah naik motor kurang dari 1 km saya tiba di 
rumah orang tua yang sekarang ini melanjutkan pendidikan anaknya sampai 
kepada jenjang SMA untuk melihat sudaut pandang berbeda terhadap penilaian 
pendidikan, dan melihat alas an orang tua tersebut mendorong anaknya untuk 
terus sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah dirasa cukup peneliti langsung 
berpamitan pulang.  
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Lampiran. 3  Pedoman Wawancara 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DI KAWASAN 
INDUSTRI, KELURAHAN SEMAMPIR, KOTA KEDIRI, 
 PROPINSI JAWA TIMUR 
A. Pertanyaan Penelitan Untuk Lurah 
1. Bagaimana kondisi masyarakat yag ada di Desa Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur disini secara umum ? 
2. Bagaimanna menurut bapak/ibu kondisi pendidikan yang ada di Desa 
Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
3. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai kebijakan wajib belajar ? 
4. Bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar yang desa sini yang 
bapak/ibu ketahui ? 
5. Bagaimana peran pihak kelurahan dalam implementasi kebijakan wajib 
belajar yang ada di desa ini ? 
6. Fasilitas apa yang ada di Desa sini terkait pendidikan dan demi penunjang 
proses pendidikan khususnya untuk kebijakan wajib belajar ? 
7. Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah lurah seperti bapak/ibu turut 
berperan aktif dalam implementasi kebijakan wajib belajar yang ada di 
Desa Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
8. Bagaimana hubungan yang terjalin dengan masyarakat yang ada di Desa 
Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
9. Bagaimana cara yang digunakan untuk menjalin komunikasi dengan orang 
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tua siswa/ masyarakat di Desa Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa 
Timur ? 
10. Apa yang menjadi kendala bapak/ pihak kelurahan dalam kebijakan wajib  
B. Pertanyaan Penelitian Untuk Kepala Sekolah 
1. Bagaimana kondisi pendidikan sekolah disini secara umum ? 
2. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai kebijakan wajib belajar ? 
3. Bagaimana sekolah sini turut dalam mengimplementasi kebijakan wajib 
belajar ? 
4. Seperti apa bantuan dana atau fasilitas dari dinas pendidikan terkait 
kebijakan wajib belajar ? 
5. Sejauh mana keterlibatan masyarakat terkait kebijakan wajib belajar 
maupun pendidikan di sekolah sini ? 
6. Bagaimana cara yang digunakan untuk menjalin komunikasi dengan orang 
tua siswa di sekolah sini? 
7. Seperti apa ide atau gagasan dari orang tua siswa atau masyarakat untuk 
kemajuan sekolah? 
8. Seperti apa program penunjang kebijakan wajib belajar  yang dibuat oleh 
sekolah? 
9. Sejauh mana motivasi siswa dalam proses pendidikan di sekolah ini? 
10. Bagimana motivasi anak di sekolah ini untuk melanjutkan ke jenjang yang 
lebih tinggi? 
11. Apakah persoalan yang terjadi di sekolah sini terkait dengan implementasi 
kebijakan pendidikan, misal apakah terjadinya anak yang putus sekolah ? 
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12. Biasanya kendala atau faktor apa yang menyebabkan siswa putus sekolah? 
13. Bagaimana upaya sekolah membantu anak yang tidak dapat atau yang 
tidak mau melanjutkan sekolah? 
C. Pertanyaan Penelitian Untuk Orang Tua Anak (tidak bersekolah) 
1. Apa aktifitas ataupun pekerjaan bapak/ibu dalam kesehariannya di 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur? 
2. Seberapa besar penghasilan bapak/ibu setiap bulannya ? 
3. Apakah pendidikan terakhir bapak/ibu ? 
4. Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah pendidikan itu ? 
5. Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan wajib belajar yang dibuat oleh 
pemerintah ? 
6. Bagaimana bapak/ibu menyikapi kebijakan wajib belajar tersebut ? 
7. Apakah anak bapak/ibu mengenyam pendidikan di sekolah ? 
8. Apakah yang menyebabkan anak bapak/ibu tidak dapat bersekolah / putus 
sekolah ? 
9. Apakah bapak/Ibu memiliki hubungan yang baik dengan anak bapak/ibu? 
10. Apakah aktivitas anak bapak/ibu untuk sekarang ini ? 
11. Seperti apa dukungan material dari Anda untuk anak anda? 
12. Bagaimanakah peranan bapak/ibu dalam mengembangkan wawasan  dan 
masa depan anak bapak / ibu ? 
13. Apakah yang bapak/ibu harapkan dari masa depan anak anda ? 
14. Apa solusi yang bapak/ibu berikan kepada anak anda yang tidak sempat 
bersekolah demi masa depan yang baik ? 
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15. Apakah harapan maupun keluh kesah bapak/ibu mengenai pendidikan 
yang ada di Indonesia, khususnya untuk menjadikan pendidikan anak anda 
lebih baik lagi ? 
D. Pertanyaan Penelitian Untuk Orang Tua Anak (melanjutkan sekolah) 
1. Apa aktifitas ataupun pekerjaan bapak/ibu dalam kesehariannya di 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
2. Seberapa besar penghasilan bapak/ibu setiap bulannya ? 
3. Apakah pendidikan terakhir bapak/ibu ? 
4. Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah pendidikan itu ? 
5. Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan wajib belajar yang dibuat oleh 
pemerintah? 
6. Bagaimana bapak/ibu menyikapi kebijakan wajib belajar tersebut ? 
7. Apakah anak bapak/ibu masih mengenyam pendidikan di sekolah ? 
8. Apa alasan bapak/ibu sehingga mau melanjutkan anak anda ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi ? 
9. Bagaimana cara bapak/ibu memanajemen uang anda sehingga dapat 
menyekolahkan anak anda sampai pada saat ini ? 
10. Bagaimana prestasi anak bapak/ibu di sekolah ? 
11. Sejauh mana keterlibatan anda terhadap sekolah terkait kebijakan wajib 
belajar ? 
12. Seperti apa ide atau gagasan anda terhadap sekolah anak anda terkait 
kemajuan sekolah? 
13. Seperti apa dukungan material dari Anda untuk pendidikan anak anda ? 
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14. Motivasi seperti apa  yang anda berikan untuk pendidikan anak anda ?  
15. Apa yang bapak/ibu harapkan dari anak bapak/ibu lewat sekolah ? 
16. Apa yang bapak/ibu harapkan dari masa depan anak anda ? 
17. Bagaimanakah pengaruh lingkungan dan teman sepermainan terhadap 
pendidikan anak Anda? 
18. Apakah ada sesuatu yang menghambat untuk pendidikan anak Anda baik 
dari Anda sendiri atau dari luar ? 
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Lampiran. 4  Pedoman Observasi  
 
PEDOMAN OBSERVASI 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DI KAWASAN 
INDUSTRI, KELURAHAN SEMAMPIR, KOTA KEDIRI, 
 PROPINSI JAWA TIMUR 
Observasi akan dilakukan untuk mendukung pencarian informasi dan data 
terkait implementasi kebijakan wajib belajar di kawasan industri, Kelurahan 
Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, meliputi: 
1. Mengamati lokasi dan keadaan di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur 
a. Lokasi dan letak geografis Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur 
2. Mengamati sarana dan prasarana di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur 
a. Ketersediaannya dan kondisi bangunan sekolah 
b. Fasilitas penunjang pendidikan yang ada di Kelurahan Semampir, 
Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur 
3. Mengamati kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Semampir, 
Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur 
a. Pekerjaan maupun aktivitas masyarakat di lokasi penelitian 
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Lampiran. 5  Pedoman Dokumentasi 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DI KAWASAN 
INDUSTRI, KELURAHAN SEMAMPIR, KOTA KEDIRI, 
 PROPINSI JAWA TIMUR 
Pedoman kajian dokumen tersebut meliputi: 
1. Arsip Tertulis, meliputi: 
a. Letak Geografis Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa 
Timur 
b. Profil Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur 
c. Visi dan misi Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur 
d. Data jumlah penduduk Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur 
e. Mata pencaharian pokok penduduk 
f. Data-data sekolah 
g. Tingkatan pendidikan 
h. Data jumlah anak yang bersekolah di Kelurahan Semampir, Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur 
i. Data jumlah anak yang tidak bersekolah di Kelurahan Semampir, Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur 
j. Data jumlah sekolah di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
Jawa Timur 
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k. Data fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Semampir maupun di 
beberapa sekolah yang ada di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, 
Propinsi Jawa Timur 
2. Data Foto, meliputi 
a. Ketersediaan dan kondisi gedung sekolah 
b. Fasilitas penunjang pendidikan yang ada di Kelurahan Semampir 
c. Pekerjaan maupun aktivitas masyarakat di Kelurahan Semampir Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur  
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Lampiran. 6   Transkip Wawancara 
 
TRANSKIP WAWANCARA DENGAN LURAH 
YANG TELAH DI REDUKSI 
 
Hari/Tanggal  : Jum’at, 19 September 2014 
Pukul   : 09.00 WIB 
Tempat   : Kelurahan Semampir 
Narasumber  : Bapak Muhammad Ayub, SSTP 
Pekerjaan  : Lurah 
 
1. Peneliti : Bagaimana kondisi masyarakat yag ada di Desa Semampir, Kota 
Kediri, Propinsi Jawa Timur disini secara umum ? 
Bapak MAB : Kalau secara umum masyarakat semampir itu sangat beragam, 
yang jelas ada yang miskin sampai kalangan atas juga ada disini, namun 
mungkin yang paling dikenal yang berada disini adalah semampir 
mempunyai kompleks eks lokalisasi. Akan tetapi disini juga cukup banyak 
organisasi kegamaan, khususnya agama islam yang melakukan pengajian 
rutin hampir disetiap minggunya 
2. Peneliti : Bagaimanna menurut bapak/ibu kondisi pendidikan yang ada di 
Desa Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
Bapak MAB : Kalau masalah pendidikan yang saya lihat cukup banyak anak 
yang sekolah, termasuk anak saya . Jadi saya menyimpulkan pendidikan 
disini sudah berjalan cukup baik. Disini juga ada sudah ada banyak sekolah 
yang menunjang proses pendidikan 
3. Peneliti : Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai kebijakan wajib belajar ? 
Bapak MAB : Kalau secara teori saya  tidak mengetahui arti sebenarnya dari 
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kebijakan wajib belajar soalnya dasar saya memang bukan dari pendidikan, 
namun setahu saya kebijakan belajar merupakan kewajiban yang dibuat oleh 
pemerintah yang mengharuskan masyarakat menyekolahkan anaknya sampai 
9 tahun.Namun saya juga mendengar pemerintah akan menjadikan wajib 
belajar menjadi 12 tahun tapi saya kurang mengetahui pasti akan hal itu. 
4. Peneliti : Bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar yang desa sini 
yang bapak/ibu ketahui ? 
Bapak MAB : Seperti yang saya bilang tadi kalau pelaksanaannya disini 
sudah berjalan dengan cukup baik. Namun sebenarnya, di daerah dekat sini 
ada barak penamungan bagi pengemis maupun glandangan yang di lindungi 
oleh dinas social kota Kediri, memang secara pendidikan mereka 
mendapatkan pendidikan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, 
LSM, terkadang juga ada mahasiswa yang mengajarkan pendidikan disana. 
Namun masalah sekolah sebagian dari mereka tidak dapat bersekolah, tentu 
hal itu disebabkan karena factor ekonomi keluarga.  
5. Peneliti : Bagaimana peran pihak kelurahan dalam implementasi kebijakan 
wajib belajar yang ada di desa ini ? 
Bapak MAB : Kalau biasanya dari pihak kelurahan hanya membantu sebagai 
penghubung saja, misal yang terjadi di barak penampungan tersebut, kita 
hanya sebatas mendorong membuat persetujuan untuk memudahkan 
pendidikan. Mungkin kalau secara tindakannya tentu dari pihak dinas 
pendidikan yang lebih mengetahui.   
6. Peneliti : Fasilitas apa yang ada di Desa sini terkait pendidikan dan demi 
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penunjang proses pendidikan khususnya untuk kebijakan wajib belajar ? 
Bapak MAB : Kalau khususnya di daerah semampir sini fasilitas yang ada 
hanya sebatas sekolahan TK-SMP, seperti perpustakaan itu ada di kota Kediri 
yang tempatnya juga tidak terlalu jauh dari sini. 
7. Peneliti : Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah lurah seperti bapak/ibu 
turut berperan aktif dalam implementasi kebijakan wajib belajar yang ada di 
Desa Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
Bapak MAB : Untuk saya sendiri yang bukan dari basic pendidikan, kita 
hanya sekedar mendorong atau membantu dalam proses pendidikan sekedar 
dari surat menyurat. Saya pribadi sangat menginginkan semua orang tua 
disini dapat menyekolahkan anaknya. Namun kan semua kembali lagi kepada 
faktor ekonomi keluarga atau bisa juga dari factor kesadaran orang tua yang 
tidak menganggap terlalu penting pendidikan. 
8. Peneliti : Bagaimana hubungan yang terjalin dengan masyarakat yang ada di 
Desa Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur ? 
Bapak MAB : Kalau hubungan pihak kelurahan dengan masyarakat sini saya 
lihat cukup baik, yang penting kita memberikan pelayanan yang baik pasti 
semua akan berjalan dengan baik baik pula termasuk dengan masyarakat 
sekitar. Kita disini juga bekerjasama dengan RT/RW yang ada disini untuk 
selalu melapor ke kelurahan apabila ada terjadi kesulitan maupun 
permasalahn yang ada. 
9. Peneliti : Bagaimana cara yang digunakan untuk menjalin komunikasi 
dengan orang tua siswa/ masyarakat di Desa Semampir, Kota Kediri, Propinsi 
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Jawa Timur ? 
Bapak MAB : Kalau dari pihak kelurahan dengan kesibukan kita ya hanya 
komunikasi yang terjalin di kantor sini saja, contohnya ya melalui 
pelayanannya. Kalau dari saya pribadi ya tentu sebagai masyarakat secara 
umum komunikasi juga berjalan secara umumnya. Biasanya dalam kominkasi 
saya dari pihak masyarakat akan menyampaikan keluh kesahnya sehingga 
saya dapat membantu jalan keluarnya apabila itu menyangkut dari pekerjaan 
saya sebagai lurah di desa sini. 
10. Peneliti : Apa yang menjadi kendala bapak/ pihak kelurahan dalam kebijakan 
wajib belajar yang ada di desa sini ?   
Bapak MAB : Yang menjadi kendala secara umum ya masalah keadaan 
ekonomi keluarga, itu yang akan membuat pelaksanaannya tidak dapat 
berjalan dengan maksimal. Mungkin disisi lain juga masalah kesadaran orang 
tua nya sendiri maupun dari anaknya yang tidak menginginkan untuk sekolah. 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 
SD SEMAMPIR 4 YANG TELAH DI REDUKSI 
 
Hari/Tanggal  : Senin, 22 September 2014 
Pukul   : 09.00 WIB 
Tempat   : SD Negeri Semampir 4 
Narasumber  : Ibu Suprihatin, S.Pd.SD 
Pekerjaan  : Kepala Sekolah 
 
 
1. Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan sekolah disini secara umum ? 
Ibu SPH : Kondisi proses pendidikan disini sudah berjalan dengan baik mas, 
anak-anak mengikuti proses kegiatan belajar mengajar sampai tuntas, mereka 
juga menaati peraturan sekolah dengan baik. Prestasi mereka dikelas juga 
bagus dan rata rata memang bagus. 
2. Peneliti : Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai kebijakan wajib belajar ? 
Ibu SPH : Suatu kebijakan yang mewajibkan anak untuk tidak hanya lulus 
SD saja, tetapi melanjutkan sampai jenjang yang lebih tinggi SMP, bahkan 
untuk sekarang ini pemerintah nampaknya juga membuat kebijakan baru yang 
mewajibkan anak untuk sekolah sampai pada tingkatan SMA  
3. Peneliti : Bagaimana sekolah sini turut dalam mengimplementasi kebijakan 
wajib belajar ? 
Ibu SPH : Jelas mas, sekolah sini sangat membantu kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah melalui kebijakan wajib belajar, caranya ya dengan tidak 
menghambat siswa dalam memperoleh pendidikan di sekolah, contohnya 
dengan tidak mengeluarkan siswa yang ada disini, apabila memang terjadi 
permasalahan kita peringati terlebih dahulu dan kita membantu 
menyelesaikan jalan keluarnya. 
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4. Peneliti : Seperti apa bantuan dana atau fasilitas dari dinas pendidikan terkait 
kebijakan wajib belajar ? 
Ibu SPH : Dari dinas pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS), untuk fasilitas pendidikan disini seperti pengadaan computer, 
perpustakaan, dll. Kita juga mengajukan permohonan bantuan yang 
Alhamdulillah permintaan kita juga dikabulkan 
5. Peneliti : Sejauh mana keterlibatan masyarakat terkait kebijakan wajib 
belajar maupun pendidikan di sekolah sini ? 
Ibu SPH : Masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi program sekolah. Biasaya pada akhir dan awal tahun ada masukan 
dari masyarakat untuk meningkatkan prestasi peserta didik, baik akademik 
maupun non akademik. Selain itu kita juga membahas kelanjutan pendidikan 
anak. 
6. Peneliti : Apa cara yang digunakan untuk menjalin komunikasi dengan orang 
tua siswa di sekolah sini? 
Ibu SPH : Kita biasa mengadakan rapat, dan biasanya untuk rapat dengan 
wali murid dilakukan pada saat awal tahun pelajaran baru dan juga jika ada 
keperluan mendadak dan juga pada waktu penerimaan raport. 
7. Peneliti : Seperti apa ide atau gagasan dari orang tua siswa atau masyarakat 
untuk kemajuan sekolah? 
Ibu SPH : Kebanyakan dari masyarakat lebih memberikan masukan secara 
umum, mengenai kemajuan sekolah, menyetujui program sekolah, dan juga 
mereka juga “menitipkan” anaknya kepada kita untuk turut menjaga, 
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membimbing, maupun mendidik anak mereka 
8. Peneliti : Seperti apa program penunjang kebijakan wajib belajar  yang 
dibuat oleh sekolah? 
Ibu SPH : Kita hanya memberikan dan mengingatkan kepada wali murid 
agar anaknya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, jangan hanya 
berhenti di SD saja. Untuk yang lain kita hanya menaati aturan yang ada pada 
kebijakan wajib belajar, dengan membebaskan biaya sekolah. 
9. Peneliti : Sejauh mana motivasi siswa dalam proses pendidikan di sekolah 
ini? 
Ibu SPH : Mereka antusias dalam masuk sekolah, selain itu dari pernyataan 
guru pengajar kelas mereka juga sangat aktif dalam bertanya. 
10. Peneliti : Bagaimana motivasi anak di sekolah ini untuk melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi? 
Ibu SPH : Saya melihat anak-anak disini juga banyak yang mendaftar ke 
sekolah negeri dan banyak diantara merekan yang diterima  
11. Peneliti : Apakah persoalan yang terjadi di sekolah sini terkait dengan 
implementasi kebijakan pendidikan, misal apakah terjadinya anak yang putus 
sekolah ? 
Ibu SPH : Seperti yang saya jelaskan diatas, disini sangat taat kepada aturan 
yang dibuat pemerintah. Apabila kita mengeluarkan anak kita akan melanggar 
aturan itu. Toh dalam kebijakan wajib belajar ini sekolah juga tidak 
membebankan orang tua dalam materiil. Jadi kalau ada masalah yang terjadi 
kita pasti akan berbicara langsung dan kita berusaha membantu 
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menyelesaikan masalah. Soalnya kita menganggap bahwa kita disini adalah 
sebagai saudara. 
12. Peneliti : Biasanya kendala atau faktor apa yang menyebabkan siswa putus 
sekolah ? 
Ibu SPH : Kalau putus sekolah saya mengira untuk jaman sekarang, apalagi 
di sekolah negeri hal ini kemungkinan sangat sedikit terjadi, bahkan tidak 
ada. Namun kalau ada pertanyaan seperti itu saya akan menjawab mungkin 
hal itu terjadi disebabkan oleh tingkah laku si anaknya sendiri yang tidak 
mempunyai semangat dalam memperoleh pendidikan, atau si anak tidak taat 
pada aturan sekolah, sehingga dari kebijakan sekolah akan mengeluarkan si 
anak tersebut. 
13. Peneliti : Bagaimana upaya sekolah membantu anak yang tidak dapat atau 
yang tidak mau melanjutkan sekolah? 
Ibu SPH : Dari pihak sekolah hanya memberikan bantuan moral saja seperti 
nasehat-nasehat, tetapi untuk bantuan materiil tidak ada. 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH  
SD YBPK KRISTEN YANG TELAH DI REDUKSI 
 
Hari/Tanggal  : Rabu, 24 September 2014 
Pukul   : 10.00 WIB 
Tempat   : SD YBPK Kristen Kediri 
Narasumber  : Ibu Dra. TYAS WIDIANI  
Pekerjaan  : Kepala Sekolah 
 
1. Peneliti : Bagaimana kondisi pendidikan sekolah disini secara umum ? 
Ibu TWI : Untuk diketahui bahwasanya sekolah sini merupakan sekolah 
inklusi dan regular seperti biasa mas, dimana terdapat anak berkebutuhan 
khusus yang bersekolah disini, untuk proses pendidikannya mereka kami 
disini juga sudah ada guru pendamping dan apabila dirasa kurang kami juga 
bekerjasama dengan SLB untuk membantu proses pendidikan mereka. Kami 
disini juga dibawa naungan Yayasan Badan Pendidikan Kristen, namun untuk 
siswanya sendiri kita tidak hanya Kristen saja namun juga semua agama ada 
disini. Kami disini juga ada SMP yang apabila berkehendak maka mereka 
dapat langsung masuk ke SMP kami yang ada di sebelah selatan.  
2. Peneliti : Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai kebijakan wajib belajar ? 
Ibu TWI : Wajib belajar merupakan kebijakan maupun tuntutan yang dibuat 
pemerintah agar masyarakat khususnya orang tua dapat menyekolahkan 
anaknya pada jenjang yang telah ditetapkan, hal ini saya kira dalam upaya 
pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia.  
3. Peneliti : Bagaimana sekolah sini turut dalam mengimplementasi kebijakan 
wajib belajar ? 
Ibu TWI : Saya kira dengan kita menyediakan SMP itu pun sudah sangat 
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membuktikan bahwasanya kita sangat membantu kebijakn wajib belajar 
tersebut.. 
4. Peneliti : Seperti apa bantuan dana atau fasilitas dari dinas pendidikan terkait 
kebijakan wajib belajar ? 
Ibu TWI : Dari dinas pendidikan memberikan Bantuan Khusus Kurang 
mampu (BKM) ada yang juga namanya Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
keduanya diberikan kepada siswa yang kurang mampu dalam ekonominya. 
Sekolah akan memberikan data nama dan berapa kebutuhan anak yang 
disetorkan ke dinas pendidikan..  
5. Peneliti : Sejauh mana keterlibatan masyarakat terkait kebijakan wajib 
belajar maupun pendidikan di sekolah sini ? 
Ibu TWI : Masyarakat sudah mau menyekolahkan anaknya Kalau dari itu 
saya kira juga telah membantu dalam keterlibatan kebijakan wajib belajar . 
6. Peneliti : Apa cara yang digunakan untuk menjalin komunikasi dengan orang 
tua siswa di sekolah sini? 
Ibu TWI : Kita sih kalau komonikasi dengan orang tua memang jarang, 
namun yang sering dilakukan adalah pada saat penerimaan raport. Diluar itu 
kami komunikasi sebagai sama sama masyarakat yang bertetanggan saja. 
7. Peneliti : Seperti apa ide atau gagasan dari orang tua siswa atau masyarakat 
untuk kemajuan sekolah? 
Ibu TWI : Kalau dalam pertemuan seperti itu kita lebih dahulu menjelaskan 
mengenai peraturan baru yang ada, soalnya kan kita merupakan sekolah 
regular dan iklusi menjadi satu jadi harus adanya  komunikasi yang baik yang 
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terjalin dan perhatian khusus agar tidak terjadi kesalah-pahaman. Selain itu 
kita juga menyampaikan problem sekolah yang kita hadapi untuk diketahui 
dan diselesaikan jalan keluarnya bersama. Selebihnya orang tua selalu 
mendukung program sekolah yang kami sampaikan demi pendidikan anaknya 
lebih baik lagi.  
8. Peneliti : Seperti apa program penunjang kebijakan wajib belajar  yang 
dibuat oleh sekolah? 
Ibu TWI :Seperti yang sudah saya jelaskan diatas kami ada SMP YBPK 
juga, ada juga kami menyediakan seragam gratis bagi siswa, dan juga dari 
data siswa yang kurang mampu apabila terdapat permasalahan mengenai 
transportasi kita juga telah menyiapkan karyawan khusus untuk menjemput 
anak tersebut pulang-pergi. 
9. Peneliti : Sejauh mana motivasi siswa dalam proses pendidikan di sekolah 
ini? 
Ibu TWI : Dilihat dari tingkat antusias pertama yang kami lihat adalah 
tingkat kehadiran siswanya, dan itu saya lihat sudah cukup baik. Dan lagi dari 
laporan dan evaluasi yang kami lakukan dengan pengajar juga terlontar 
pernyataan untuk proses didalam kelas mereka juga terlihat bersemangat dan 
tidak malas-malasan, mereka juga selalu mngerjakan PR yang diberikan oleh 
pengajar kami.   
10. Peneliti : Bagimana motivasi anak di sekolah ini untuk melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi? 
Ibu TWI : Anak-anak kita semua masuk ke SMP yang sudah kita sediakan. 
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Jadi terbilang untuk motivasi mereka sangat-sangat bagus. Tentu nantinya 
harus diimbangi dengan motivasi dalam memerpoleh pendidikannya bagi 
mereka sendiri. 
11. Peneliti : Apakah persoalan yang terjadi di sekolah sini terkait dengan 
implementasi kebijakan pendidikan, misal apakah terjadinya anak yang putus 
sekolah ? 
Ibu TWI : Persoalannya kembali lagi pada regular dan inklusi mas, tentu dari 
siswa inklusi itu kan bermacam ya mas, saya mengambil contoh siswa yang 
hyper aktif, mereka itu sering bertindak melebihi batas kadang sampai dari 
guru saja itu pernah diludahi mas, apalagi dari teman-temannya sendiri yang 
dari siswa regulernya mas. Bahkan tidak jarang juga ada yang tidak terima 
sampai mau berkelahi antar siswanya itu. Namun kan begitulah 
konsekuensinya kita mas, kita sudah memakluminya hal tersebut. Jadi 
meskipun ada hal yang demikian kita juga tidak sampai mengeluarkan anak, 
justru kita malah mengajak siswa khususnya regular untuk diajak komunikasi 
agar mengerti akan hal tersebut. Apabila mereka mungkin tidak menerimanya 
kita mempersilahkan anak melalui orang tua untuk pindah sekolah, bukannya 
mengeluarkan secara paksa anak tersebut dari sekolah. 
12. Peneliti : Biasanya kendala atau faktor apa yang menyebabkan siswa putus 
sekolah ? 
Ibu TWI : Sekali lagi kalau dari pihak kita meskipun kita dari sekolah swasta 
kita juga tidak ada yang sampai putus sekolah mas. Justru kita memberikan 
pilihan kalau tidak dapat menerima akan keadaan sekolah kita, kita 
165 
 
memberikan pilihan untuk dapat pindah ke sekolah lain seperti itu mas. 
13. Peneliti : Bagaimana upaya sekolah membantu anak yang tidak dapat atau 
yang tidak mau melanjutkan sekolah? 
Ibu TWI : Di sekolah kami, yang masuk ke dalam SD, pasti mereka juga akan 
diterima di SMP kami. Itulah mengapa kami juga membuat SMP, sehingga 
kita dapat meminimalisisr permasalahan yang ada.  
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK  
(TIDAK SEKOLAH ) 
YANG TELAH DI REDUKSI 
 
Hari/Tanggal  : Kamis, 25 September 2014 
Pukul   : 10.00 WIB 
Tempat   : Pinggir Jalan (Depan Pabrik Gudang Garam) 
Narasumber  : Bapak Sukijan  
Pekerjaan  : Tukang Becak 
 
1. Peneliti : Apa aktifitas ataupun pekerjaan bapak/ibu dalam kesehariannya di 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur? 
Bapak SN : Seperti yang mas lihat, saya disini bekerja sebagai tukang becak 
mas. Sedangkan istri saya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja 
2. Peneliti : Seberapa besar penghasilan bapak/ibu setiap bulannya ? 
Bapak SN : Tidak tentu mas, sebulan dari becak ini misalkan lancar kadang 
kita mendapatkan Rp 250.000 saja. Yang penting bisa menghidupi keluarga 
saja buat saya juga sudah cukup dan saya syukuri. 
3. Peneliti : Apakah pendidikan terakhir bapak/ibu ? 
Bapak SN : Saya lulusan SMK saja mas. 
4. Peneliti : Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah pendidikan itu ? 
Bapak SN : Ya bisa dibilang penting bisa juga dibilang tidak mas. Contoh 
pentingnya adalah melalui pendidikan dapat membuat orang menjadi pintar, 
yang penting tidak “minteri saja mas”, tidak pentingnya adalah contohnya 
saya mas, dengan lulusan SMK kan itu sudah merupakan pendidikan yang 
cukup tinggi, toh nyatanya saya juga sekarang menjadi tukang becak saja, 
padahal dulu di sekolah saya juga ingat perkataan perkataan dari guru saya 
bahwa saya akan mendapatkan pekerjaan yang bagus dari pendidikan itu mas.  
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5. Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan wajib belajar yang dibuat 
oleh pemerintah ? 
Bapak SN : Apakah itu yang mengharuskan masyarakat untuk 
menyekolahkan anak kita sampai ke tingkat SMP itu ? 
6. Peneliti : Bagaimana bapak/ibu menyikapi kebijakan wajib belajar tersebut ? 
Bapak SN : Kita ini orang kecil mas la anak saya itu saja yang sekarang 
umurnya 16 dan 9 tahun juga tidak pernah sekolah. Kalau itu adalah wajib 
kan seharusnnya kita disini juga diperhatikan oleh pemerintah, nyatanya 
sampai sekarang juga kita dibiarkan saja seperti ini.  
7. Peneliti : Apakah anak bapak/ibu mengenyam pendidikan di sekolah ? 
Bapak SN : Seperti yang saya bilang tadi mas, saya sebenarnya mempunyai 
4 anak, anak yang paling gede sudah meninggal, kemudian anak kedua saya 
berumur 16 tahun, ketiga umurnya 9 tahun dan yang terakhir masih berumur 
3 tahun mas. Anak saya yang dua itu juga sekarang tidak lagi bersekolah mas. 
8. Peneliti : Apakah yang menyebabkan anak bapak/ibu tidak dapat bersekolah / 
putus sekolah ? 
Bapak SN : Seperti yang saya bilang tadi mas, kita buat makan saja masih 
susah, dan kadang untuk makan saja juga masih hutang disana-sini mas. Dan 
satu lagi, jujur mas kalau ingat peristiwa anak saya yang pertama, meskipun 
saya terlihat bapak yang “sangar” juga sering menangis sendiri mas. Jujur 
saya masih kawatir mereka mas. Makanya mas nya sekarang dapat melihat 
disaat saya sedang bekerja disini. Saya juga menyuruh mereka datang kemari 
mas. 
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9. Peneliti : Apakah bapak/Ibu memiliki hubungan yang baik dengan anak 
bapak/ibu? 
Bapak SN : Iya mas, kita satu keluarga disini Alhamdulillah memiliki 
hubungan yang sangat baik mas. 
10. Peneliti : Apakah aktivitas anak bapak/ibu untuk sekarang ini ? 
Bapak SN : Anak saya biasanya kalau dirumah juga sering bermain dengan 
teman di lingkungan rumah saja mas. Terkadang anak saya yang paling besar 
itu juga membantu saya menjaga maupun menarik becak ini gantian mas 
11. Peneliti : Seperti apa dukungan material dari Anda untuk anak anda? 
Bapak SN : Orang seperti saya ini mas, bisa mencukupi kebutuhan pangan 
buat mereka setiap harinya saja saya sudah bersyukur sekali mas. 
12. Peneliti : Bagaimanakah peranan bapak/ibu dalam mengembangkan wawasan  
dan masa depan anak bapak / ibu ? 
Bapak SN : Dirumah saya masih ada buku-buku peninggalan dari anak yang 
paling pertama itu mas. Jadi pas lagi dirumah dan pas lagi luang gitu selagi 
kita saling ngobrol dengan ilmu yang saya peroleh dulu saya mengajarkan 
sendiri kepada mereka, ya sekedar berlatih membaca dan juga menghitung 
sebenarnya mas.  
13. Peneliti : Apakah yang bapak/ibu harapkan dari masa depan anak anda ? 
Bapak SN : Harapan saya kepada anak saya ya semoga suatu saat mereka 
tidak seperti bapaknya yang menjadi tukang becak mas. Dan semoga mereka 
juga tidak malu aja lah mas mempunyai orang tua seperti kami. 
14. Peneliti : Apa solusi yang bapak/ibu berikan kepada anak anda yang tidak 
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sempat bersekolah demi masa depan yang baik ? 
Bapak SN : Seperti yang telah saya ajarkan kepada anak saya, tujuan saya 
mengajarkan mereka cara membaca dan menhitung, saya berharap dari cara 
saya mendidik anak saya suatu mereka saat tidak di bodohin oleh orang lain. 
Meskipun saya memang merasa kawatir terhadap anak saya, namun saya juga 
tidak memberikan larangan buat mereka untuk bermain dengan teman-teman, 
dari situ saya berharap semoga anak saya nantinya mendapatkan kenalan 
orang sukses dan baik, sehingga mau memberikan pekerjaan  anak saya 
dengan halal. 
15. Peneliti : Apakah harapan maupun keluh kesah bapak/ibu mengenai 
pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya terhadap anak anda sendiri ? 
Bapak SN : Saya berharap semoga orang-orang seperti kami juga 
diperhatikan oleh pemerintah saja lah mas, saya mau menyekolahkan anak 
saya yang penting mereka juga mendapatkan masa depan yang memang jelas, 
bukannya melalui sekolah malah menjadikan anak saya sebagai tukang becak 
lagi seperti saya.  
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK  
(TIDAK SEKOLAH ) 
YANG TELAH DI REDUKSI 
 
Hari/Tanggal  : Kamis, 25 September 2014 
Pukul   : 08.30 WIB 
Tempat   : Barak Penampungan Pengemis dan Gelandangan 
Narasumber  : Ibu Suharti  
Pekerjaan  : Pemulung Kecil 
 
1. Peneliti : Apa aktifitas ataupun pekerjaan bapak/ibu dalam kesehariannya di 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur? 
Ibu SI : Saya disini sebagai pemulung kecil saja mas yang kemudian 
barangnya saya jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang.  
2. Peneliti : Seberapa besar penghasilan bapak/ibu setiap bulannya ? 
Ibu SI : Terkadang kalau pas lagi lancar bisa sampai 200 ribu mas, 
mendapatkan segitu saja sudah sangat baik. Namun untuk setiap harinya juga 
belum tentu saya mendapatkan hasil sampah yang saya peroleh. Untuk itu 
terkadang saya dan anak saya belum tentu bisa makan di setiap harinya. 
Apalagi suami saya yang sudah tua dan sakit-sakitan membuat saya harus 
bekerja sendiri untuk menghidupi keluarga saya mas. 
3. Peneliti : Apakah pendidikan terakhir bapak/ibu ? 
Ibu SI : Saya dulu hanya lulusan SD saja. 
4. Peneliti : Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah pendidikan itu ? 
Ibu SI : Kalau buat saya ya biasa saja, la orang yang bersekolah gitu juga 
belum tentu tingkah lakunya baik. Malah saya melihat di tv gitu malah sering 
terjadi terjadi tawuran, bahkan gurunya juga terkadang sampai ada yang 
menghamili muridnya  sampai ada anak yang meninggal di sekolah. Terus 
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kalau seperti itu mananya yang penting.  
5. Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan wajib belajar yang dibuat 
oleh pemerintah ? 
Ibu SI : Ya kalau dilihat dari kalimatnya kewajiban untuk belajar saja.  
6. Peneliti : Bagaimana bapak/ibu menyikapi kebijakan wajib belajar tersebut ? 
Ibu SI : Kalau penjelasannya masnya seperti tadi. Ya seharusnya jangan 
sekedar kita yang diwajibkan untuk sekolah. Namun juga itu tuh guru dan 
juga pemerintah sendiri harus berkaca terlebih dahulu apakah mereka sudah 
layak untuk menyuruh kita untuk bersekolah, La tingkah lakunya mereka saja 
seperti itu. Saya tidak perlu menyekolahkan anak saya yang penting bisa 
mendidik anak saya untuk tidak mengikuti tingkat laku pejabat dan guru itu 
buat saya sudah cukup.  
7. Peneliti : Apakah anak bapak/ibu mengenyam pendidikan di sekolah ? 
Ibu SI : Anak saya tidak saya suruh bersekolah mas, saya pikir kalau untuk 
belajar membaca dan berhitung saja saya bisa mengajarkan dia. Tidak harus 
lewat sekolah sekolah itu.  
8. Peneliti : Apakah yang menyebabkan anak bapak/ibu tidak dapat bersekolah / 
putus sekolah ? 
Ibu SI : Selain karena tidak punya uang untuk bersekolah juga karena 
tingkah laku bejat dari guru sejajarannya mas. Pokoknya saya tidak akan 
menyekolahkan anak saya kalau saya masih sering melihat mereka bertindak 
seperti itu. Saya tidak mau anak saya nantinya jadi ikut-ikutan tawuran seperti 
yang kayak di televisi itu mas. 
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9. Peneliti : Apakah bapak/Ibu memiliki hubungan yang baik dengan anak 
bapak/ibu? 
Ibu SI : Ya saya memiliki hubungan sangat baik dengan keluarga besar kami.   
10. Peneliti : Apakah aktivitas anak bapak/ibu untuk sekarang ini ? 
Ibu SI : Anak saya biasanya bermain dengan temannya saja. Selain itu 
kadang saya juga menyuruh dia untuk membantu pekerjaan saya.  
11. Peneliti : Seperti apa dukungan material dari Anda untuk anak anda? 
Ibu SI : Untuk makan kita saja kita masih kesulitan mas, dukungan 
materialnya ya kalau saya mampu memberikan makanan dan minuman untuk 
dia. Selebihnya tidak ada. 
12. Peneliti : Bagaimanakah peranan bapak/ibu dalam mengembangkan wawasan  
dan masa depan anak bapak / ibu ? 
Ibu SI : Saya lebih menanamkan dan memberikan tingkah laku yang baik 
buat anak saya, selebihnya ya saya ajarkan cara membaca dan menghitung 
saja mas.  
13. Peneliti : Apakah yang bapak/ibu harapkan dari masa depan anak anda ? 
Ibu SI : Saya berharap anak saya menjadi anak yang baik, tidak membuat 
susah orang tua dan tidak merugikan orang lain. Masalah pekerjaan semoga 
dia mendapatkan pekerjaan yang halal dan lebih baik dari apa yang saya 
kerjakan sampai dengan saat ini. 
14. Peneliti : Apa solusi yang bapak/ibu berikan kepada anak anda yang tidak 
sempat bersekolah/putus sekolah demi masa depan yang baik ? 
Ibu SI : Saya beberapa waktu lalu sudah mengobrol juga dengan anak saya, 
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dia sekarang berumur 16 tahun. Saya mempunyai ide untuk mengajarkan 
anak saya untuk berjualan es. Tapi belum tau itu kapan, namun ini sangat saya 
usahakan, ibartnya saya nggak makan ngga apa apa, yang penting nantinya 
saya dapat mengumpulkan uang untuk membantu anak saya bekerja. Saya 
yakin dengan kejujuran dan kebaikan anak saya usaha dia nanti akan sukses. 
15. Peneliti : Apakah harapan maupun keluh kesah bapak/ibu mengenai 
pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya terhadap anak anda sendiri ? 
Ibu SI : Saya melihat pendidikan sekarang ini masih bobrok mas, dilihat dari 
tingkat laku mereka yang saya lihat di tv, baik dari gurunya maupun dari 
siswanya sendiri kan mereka menunjukkan bukan orang yang berpendidikan. 
Saya masih belum rela menyekolahkan anak saya. Saya tidak mau masa 
depan anak saya menjadi buruk. Semoga pemerintah dapat memperbaiki ini 
semua, sehingga pendidikan dapat berjaalan dengan baik. Setidaknya orang 
seperti saya pasti banyak. Dan untuk itu setidaknya upaya pemerintah dapat 
meyakinkan saya pribadi bahwasanya pendidikan itu adalah baik. 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK  
(MELANJUTKAN SEKOLAH ) 
YANG TELAH DI REDUKSI 
 
Hari/Tanggal  : Senin, 6 Oktober 2014 
Pukul   : 17.00VWIB 
Tempat   : Rumah Narasumber 
Narasumber  : Bapak S.Narto  
Pekerjaan  : Pegawai kantor 
 
1. Peneliti : Apa aktifitas ataupun pekerjaan bapak/ibu dalam kesehariannya di 
Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur? 
Bapak SN : Saya bekerja sebagai pegawai  di Kecamatan Kediri kota. Kalau 
aktivitas saya dirumah setiap hari ya seperti aktivitas masyarakat pada 
umumnya saja mas. 
2. Peneliti : Seberapa besar penghasilan bapak/ibu setiap bulannya ? 
Bapak SN : Ya sekitar 1 juta lebih lah mas, Alhamdulillah bisa mencukupi 
kebutuhan keluarga saya. Dan membahagiakan mereka. 
3. Peneliti : Apakah pendidikan terakhir bapak/ibu ? 
Bapak SN : Pendidikan saya terakhir di Universitas Brawijaya Malang mas, 
jurusan teknik sipil. 
4. Peneliti :Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah pendidikan itu ? 
Bapak SN : Jelas sangat penting mas. Pendidikan itu menurut saya ya faktor 
utama dalam membentuk masa depan yang lebih baik lagi. Melalui 
pendidikan seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan 
asalkan orang itu mau bersungguh sungguh mas. Coba saja dibayangan mau 
jadi apa kita ataupun bahkan Indonesia tanpa adanya pendidikan, pasti kita 
akan mudah dibodohi oleh orang lain. Pendidikan itu menjadi salah satu tolak 
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ukur penilaian suatu bangsa mas, tentunya selain kesehatan dan bidang 
pertanian. 
5. Peneliti : Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan wajib belajar yang dibuat 
oleh pemerintah? 
Bapak SN : Kalau secara teori yang sebenarnya saya kurang memahami mas. 
Namun saya akan mencoba menjawab. Kebijakan wajib belajar adalah suatu 
program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
manusia melalui pendidikan dalam upaya untuk pemerataan pendidikan 
dengan cara mewajibkan kita sebagai orang tua untuk menyekolahkan anak 
kita sampai pada SMA (18 tahun). 
6. Peneliti : Bagaimana bapak/ibu menyikapi kebijakan wajib belajar tersebut ? 
Bapak SN : Jelas kebijakan wajib belajar itu sangat penting. Itu adalah upaya 
nyata pemerintah dalam memperhatikan dunia pendidikan yang ada di 
Indonesia. Pemerintah sangat menginkan bangsa Indonesia yang 
berpendidikan. Hal ini juga sangat berguna untuk kita. Apalagi hal itu dikuti 
dengan program sekolah gratis. Maupun juga adanya bea siswa bagi murid 
yang berprestasi. Semoga semua masyarakat bisa mengerti hal ini dan kita 
dapat membantu sama-sama bangsa Indonesia ini lebih baik lagi, khususnya 
melalui pendidikan yang ada. 
7. Peneliti : Apakah anak bapak/ibu masih mengenyam pendidikan di sekolah ? 
Bapak SN : Ya anak saya yang ke-2 sekolah di SMA N 1 Kediri. Dan 
sekarang duduk di bangku kelas 2 IPA disana. Sedangkan anak saya yang 
pertama dia sudah menikah dan tinggal di Surabaya..  
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8. Peneliti : Apa alasan bapak/ibu sehingga mau melanjutkan anak anda ke 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi ? 
Bapak SN : Pertama bahwa saya sadar saya sebagai orang tua yang 
mempunyai anak mempunya kewajiban untuk menyekolahkan anak saya. 
Saya sebagai orang tua jelas tidak mau melihat anak saya bodoh tanpa 
sekolah. Saya menginkan anak saya dapat berprestasi di sekolah sehingga 
nantinya dia akan mendapatkan seseuatu yang ingin dia peroleh. Tidak hanya 
itu, saya juga sangat mendorong anak saya untuk masuk ke dalam organisasi 
sekolah sehingga dapat juga belajar bagaimana cara membentuk jaringan dan 
bagaimana caranya untuk saling bekerjasama dalam tim. Mengingat hal 
tersebut juga sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. 
9. Peneliti : Bagaimana cara bapak/ibu memanajemen uang anda sehingga dapat 
menyekolahkan anak anda sampai pada saat ini ? 
Bapak SN : Saya kira penghasilan saya cukup untuk mendorong anak saya 
sekolah setinggi mungkin. Apalagi istri saya juga bekerja sebagai guru di 
salah satu SMP yang ada Di kota Kediri. Yang paling penting buat kita adalah 
kuncinya untuk keperluan anak mas. Apapun yang dibutuhkan anak saya, 
pasti akan jadi priotritas kami. Selain itu tentu cara memanajemen uang kami 
ya dengan tidak membuang uang kami yang sekiranya tidak penting. Dan 
justru ini yang paling utama mas, kami hampir setiap bulan datang ke panti 
asuhan atau ke yayasan social lainnya untuk membantu mereka yang 
kekuranngan mas.  
10. Peneliti : Bagaimana prestasi anak bapak/ibu di sekolah ? 
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Bapak SN : Tahun ajaran kemarin alahmdulillah anak saya berhasil 
menduduki rangking 5 dikelasnya mas.  
11. Peneliti : Sejauh mana keterlibatan anda terhadap sekolah terkait kebijakan 
wajib belajar ? 
Bapak SN : Kalau keterlibatan saya pribadi menurut saya dengan saya 
menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua menyekolahkan anak saya ke 
sekolah adalah bentuk nyata bahwa kami mendukung adanya kebijakan wajib 
belajar yang ada di Indonesia ini mas. 
12. Peneliti : Seperti apa ide atau gagasan anda terhadap sekolah anak anda 
terkait kemajuan sekolah? 
Bapak SN : Saya sepenuhnya sangat yakin bahwa sekolah mempunyai tujuan 
yang baik bagi kita semua mas,tujuan sekolah pasti kan untuk mendidik dan 
membimbing anak kami mas. Jadi saya sejauh ini masih sejalan terhadap 
program yang diberikan kepada sekolah. Salah satunya yang ada di SMPN 1 
Kediri adalah Full Day. Saya juga sangat mendukung program tersebut. Misal 
ada itu mempertanyakan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah itu. Namun 
saya kira disekolah sana untuk sarana prasarna sudah sangat mendukung 
proses pembelajaran yang ada. 
13. Peneliti : Seperti apa dukungan material dari Anda untuk pendidikan anak 
anda ? 
Bapak SN : Untuk dukungan material disekolah  saya memberikan uang saku 
untuk anak saya guna memenuhi kebutuhan dia disekolah. Apalagi anak saya 
kalau pagi tidak pernah makan. Selain itu dukungan kami ya jelas dengan 
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membelikan dia buku tulis,buku pelajaran, alat tulis, seragam sekolah, sepatu, 
tas, dan fasilitas pendidikan yang sekiranya berguna buat dia. 
14. Peneliti : Motivasi seperti apa  yang anda berikan untuk pendidikan anak 
anda ?  
Bapak SN : Kalau cara saya memotivasi anak saya, biasanya dengan 
pertanyaan yang selalu saya sampaikan kepada dia mengenai ingin jadi apa 
dia nantinya. Dengan jawaban yang dia berikan baru kami akan berpesan 
bahwasanya dia (anaknya) harus rajin dalam bersekolah, menaati peraturan 
yang ada, berusaha masuk dalam organisasi sekolah. Saya selalu bilang 
janngan hanya menjadi juara di kelas, namun jadi juara di sekolah. Dengan 
begitu pasti dia akan jadi orang yang memang dia cita-citakan. 
15. Peneliti : Apa yang bapak/ibu harapkan dari anak bapak/ibu lewat sekolah ? 
Bapak SN : Saya berharap anak saya dapat berprestasi yang tinggi di 
sekolahnya.Dan dia dapat belajar cara bekerjasama dengan tim melalui 
organisasi sekolah yang dia ikuti. 
16. Peneliti : Apa yang bapak/ibu harapkan dari masa depan anak anda ? 
Bapak SN : Saya berharap cita-cita anak saya yang tinggi itu dapat tercapai. 
Katanya ia ingin jadi dokter nantinya. Selain itu kami juga selalu berdoa 
bahwa anak saya dapat terus berkati kepada orang tuanya, membanggakan 
kami sebagai orang tua dan kelak berguna bagi banyak orang. 
17. Peneliti : Bagaimanakah pengaruh lingkungan dan teman sepermainan 
terhadap pendidikan anak Anda? 
Bapak SN : Kalau pengaruh lingkungan disini memang beraneka ragam mas, 
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mengingat di sekitar sini kan juga ada eks lokalisasi. Namun saya yakin 
dengan keimanan yang dipunyai anak saya dia dapat mengkondisikan situasi 
yang ada. Untuk berteman pun saya juga tidak membatasi yang penting masih 
dalam hal yang normal. Justru saya sangat senang apabila teman saya banyak 
teman itu akan memuluskan masa depan anak saya. 
18. Peneliti : Apakah ada sesuatu yang menghambat untuk pendidikan anak 
Anda baik dari Anda sendiri atau dari luar ? 
Bapak SN : Memang tidak dapat dipungkiri bahwa anak saya di SMA ini 
pretasinya sedikit menurun. Dulu sewaktu SMP dia menerima rangking antara 
rangking 1-3 mas. Mungkin hal ini dikarenakan teman-temannya yang 
kadang keseringan mengajak dia bermain pada saat jam belajarnya. Selain itu 
anak saya juga terlihat sering bermain game yang ada dirumah, dan terlihat 
sering memainkan HPnya.  Tapi tidak tahu juga mas, atau mungkin juga 
persaingan di SMA nya yang lebih ketat. Saya berharapnya kedepan dia dapat 
kembali rangking 1. 
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Lampiran. 7  Dokumen Foto 
Gerbang Masuk Kota Kediri yang juga masih berada di kawasan Kelurahan 
Semampir 
Kantor Kelurahan Semampir dan wawancara dengan Lurah Desa Semampir 
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Ketersediaan sekolah yang membantu proses implementasi kebijakan wajib 
belajar di Kelurahan Semampir 
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Kondisi lokasi penelitian yang sebagai kawasan industri 
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Beberapa aktivitas masyarakat yang berada di Kelurahan Semampir 
